Menimbang

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR &6 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berjalan baik
dan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan
yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem
penvelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu;

bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif,
efisien dan terpadu di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, maka perlu membentuk Standar
Operasional  Prosedur  sebagai prosedur  tetap
pelaksanaan tugas; '

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan
adanya inovasi layanan secara daring pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah
Laut, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33
Tahun 2018 tentang Standar Operasioanal Prosedur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanah Laut perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
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Mengingat

L.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1933
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaiaman
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor
93 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5473);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494};
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10.

i 3

12

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Reobulik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041};

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menter1 Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019
tentang Pendataan dan  Penerbitan  Dokumen
Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi
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Menetapkan

14.

13.

16.

o

18.

19.

20.

Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1479},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019
tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1611},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019
tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1742);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyelenggaraan Publik (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 6);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011
tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 50},

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017
tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, vang dimaksud dengan :

1
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanah Laut.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut.

Standar Oprasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan.

Helpme adalah software yang memudahkan Operator dan Front Office
untuk meneyelesaikan permasalahan permasalahan di pelayanan
Adminitrasi Kependudukan.

BAB 1l
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SOP adalah sebagai pedoman bagi Dinas dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SOP adalah untuk mewujudkan keseragaman
pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB Il
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.
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(1)

Pasal 5

SOP Dinas meliputi :
a. SOP Sekretariat, meliputi :

1) Pengadministrasian Surat Masuk;

2) Pengadministrasian Surat Keluar;

3) Cuti Tahunan;

4) Usul Cuti Tahunan Pejabat;

5) Surat Usulan Pensiun,

6) Usul Pembuatan Taspen;

7) Usul Kenaikan Pangkat;

8] Usul Pembuatan Kartu Pegawai;

9} Usul Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami;
10) Permohonan Barang (RKBU);

11) Pendistribusian Barang;

12} Pengelolaan Barang;

13} Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat;
14) Penyusunan Rencana Kinerja;

15) Penyusunan Rencana Strategis;

16) Penyvusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17) Pembuatan SPP Ganti Uang;

18) Pembuatan SPP Tambah Uang;

19) Pembuatan SPP Uang Persediaan;

20) Pembuatan SPP Ganti Uang Nihil;

21) Pengajuan SPP LS Gaji;

22) Pengajuan SPP LS Tunjangan;

23) Pengajuan LS Barang Jasa;

24) Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan;
25) Penyusunan Laporan Semesteran;

26) Penvusunan Laporan Keuangan,;

27) Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara;
28) Penvusunan RKA dan RKA Perubahan; dan
29) Penyusunan LPPD dan LKPJ.

SOP Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi ;

1) Penerbitan Biodata Warga Negara Indonesia (WNI);

2) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);

3) Penerbitan Kartu Keluarga (KKj;

4} Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el};

5) Penerbitan Legalisir Dokumen Kependudukan;

6) Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Non Permanen;

7) Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);

8) Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan;

9] Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Datang dari Luar Negeri
(SKDLN);

10) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk Ke Luar Negeri
(SKPLN);

11) Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT); dan

12) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia
(SKPWNI).
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c. SOP Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi :
1) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
2) Penerbitan Kutipan Akta Kematian,
3} Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
4) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
5) Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
6) Penerbitan Akta Pengesahan Anak;
7) Penerbitan Pembatalan Akta;
8) Penerbitan Pembetulan Akta;
9) Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati;
10) Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
11) Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
12} Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
13) Pencatatan Perubahan Nama;
14) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, dan
15) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya.

d. SOP Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data, meliputi :

1) Pemeliharaan Komputer;

2] Pemeliharaan Jarkomdat Poeint to Point ke Kecamatan;

3) Pemeliharaan Server;

4} Backup Data Server;

5) Pemeliharaan Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan)

6] Pemeliharaan Aplikasi SILAKAS (Sistem Informasi Layanan
Adminitrasi Kependudukan Via Smartphonej;

7) Pemeliharaan Aplikasi HELPME;

8) Penggunaan Aplikasi SILAKAS (Sistem Informasi Layanan
Administrasi Kependudukan Via Smartphone),

9) Pembuatan User Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan);

10) Pembuatan User Aplikasi HELPME;

11} Permintaan Data;

12) Pemanfaatan Data;

13) Penyusunan Buku Data Agregat Kependudukan Semesteran;

14) Penyusunan Laporan Bulanan Kependudukan;

15) Penvusunan Laporan Harian Kependudukan;

16) Penyusunan Buku Profile Kependudukan;

17) Penyusunan Laporan Semesteran Data Kependudukan; dan

18) Pengajuan Inovasi.

(2] SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 33) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Jabatan | Paraf

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 ™e 2020

Sexrctats Dasrah |

Asisten V1T

Hepala SKPD
Kabag Hukum

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR !
TANGGAL
_ - NOMOR SOP — ]
TANGGAL PEMBUATAN Pr—
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT B r
TANGGAL REVISI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN i
TANGGAL EFEKTIF
PENCATATAN SIPIL _
__Hmpzmmzﬁ;hm BUPATI TANAH LAUT
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PENGADMINISTRASIAN SURAT MASUK

_ Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

| 1) Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Permerintahan.

2) Peraturan Bupati Tanah Laut
Naskah Dinas.

3) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tata
Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

4| Peraturan Daerah Kab Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

5) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 frentang
kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut

6| Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No 4 tahun 2011 Tentang Tata

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

Kabupaten Tanah Laut.
Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

| 1. SOP Pengadminitrasian Surat Keluar

1. Buku Agenda
2. Map Ordner

_ 3. Leman bﬁm:m;l_

. Peringatan

_ Pencatatan & m.munun.nmu.
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1. Penerimaaan surat masuk harus ada tanda terima dari staf agar
ada pertanggung jawaban atas sural tersebut,
2. Surat masuk harus diagendakan dan diarsipkan

ﬁ PAAAE TPARAF PARAF PARA

PARAF
WABIALUEEAG SRR

I W

ALl | KR GAG wﬂ._—_l.._.._m LASUREAG PRHD | &= Bl I RALAC i)

T



SATUANDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TANAH LALT

SOP : PRASIAN SURAT MASUK

e = _ Pelaksans _ Mutu B |
b . b RAE L peg. | Wepala Dinas |/ Sekrewiris Persyaratan | Waktu | Output
1 |[miar SKPD lain Surat 2 menit - Surat
2 |Muku agenda surat masuk dan - Surat vang telah di beri 5 Menit - Surat yang telah di beri
mingko disposisi blanghko disposisi blangko disposiai
3 |nat tersebut ke Kepala Dinas | 2 - Surat yang telah di beri | 10 menit - Surat yang telah di beri
90 di disposisi blangko disposisi blangko disposisi
4 |wmasuk yvang telah di disposisi Surat vang telah di beri 5 menit - Surat yang telah di
ols/Sekreraris blangke disposisi disposisi oleh Kepala
Dinas / Seckretars
5 |wvang telah di disposisi dan Surat yang telah di 5 Menit - Surat yang telah i
nn sesuai dengan isi disposist disposisi oleh Kepala disposisi oleh Kepala
Dinas | Sekretaris Dinas / Sekretaris
6 |narat Masuk Pengarsipan surat 5 Menit - Surat dimasukkan ke

mastk

dalam outner surat masuk

&

o Daaeah |

[
4

Aslisten b UEL _
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Kepala SKPD

e
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR
TANGGAL
) - Nomor SOP
Tanggal
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Pembuatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN | Tanggal Revisi
PENCATATAN SIPIL Tanggal Efeltif
Disahkan oleh BUPATI TANAH LAUT
Nama SOP PENGADMINISTRASIAN SURAT KELUAR
 Dasar Hukum & Kualifikasi Pelaksana

A —_————= ———

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

1) Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

| 2) Peraturan Bupati Tanah Laut No 4 tahun 2011 Tentang
Tata Naskah Dinas.

3) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut

4) Peraturan Daerah Kab Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

5) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang
kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten
tanah laut

f) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang
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Kabupaten Tanah Laut.

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan

1. S0P Pengadminitrasian Surat Masuk 1. Buku Agenda
2. Map Ordner
3. Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan

m Peringatan

| 1.Penerimaaan surat keluar harus ada tanda terima dari
. penerima agar ada pertanggung jawaban atas surat tsb.
| 2. Surat Keluar harus di agendakan dan di arsipkan
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SATUAN KERJA

CUDUKAN DAN PENCATATAN SIPL KAR, TANAH LAUT

S0P | PENGADMINIGT KELUAR
N Pelaksane Mutu Baku
# Ridang Stal Subbag Umpeg Sekretaris Kepala Dinas Ferayaratan Waktu Dutput
I |[Mensrima konedis Surat 2 menit Surat
[sekrelariat A U
2 |Mengetik koneouter 1 Bural 3 Menil Surat
e I
Kadis/Sekretar
h
3 [Meneliti dan miersebutjika - Surat 3 menit Surat yang telah
tirak getuju diltal utuk diparel
diperbatld fika
4 |Menerima surgarafl oleh I—I. - Burat yang telah & menit Surat yang telah
Helkretaris kenrhan ke _ “ dliparaf diparal
ruangen Kepal
g IMeneliti dan miersebut dan - Bumt yang telah 5 Menit Surnt vang telah
kemudian dita H ditandntorigani ditandatangani
G |stal menerimas - Surat yang telah 5 Menit Sural vang telalh
ditandatanganituk diberikan ditandatangani ditandatangani dan
penomoran dangenda surat ﬂUA sutlah diler
vtk disampein pelRomoran
v P
. AH T
r i G
H araf
e L Para P,
roie
L. TA
y Asisten | | -
L - .
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LAMPIRAN IIT PERATURAN BUPATI TANAHLAUT
NOMOR
TANGGAL

NOMOR SOP

TANGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PEMBUATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN | TANGGAL REVISI

PENCATATAN SIPIL TANGGAL EFEKTIF N
DISAHKAN OLEH BUPATT TANAH LAUT
NAMA S0P USUL CUTI TAHUNAN STAF
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana -
1. Undang-Undang MNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 1. Memahami urusan administrasi m,.nm.ﬁnmmimmmﬁ

Negara

2. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS

3. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

| 4. Peraturan Bupati Tanah Laut No 4 tahun 2011 Tentang Tata
Naskah Dinas.

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten %ﬂzm&
Laut

6. Peraturan Daerah Kab Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang
kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut

8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nemor 42 Tahun 2017 tentang
Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut.

2. Memiliki kemmampuan mengoperasikan kompter

R
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Keterkaitan

Peralatan/ m.mu_..numrwumh

1. SOP Pengrasian Surat Keluar

1. Buku bmnn&m

2. Alat Tulis

3. Peralatan Komputer

4. Map Ordner / Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Lamanya-us dihitung jumlah hari agar tidak melampaui
batas yarikan pemerintah.

2. Surat Cudiagendakan dan diarsipkan

1. Surat Cuti
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SATUAN KERJA

2 OLNAD AP EINIPU LRGN ALY 5 TR R 3T e e

SOP : USUL CUTL TAHUNAN STAF
No Afcitiitas Pelaksana Muta Baku
Wil Pemohion Subbag Umpeg | Selretaris/Kabid | Kepsla Dinas Persyaratan Wity Cutput
1 |Mengajuken permohonan Cutl Surat permohonan cuti menit Surat permolonan
F cuti
2 |Menerima Surat permohonan dan menverahkan Blangko Cun Memnit Blangke Cuti
blanghko cuti
3 |Mengisi blangko vany telah diserahkan oleh Blangks Cuti 15 menit Blangko Cuti yang
bagian kepegawaian telah cHisi
4 |Menerima kembali blangko yang telah di is Blangko Cun yvang telah] 2 menit - Blangko Cuti yang
diis telah diisi
5 |Meneliti dan mengoreksi lama cutl yang alkan L Blangko Cud yang telah| 15 Menit Blangke Cutl yang
diambil dliisi telah diisi dan
dikoreksi
Perbup tentang
pemberian v
tabunan
b |Mengsjukan permohonan cuti kepada Blangko Cutl yang telah| 5 Menit Blangko Cuti yang
sekrerarie/ leabid untuk diparaf difsl den dikoreksi telah di paraf
7 |Menerima kembali berkas permohonan cuti dan d Biangko Cuti vang telah| 2. Menit - Hlangko Culi yang
memasukan ke Kepala Dinas untulk di di paraf telah di parafl
tandatangarnt
A [Mengoreksi dan meneliti kemucdiarn ! Blangko Cutl yang telah| 10 Menit Blangko Cutl yang
menandatangand surat permohonan culi — di paral sudah
ditandatangani
9 |Menerima surat permohonan cuti yang telah Blangke Cutl yang 2 Menit Blangko Cuti vang
ditandatangani dan kemudian menyerahkan J| sudah ditandatangani sudah
kepada pegawai yang mengajukan cuti ditandatangani
10 |Menerima berkas permohonan cuti Blangko Cut yang telan| 5 Menit Blangko Cuti yang
di paral dan sudah telah oi paral dan
ditandatangani audah
ditandatangani
o

e s e e

# Jabatan

V Sas rorots Dgarah

....._.,_...”.._w.._......_ (EE AT _.._n__ ]

wepala SKPD

_.xmw.mm Hukum
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_b?ﬂﬂmbzqﬂmmgecﬁzmcmub.ﬂ%}z}w_gﬂq
NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

.ﬂ NOMOR SOP

 TANGGAL
_ PEMBUATAN

| TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH
NAMA S0P

BUPATI TANAH LAUT
USUL CUTI TAHUNAN PEJABAT

Dasar Hultum
BE

2.
3.

. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman  Penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur
Administrasi Pemerintahan
Peraturan Bupati Tanah Laut No 4
Naskah Dinas.

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Tata Kearsipan [ Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut

Peraturan Daerah Kab Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang
kedudukan.susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut

tahun 2011 Tentang Tata

Uraian Tugas Dinas
Kabupaten Tanah Laut.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

[ Nﬁﬁmmrwmm Pelaksana

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

i s Y FAHAF
' rl VUKL | KRSLHEAG FRHD
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Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

1. SOP Pengadministrasian Surat Keluar

_ Peringatan

1. Buku Agenda
m.m_m”?mm

3. Peralatan Komputer
4. Map Ordner / Lemari Arsip

1. Lamanya cuti harus dihitung jumlah hari mmmhﬁmmmwﬂunmmﬁﬁmﬁm

Pencatatan & Pendataan

batas yang ditentukan pemerintah.
2. Surat Cuti harus diagendakan dan diarsipkan

1. Surat Cuti
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SATUAN KERJA

S0P USUL CUTI TAHUNAN PEJABAT

DINAS BEPEMNE G LIEAN LIAN PENCA LML AN 2007

Kapala SKPD .m

Habag ::x_._qu_

M Alctivit Pelaksana Mutu Baku
® - Pemohon Subbag Umpeg | Sekrelaris/Kabid | Kepala Mnas Persyaratan Walktu Catput
1 [Mengajukan permohonan Cuti Sural permohonan cut menit Surat permohonan
|n‘\| h _u._.._.._.._.
2 |Menerima Surat perinochonan dan menverahkan Bianghka Cuti Menit Blanghks Cuti
blangko cutl
3 |Mengisi blangke yang telah diseralikan oleh - Blangko Cuti 15 menit Blangko Cuti yang
bagian kepegawaian telah dii=t
4 [Menerima kembali blangko vang telah di isi Blangks Cuti yang telah| 2 menit Blanghko Cutl yang
-_ diisi telah diisi
5 |Menchitl dan mengoreksl lama cuti vang akan ke Bianghko Cuti yang telah| 15 Menit Blangko Cuti yang
diambil chitsi telah diisi dan
dikoreksi
Perbup tentang
pemberian cut
tahiunan
6  |Mengajukan permohonan cutl kepada £ Blangko Cuti yang telah| 5 Menit - Blanghko Cutl yang
seleretaris fkabid untk diparaf diizi dan dikoreksi telah di paraf
7 |Menerima kembali berkas permohonan our dan i Blangko Cuti yang telah| 2 Menit Biangko Cut yang
memasukan ke Kepala Dinas untuk i di paraf telah di paraf
tandatangani
B |Mengoreksi dan meneliti kemuclian Blangko Cuti yang telah| 10 Menit Blangks Cuti yang
menandatangani surat permohaonan cuti di paraf suglah
ditandatangani
9 |Menerma surat permohonan cuti vang telah Blangka Cuti vang 15 Hari - Blangko Cuti yang
ditandatangani dan kemudian menyerahkan sudah ditandatangani sudah
kepada BKPSDM smempat ditandatangam sigp
M. Jatstan I Parat
T |
R T
(e
Asliston




LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

| NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT
NAMA SOP USULAN PENSIUN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

i

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar  Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Tanah Laut Neo 4 tahun 2011 Tentang Tata
Naskah Dinas.

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut

Peraturan Daerah Kab Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang
kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut

. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Taghun 2017 tentang

Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

B i —

i S i
A e EURAG PPN § 005
|

o el e,

PR

=
- |

PARAF. 1 PAEAE 1 Pavir L




1. SUP Pengadminitrasian Surat Keluar
2. SOP Pengmadinistasian Surat Masuk

Buku Apenda
Peralatan Komputer

A (e

Map QOutner
. . Lemari Arsip
Peringatan Pencatatan & Pendataan
1. Buku penjagaan pegawai yang pensiun harus diperhatikan agar 1. SK Pensiun -
pengajuan usul pensiun tepat waktu.
2. SK Pensiun harus diagendakan dan di arsipkan dengan rapi dan
| aman
e AF _n_uu..m.mrm i
ml....r m”_ .“_._x ._,.. _..n_uh._...._a._._____ ...h.m..wm.rﬁmwmﬁv:a _.N_ﬁ__ﬂ,.._:ﬁm..:..\_...w“_
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SATUAN KERF HEFENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL

SOP . DSULAN

i o Prlaksana Mutu Baku
Ho kol Pemaohon Subbag Umpeg Sokreiaria Kepala Dinas Perayaratan Waktu Gutput
1 |Membuen Nota Dinas Dan Base Kepsgawnian 153 menit  |Memorandum/Naota
pember PHS vang mencapai BUP Mulai [Hnas
4 |Menyapnsiun = " Berkas Pengajuan 15 memit  |Berkas Pengajuan
dan surat
_ penganlar
3 |Memeribreksi berkas pension dan Berkng Pengajuan dan 10 menlt  |Berkas Pengaiunan
membumgantar aurat perngantar dan sarat
_ T PENEROLAT YEOE
sudah diparaf
4 [Menerindin dan memberi paref pada mm_.w”_m H..mun.w“.:w_._ dan 3 menit Herkas Péngsjunn
RUTHL pe m._._..uuﬂ u._“_u__“_ﬂﬁ.__...”u.?—. Yang duii siirat
sudeh dipar PR ST
sidah diparal
5 |Menerinkas penaiun dan surat Berkas Pengajuan dan 3 menit Berlns Pongiian
petzgan, diparal sl pEnpantar v i it
sudnh di tandatangan pengantar yang
sudah di
tandatangani
b |Subbagmpaikan berkas pensiun dan k4 Berkas Pengajuan dan 2 hulan |Kartu Taspen
aurat pezudah diparaf untul di _ T Suril pengantar yang
tandata sudah di tandatangani
7 |Meamerisiun kemudian e Kartu Taspen o menit  |Kartu Taspen
menanol pengantar J
B [Meneridan pension vang sidah Berkas Pengajuan
ditandaepala Dinas Berleas Pengajuan dan dan surat
SUTAL PENRRNGAT Ying PENEATLAT YAT1E
sudah di tandatangani sudain di
tandatangani
9 [Menyerpensiun ke BED untak IH Berlas Pengajuan dan 15 menit  |Berkas Pengajuan
diprose F st gengantar yang \. den susal
MR PENEANTAT VENE
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR
TANGGAL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

. Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disalikan oleh BUPATI TANAH LAUT

Nama SOP PEMBUATAN KARTU TASPEN

Dasar Hukum

L.

2.

H Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman  Penyusunan Standar  Operasional  Prosedur
Administrasi Pemerintahan
Peraturan Bupati Tanah Laut
Naskah Dinas.

No 4 tahun 2011 Tentang Tata

. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemermntah Kabupaten Tanah
Laut

Peraturan Daerah Kab Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang |

kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami urrusan administras: kepegawaian
2. Memiliki kamampuan mengoperasikan komputer

]
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Keterl

Peralatan/ Perlengkapan

1. S0 Pensiun
2. SOministrasian Surat Keluar
3. SOMministrasian Surat Masuk

Peringa

1
2.
3. Peralatan Komputer

Eﬂ-h

Buku Agenda
Alat Tulis

Map Ordner
Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan

1. Bagm dan kepegawaian harus mendata dan menyiapkan
berlk pembuatan kartu taspen

1. Kartu taspen
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SATUAN KER]A

SO PEMBUATAN XARTU TASPFEN

[MNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI

Jabatan

s Sekreians Daerah
Aslistan [l

Kapaia SKPD

Kabag Hukum

No ARtivitas _ Pelaksara Mulu Baku
| Femuohon Sulrbag Umpeg Sekrotiris Kepala Dinay Persyaratin Wakiu Chuibpuat
1 |Pegawai yang bersangkulan mengumpulkan berkis 5K CPNS / SK 'S 1 Hari Perkas Persyarntis
persyaratan dan mengist formulic Taspen i : .
- Mengisi formulir Taspen
2 [menerima berkas kemsdian Mengorekst dan menelit Berkas Pengajuan 15 menit  [Berkas Pengajuan dan
berkas persyaraton dan membuatkan sumt pengantar sural penganlar
3 r._E_w:a.._m berkas usulan bersama sural pengantor \ Berkas Pergajuan dan surat I menit  |Berkas Pengajuan dan
untuk di peral pungantar sharal pengantar yang
suclab diparaf
4 [Menerma kembali berkas usulan bersama surat Berkas Penpajuan dan surat 3 mendt
pengantar untuk dimintakan tandatangan Kepala Dinna, pengantas yang sudab diparaf Berkas Pengajuan dan
sural pengantar yang
suclah diparat
5 |Monernima Berkas nsulan uniuk ditandatangam Brerkas Pengajuan dan surat 15 meat -
pengantar vang sudah diparaf PBerkas Pengajuan dan
strrat pengantar yang
sudah di tapdatangan:
B [Menerime kembali beckis usulan bersama surat Berkas Pengajuan dan surat 3 mienil
pengantar yang sudah ditandatangani Kepala inas pengantar yang sudah di Berkas Pengajuan dan
€ tandatangani sural pemgantar yang
sirdab di andatangan
7 [subbag Unvpeg menyampatkan berkas usuban ke 1 hari
WS il
REPSDM setempit ) [berkas Pegrajioan dan
Berkas Pengajuan dan sural Ll
engantar yang sudal di R B e
“ua_.._. fotarizant . suelab di tandatangan:
. & siap dikinm
i
Pa




LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :
TANGGAL

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT L ! 2

DINAS KEPENDUDUKAN DAN | -nggal Revisi

PENCATATAN SIPIL ! i |
Disahkan oleh BUPATI! TANAH LAUT

_ Nama SOP USUL KENAIKAN PANGKAT

Dasar Hukum i Kualifikasi Pelaksana |

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
Negara

2. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman  Penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur
Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Bupati Tanah Laut No 4 tahun 2011 Tentang Tata
Naskah Dinas.

4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut

5. Peraturan Daerah Kab Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang
kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut

7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut.

2, Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

'S RAF T EARAF * PRRAF PRRIE
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Keterkait

1. SOP Pestrasian Surat Masuk
2. SOP Pestrasian Surat Keluar

Peringata

1. Bagiandan Kepegawaian harus mempunyai buku .._mw.m._. 1
untuk ol pegawai yang akan natk pangkat

|1mumF»mn / Perlengkapan

1. Buku Agenda

2. Alat Tulis

3. Peralatan Komputer
4. Map Ordner

Pencatatan & Pendataan

1. SK Pangkat

PARAF
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SATUAN KERJA

[MNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN S1911,

ditardacangani kepels dinas antuk diberilan
numot dun dicatnt dibulog ageodn agar
disampaikan ke BEFSDM setempat

sudih ditandatangani kepaln dinas

Jabaltan

r
L
| Spfireians Jautan

..b._.q._mﬁmz FALATE
u
Kaoala SKPD

Kabag Hukuim

BOP L USUL KENAIKAN PANGRAT
| Felalesann Mt Bakog
X Aktlvitas : :
= c _annnhu““m: e Kasubag Umpeg Sehretars Kepala Dinas Persynratan Wikt Cutput

I IMemeriksa bulou penjagean kenaikan panglo Buku perfaguan 5 menit (draf sl penganiar

seluruh sial dan pejabat
1

2 [Mengetik drof surat pengantar usulas aoma dral surat pengantar 3 menit  [deaf myrat pengantar
kerudkin prnghat untuk disompaiksn kepadn
kesubag umpeg .

3 [Menerima draf surat pengantar usulan nomsm draf sumat pengantar 3 mentt  [deaf surnt peaganior
kenuikan pangkat, jika tidak setuju dikembalilan
untuk diperbaild, jika setuju dipacal darn /
disnmpiiikan kepada seleretaris A f

4 [Menertma dan menelitl draf sirat pengantar dral surnf pengantar 1 menit  |draf surst pengantar
usulen noma kenaikan panglat, jilo tidak setaju / vang sudah di telit
akan dilembatian untuk diperbaild, (s setaju /\
akun tporaf dan dissmipallan kepads kepalis dines y §

5 (Menerima surat pengnotar usulan namas kenonikan dea! surmt pengantas G omenit [Sural perganiar ying
peogkat, fiko tdak setuju dideems balikan tntnk surfal ditandntangand
diperboikd, jika setuju ditandatangami / kepaln tinas

3 |Menerima sumt penganor yang sudab Hutleu agenda din surat pengantir yang 5 menlt [Suret pengantar usulan

nsi lemallian panglal
map dikirim ke
BRFSEM Kab. Tanah
Laut

-+
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LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR
TANGGAL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh BUPATI TANAH LAUT

Nama SOP _ PEMBUATAN KARPEG

Dasar Hukum

__ Kualifikasi Pelaksana

[ 2.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur m__.ﬂml

Negara

Peraturan MENFAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman FPenyusunan Standar  Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Tanah Laut No 4 tahun 2011 Tentang Tata
Naskah Dinas.

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut

. Peraturan Daerah Kab Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentulkan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Tanah Laut Nemor 61 Tahun 2016 tentang
kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Uraitan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
2. Memiliki kernampuan mengoperasikan komputer

PARAE | |
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| .Nmnm-.—n.hnmn | _ Peralatan _‘. Perlen gkapan

1. SOP Pengrasian Surat Masuk - " 1. Buku Agenda
2. 30P Pengrasian Surat Keluar 2. Alat Tulis

3. Peralatan Komputer
4. Map Ordner

H__E.rpmnnmu, - Pencatatan & Pendataan
1. Pembuat:g perlu diperhatikan bagi PNS sebagai ﬁmﬁ:ﬁpm 1. Kartu Kendali Karpeg
diri/peke 2, Berkas Karpeg

2. Berkas Krus di agendakan dan di arsipkan _
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FATUAN KERIA

S0P FEMBUATAN KARPEG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENMCATATAN SIPIL

e e

m Jatiatan
I
¥

i S e

Krpala SKPD

Kabag Fuxum

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
' _ Prmahon Subbag Umpeg Sekretaris Kepala Dinas Persyarataly Waktu Clurput
1 |Pegawai veang oersanghutan mengumpulkan I, Sk CPNS [} 5K PNS 5 menit |Berkas Persvaratan
berlus persyaratan dan mengisi farmulir Karpeg 2, Mengisi formulir Karpeg
3 Copy STTEP Prajebatan
2 |menerima berkas kemudian mengoreksl dan W Herkas Pengajuen Karpeg | 10 menit  |Herkas Pengajuan
menelith berkas persyaratan dan membuaikan dan surat
SUTAL pengantar pengantar
3 |[Menvampaikan berias ustlan beraama surat A R Berias Pengaiuan dan § menit |Herlas Pengajuan
pengantar kepada Sekretans untuk di parafl suUTHt pengantar dan sorat
pengantar yang
| sudah diparaf
4 [Menerima kembali herkas _._uc_m.d.c.ﬁ.m_mj.n AUTEt Herkas Pengajunn den 3menit | oo -
pengantar untuk ditandatangani hepala Dinas Hitl'al PeNEALTTAr YANE Praop
audah diparal
PENERTILAT YROE
sudah diparaf
5 [Herkas usulan ditanderangan Kepaia Dinas Hrrine Peogejuan dan 5 menit |oarkas Pengajuan
LTIl pENgaRniaT Yang dlan surat
X sudlah diparaf pemgEntar yang
sudah di
tandatangani
6  |Menerima kembali w_n.n.Wn._u watlan vnj.m_._._m guraEt Herkas Pengajuan dan 3 menit Betkas Pengsjunn
pengrntar vang sudah ditandatangani Kepals gurat penganlar yang i miarat
Dinas e sudah di tandatangani pengantar yang
sudah di
tandatangani
7 [Berkas usilan dan surat gengantar dicatal dibuals Berkas Pengruan dan 10 menit Berkas B .
agendi untisk diberikan nomer agar disampatkan BUTAL DEnganiar yang r_ﬂ Ha e
ke BRPSDM sdleh di sandatangpn an sires
POOEANTAr YAng
sudan 6i
tandatangani sinp
dilerim lee HIPSDM
S




LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR
TANGGAL
Nomor SOP - .
Tanggal Pembuatan
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT —
Tanggal Revisi
DINAS KEPENDUDUKAN DAN = o
| Tanggal Efektif
PENCATATAN SIPIL | -
Disahkan oleh BUPATI TANAH LAUT
Nama SOP PEMBUATAN KARIS/KARSU
Dasar Huk Kualifikasi Pelaksana -
1. Undamg Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil | 1. Memahami urusan administrasi kepegawaian -
Nsga 2, Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
9. PeratuNPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang| = P
Pedormenyusunan Standar Operasional Prosedur
Adminemerintahan _
3. Peratwati Tanah Laut No 4 tahun 2011 Tentang Tata
Naskal
4. Peratwati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Tata In Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut
5 Peraturah Kab Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang _
Pembedan Susunan Perangkat Daerah
f. Peratupati Tanah Laut Nomeor 61 Tahun 2016 tentang
kedudsunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
dinas dukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut
7. Peratwpati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang
_ Uraiars Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupah Laut.
Keterkait -

; S

Peralatan/ Perlengkapan




1. me.Wmu.mmmHmnmmﬂﬂmmEh Surat Masuk 1. Buku Agenda -
2. SOP Pengadministrasian Surat Keluar 2. Alat Tulis
3. Peralatan Komputer
. N 4. Map Ordner .

Peringatan | Pencatatan & Pendataan
1. Pembuatan Karis/Karsu perlu diperhatikan bagi PNS yang sudah 1. Kartu Kendali Karis / Karsu T

memiliki keluarga, 2. Berkas Karis/Karsu
2. Berkas Karis/ Karsu harus di agendakan dan di arsipkan




SATUAN KERIA KEFENDUDUKAN DAN PENCATATAN S1FIL

SOF - PEMBUATMRSU

N Mioties Pelalieann Mutu Baku
b ? Pemohon Subbag Umpesz Seleretaris Kepala Dinas Persyaratan Walatu Catput
| (Pegawal yaten mengumpulkan 1. F@ ssh Kartt Keluarga 1 Hari
beriss pert A V 4. FC sah Kutipan Akta Nikah Berkas Pergynratan
3. Pas Foro ukuran 2X3
2 lembar
2 |Menerima hratan Blerkas Pengajuan 5 menit |Berkas Pengajuan
3 |Mengorekal berkas persyaratan dan Berkas Pengajuan 15 menit  (Berkas Pengajuan
rmembuatkgantar darn surat
| pengantar
4 |Mepvampmsulan bersama surat Berkas Pengaiuan dan 10 menit  |Berkas Pengajuan
pengrntar taria untulk & paral surat pengantar dan surat
PETBANLAT YANE
audah diparal
5 [Menerima .u;_ usulan w_n_.uEﬂm. surat il Berkas Pengajuan dan 3 menit Berkas Pengaluan
pengantar latangani Kepala Dinas siral pengantar yang R
sudah diparafl
pengantar Yang
audah diparal
6 |Berkas usangam Kepala Dinas Berkas Fengajuan dan 15 menit |ferkas Pengajuan
b surat DEngantar yang den-surat
[ sudah diparafl PEREARNLES YEng
—|— sucah di
tandatanpurn
7 H.._H.....d__..u...u._m.mm usulan dmﬂw.m.w:_w surat W Herkas Pengajuan dan 3 menit Berkan Pengajuan
pengantar Hitandatangen: Kepala _ _ HUraT pengantar vang iy B
Dinas sudah di tandatangani enganiet vang
sudah di
tandatangani
A |2ubbag UnpubkanKaris/ Karsu ke Berkas Pengajuan: dan 1 hari Berkas Perigajuan
BKD setenproses sural pengentar vang dan surat
=udah di tandatangan pEORAnLET VAN
sudahn di
tandatangar

HFiLr..L..l. b .4 5 S —— it

botan | Paraf \

- S | Atk
L
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Kapaia SKPD
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LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR
TANGGAL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

_ Nomor SOP

M.whmnmp Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan oleh BUPATI TANAH LAUT

Nama SOP

| RKBU dan RKPBU

_. Dasar Hukum

H:mﬂnrnum Pelaksana

I

2.

. Peraturan Bupati Tanah Laut

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar  Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
Peraturan Bupati Tanah Laut
Naskah Dinas.

No 4 tahun 2011 Tentang Tata
Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut

Peraturan Daerah Kab Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang

kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Si pil
Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
2. Memahami urusan tentang pengadaan barang
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer




HKeterkaitan

ﬂnﬁmuﬂmﬂ mnuuﬁnmruﬁmﬁ

1. SOP Pengadministrasian Surat Keluar

1. Buku Agenda

2. Alat Tulis

3. Peralatan Komputer
4, Map Ordner

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Bagian Umum dan Kepegawaian harus membagikan form
usulan rencana pengadaan barang kepada bidang

1. Form usulan rencana pengadaan barang

T RANAF PARAS |
4T ST UL MASUREAG LD dedag S § GBS e L |

i gt



SATUAN KERTA

NINAS KEPERGILDUKAN DAN FPENCATATAN SIPIL

BOP | KEHL dan RRPHL

N

Pelaksann

Muty Baku

Alktivitas
Kastibbug Umpeg

Pengelola Saprns kantor

Seloretarsf Kabid

Persyaratan

Waki

Dl

o]

Mengomsep lorm usulan penyusunan REBU din
KR

form wsulnn

5 meni

form usulnn

Kengetile form usulan penyusunan RKBU dan
RKPHL

form ustlan

1t menit

Torm usulan

Memetilisa hasil ketikan form peryusunars RERU
dan REPHL, jilen tilak setuju dikembinlikan untuk
dipertinlkl, la setuju disampaikan kepads Didang

dinpoaisl dan form usulEn

5: medil

ikposiat dan form usolan

Mengisi form usulan peryusunnm REBU dan
HKPBU vang sudah dilegnlisssi untuk disampailan

3

wemball kepuda kesubbag ampeg

s

form usulan sudeh dilegalisasi

13 menit

form usalon sudih dilegalisas,

Menerima form usuian penvusunan REKBL dan
KPR dari semun lidang/sekretariat vang sudab
dilegalisas it

form wsuinn sudalk dilegalisasi

form usulan sudah dilegalisisi

fi

Meoerime form usulsn penyusunan REBL don
REPBLU dort semua bidang/ selaretorint antulk

direlnpinitaal sebagni bahan penyusunan REA

b 4

form usulan sudah dilegatinasi

Asistan

Kanala SKPD F
el N

{ Kabur: Hil

5 menit

fsemmt wsuban suduh dilegodinasd




LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR
TANGGAL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan .

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahltan oleh | BUPATI TANAH LAUT

Nama SOP PENDISTRIBUSIAN BARANG

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1:

2,

Undang-Womor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

PeraturamN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman 1sunan Standar  Operasional Prosedur
Administrrintahan

Peraturan Tanah Laut No 4 tahun 2011 Tentang Tata
Naskah D

Peraturan Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Tata Kea)i Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut

Peraturan Kab Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentu Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang
keduduksan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
dinas kepan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut

Peraturan Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 ﬁnhﬁmhm‘

Uraian 7Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupate Laut.

1

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

LAF -._.||.u“....,mq.“._|. I-..—:.
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| Keterkaitan _ Peralatan/ Perlengkapan L

1. SOP Pengadministrasian Surat Masuk 1. Buku Agenda
2. Alat Tulis

2. SOP Pengadministrasian Surat Keluar
3. Peralatan Komputer

Peringatan | | Pencatatan & Pendataan

' 1.Bagian Umum dan Kepegawaian harus mempunyai buku
pendistribusian barang untuk mencatat barang yang keluar |

1. Barang yang keluar

T et G g me S S
il “ BERAF BAE

1
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SATUAN KERIA

S0P+ PENDISTRIBUSIAN BARANG

1 THINAS KEPENMOULUKAN DAN PENCATATAN 511

" Pelnkaans Mutu Beku
Mo Altivitas . .
Pemiohon Pengelola Sapras Kantor | Kesubbag Umpeg Perayaratar Wieilstua Lt

I |Membual suml pengajuan permintaan barnng SUTEL pengnjuen 5 menit ELIFED POREHjUan

kepaila Pengelola Bapres Kentor

[\

2 |Memeriksa, o memesnuhi svarat diajukan kepada W surat pengajuen 5 menit wilFnt prengnjunn

Kasulibag uempeg, jika tidak dilee mbadilan kepads \ /

pemobhon {sesuel buku inventaris dan pengadaan

I

31 |Memeriksa, jika memenuhi syart meryerajul dan 3 disposisl dan st pergeibag 5 menit,  [disposisi dan sunit pengajuan

menugaskan Pengelols Snpras Kantor usiik \ )

mendistribusikan harang, jiks ddak dikembnlizon

kepada Pengelols Sapras Kantor ./
4 |Mencatal dan memdistribuslean harang kepada disposisi dan surat pergajusr & inenit bBarang

pemshon
B |Menerima baronggf aset Barangaset 5 et Harang aset

Paoraacks asrsh

Jabatan

Asisten i1V *

Wabag Hukum




LAMPIRAN XIl PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR
TANGGAL

Nomor SOP

urln PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | Tanggal Pembuatan B
DINAS KEPENDUDUKAN DAN rHa__E__ NMH_. . Il
PENCATATAN SIPIL | Tanggal P o
Disahkan cleh BUPATI TANAH LAUT

Nama SOP PENGELOLAAN BARANG

| Uﬂnwu mn._nnuu Kualifikasi Pelaksana

1 Hﬁmmbm Upmor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
egara

9. Peraturan N dan RBE Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman sunan Standar  Operasional  Prosedur
Administreintahan

4. Peraturanlanah Laut No 4 tahun 2011 Tentang Tata
Naskah Di

4. Peraturan l'anah Laut Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Tata Keari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut

5. Peraturan<ab Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
PembentuBusunan Perangkat Daerah

6. Peraturan Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang
kedudukain organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
dinas kepan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut

7. Peraturan Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Uraian Tinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupateraut,

I— - B O .

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

. ."_.. H 1__:.#1 .....I....TIIII
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Keterkaitan __ Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Pengadministrasian Surat Masuk 1. Buku Agenda
2. SOP Pengadministrasian Surat Keluar 2. Alat Tulis
3. Peralatan Komputer
- — | 4. Map Ordner
Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Bagian Umum dan Kepegawaian harus Hmaﬁnnwmw gudang
penyimpanan barang

1. Barang yvang dikelola




BATUAN KERS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL

S0P PENGELANC
Pelaksana Mutu Halku
No ktivitas Pengeiole fasubbag Persy Wak
1
Bapras Kantor Umpeg Kepaln Dinas ot L L ki Dutput

I |Mepnerik barang pakal hatis dan Barnng/ aael 30 menil |Barasg)aset
Belanjamasuk

2 [Membuetik draf berita acare Draf berita acara 5 Menit |Dral berita acara
penerinuntuk digpmiputkan
kepadanpes

1 |[Mermvererita gcarn penerimasn ..._...\... [raf berita acara 3 menit |Dral berita acara
hargngiuju dikembalikan uniuk .!1.!.....\...\1
diperbel i dizampiaikan kepada e
kepala

4 [Menellicars penerimnan o~ Tiraf berita acara 5 Menit |Draf berta aeara
harangetujo dikembalilken untuk J._!.!V
diperhaiu ditandatanegan

3 |Meneria acara pepeTimann Diref berita acara 3 menit |Dokumen berita ~
brrangditandatangani kepala acita yang sudah
dinag phan ditandatangan
_ kepala dinas

|

e

ﬁ Jahatin
T

o e ATl a
Dok piaria Dosran

Asisten L1)/IH

——— e e —

Kepata SKPD

Kabag Hukum




LAMPIRAN X111 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR !
TANCGGAL -

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Noemor SOP

Hu:nh.m_ Pembuatan

Hmﬂ.m.mﬂ._ Revisi

Tanggal Efelktif
DINAS KEPENDUDUKAN DAN P TAT IL BER
A L ENCATATAN SIP Disahkan Oleh BUPATI TANAH LAUT
SUB BAGIAN PERENCANAAN SEKRETARIAT Nama SOF Wmﬂ_ﬂmsnﬁ Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
Dasar Hukum Kuaifikasi Pelaksana

1

2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat 1l Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat 1

Memiliki kewenangan dalam penyusunan laporan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan
Pembangunan Nasional

Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja
SKPD.

3

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan  Menteri Dalam MNegeri Nomor 54 Tahun 2010 lentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pyt - ;
b S0 | RAEAL et




Keterkaitan Peralatan / Kelenghapan

Pencarian data dan informasi Format penyusunan SKM
Penetapan kinerja
Pengarsipan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila| 1. Indikator kinerja, target, realisast dan persentase capaian kinerja
tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak| 2.Disimpan sebagai data elektronik dan manual pada Subbag
akan berjalan lancar. Perencanaan,




4

SOP PENYUSUNAN LAFORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SHM) DISDUKPENCAFIL KABUPATENR TANAH LAUT

e PELAKSANA - MUTU BAKU
KASUBBAG
SacHA greini s | xEUS STAF KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT EEARRANGAL
PERENC |

| |Menugaskan  Sekretaris  untuk Agenda Kerja 5 menit  |Disposisi Surat
fHemproses  penyusunan  Survel UI
Kepuasan Masvarakar (SKM) e .

2 |Memerintahkan Kasubbag umum Dispasisi 5 menit | Disposisi
dan képeg untulk menyusun Survel
Kepuasan Masvarakat [SKM] j

3 |Melaksanakan kegiatan [J Disposisi & minggu [Konsep  Survel  Kepuasan
penyusunan SKM Masyarakat (SKM), Disposisi

v
va

1 |Mengorekst drall laporan  SKLL, % Konsep Stirveit 1 minggn |Konsep  Survei  Kepuasan
jika setuju menyerahkan kepada Kepuasan Masyvarakat Masyarakat (SKM), Disposisi
Kepala Dites jika tidak setuju K (SKM]
menyerahkan  kepada Kasubbag tidak
Umumn chan Kepeg uniuk
{diperbaiki

Y&

5 [Memeriksa draft SKM jika setuju Dhaft Survel Kepuasan)l minggun |Dokumen Survel Kepuasan
menandatangam dan Masyarakat [SHM) Masyarakat (SKM), Disposisi
menyerahkan kepada Sekretaris, T,
ke mudak setuju mengembalikan
kepada Sekretaris untulk .

i [Menverahitan Dokumen  SKM Dokumen Survei| 10 menit |Disposisi
kepanda Wasubbag Perencanasan Kepusasan Masvarnkat
den Keu untulk didekumentasikan [SEM}

7, Menyerabiban  Dokumen  SKEM W Dokumen Survel|10 menit |THsposis:
kepada stal Umumdan  Kepeg Kepuesan Masvaraka

| |umiuk didokumentasikan T {SHM]

& |Menyerahkan  Dokumen SKM ke | W Diokumen Survei| 1 hag Dokumen Survei Kepuasan
Bagiar Orgarisis dan m Kepuasan ?_mmwm,.zrhmnx s VAT
|sengarsipEn 1 (SR -




LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR p
TANGGAL ‘

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI TANAH LAUT

SUB BAGIAN PERENCANAAN SEKRETARIAT

Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Dasar Hukum

Kuaifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA).
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem Perencanaan| Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan SKPD.
3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunarn, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
R Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

U 0 O O O O
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Keterkaitan Peralatan [ Kelengkapan H
SOP surat masuk dan SOP surat keluar 1. Renstra SKPD
Pencarian data dan informasi 2. Format penyusunan RENJA
Penigadaan barang dan jasa 3. Komputer/Lap Top dan Peralatan Pendukung lainnya
Pelaksannan rapat 4. DPA
Pengarsipan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
RENJA BPKAD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan] 1. Rumusan rencana program dan kegiatan untuk periode satu fahun)

_ e e _ e _ ...i.il.F...w.H_” et
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SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

NO PELAKSANA MUTUO BAKU
| KASUBBA |
KEGIATAN BEKRETA G KEPALA KETERANGAN
RIS DINAS | KEUAPER HABID DINAS ARSIP KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
) ENC
1 |Memerintahkan pENYUSUNAan ﬂ Disposisi Surat 5 menit |Disposisi Surat
Hencana Kerja (Renja) ) -
2 IMenbuat format pengumpulan data _..IJ Formal  penyusunan|l jam Format
dan  informasi  rencana  kerja Dokumen Renja peEnyusuan
tahunan  dari  masing-masing Dokumen Henja
| |bidane dan selretaviat z
3 |Menyampaikan format | I Format  penyvusunan|l5 menit |Draft Renja SKPD
pengumpulan data dan informas Dokumen Renja
rencana  kerja tahunan kepada
masing-masing bidang dan ) +
sekretariat S
4 Mengundang Kahan dan Pejabat Undangan Rapat 10 menit |Undangan Rapat
Esselon 111 untuk rapat pembahsan
keria
; T :
5 |Melaksanakan Rapat pembahasan J Diraft Renja 2 jam Draft Renja Pelaksanaan Rapat
renicana kerja tahunan
6 |Menghimpun format data dan ﬁl Draft Renja 2 jam Draft Renja _ﬁ_,..:nmlsz data dan
informasi rencana kerja tahunan informasi
dari masing-masing bidang dan
selcretariat h
7 IMenganalisis data dan informasi - Draft Renja 1 hari Draft Renja Penetapan Kinerja
renja yvang telah terkumpul —
8 [Membuat konsep rencana Keria . Draft Henja 1 hari Diraft Eenja Penetapan Kinerja
(Renja) tahunan
| 9 [Mengoreksi  konsep  Dokumen Draft Renja 1 jam Dokumen Renja
. rencana keja (Renja) tahunan
L0 | Menyvampaikan Dokumen rencina - e Dokumen Renja 10 menit |Dolumen Rernja
kerja tahunan  kepada  Kaban
gk menintakan persetijuan _l
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11 | Penandatangarndn dokumen Dokumen Renja 5 menit  |Disposisi
rencana kerja tahunan SKPD oleh perselujuan
Kepala Badan : dokumen Renja

12 |Pembuatan surat pengantar Konsep gurat! 10 menit |Konsep surat|Alur surat masuk dan
pengiriman  sekaligus penomoran pengantar pengantar surat keluar
surat

13 [Penggandaan Dokumen rencana Dokumen Kenja 30 menit |Dekumen Eenja Pengadaan barang
kerja ( Remija) dari jasa

14 | Pengiriman dokumen rencana kerja Dokumen Renja 10 menit |Dokumen Renja Pengarsipan
tahunan SKEBD BPKAD ke
BAPPEDA dan pengarsipan an
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LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR !
TANGGAL

Nomor SOP

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

.H.wunmm Efektif

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Disahkan Oleh BUPATI TANAH LAUT

SUB BAGIAN PERENCANAAN SEKRETARIAT

Nama SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

Dasar Hultum

Kuaifikasi Pelaksana

| Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11| Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn  Perencanaan| Memiliki kemampuan dalam menyusun, merencanakan dan menganalisa
Pembangunan Nasional program dan kegiatan SKPD untuk periode 5 Tahun kedepan.

3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara ]
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |

5 Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunarn

S Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman |
Pengelolaan Keuangan Daerah

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan o
Peraturan Pemerintahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacars

@ Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Keterkaitan

Pencarian data dan informasi

Peralatan / Kelengkapan

SOP surat masuk dan SOP surat keluar

1. Dokumen RPJIMD

2. Format penyusunan RENSTRA




Pengadaan barang dan jasa 3. Komputer/Lap Top dan Peralatan Pendukung lainnya
Pelaksanaan rapat 4. Dokumen RENSTRA
5, Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD selama 5 tahun

Pengarsipan
6.Laporan Realisasi Keuangan selama 5 tahun

Peringatan Pencatatan dan Peadataan

RENSTRA SKPD akan dijadikan pedoman dan acuan, jika tidak dilaksanakan| 1. Rumusan Program dan Kegiatan , lndikator kinerja, target, estimasi realisasi ”




&

SOF PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAPIL KABUPATEN TANAH LAUT

NO PELAKSANA o MUTU BAKU
KEGIATAN SEKRETARIS | KASUBBAG KEPALA KETERANGAN
DINAS KEU&PERENG KABID DINAS Staf KELENGHAPAN WAKTU ouUTPUT il
1 |Memerintahkan  penyusunan  Rensts Drispasisi Burat S menit Disposisi Surat
Disdukpencapil C_ )
2 IMembuat formal  pengumpulan  dan Format penyusunan| ! jam Format  penyusunan  Dokurrmen
infurmasi rencana straleg! lima tahunan Dokumen Renstra SKPD Renstra SKPD
dart masing-masing bidang dan sekretarial "
3 _,____a:w.m_._.__uu_rmn formal pepgumpulan data Format penyusunan|15 menil Format  penyusunan  Bokumean
dan Infermasi renstra lima tehunan kepada Dokumen Renstra SKPD Renstra SKFD
masing-masing bidang dan sekretariat
4 |Mengundang Kadis dan Pejabat Esselon Undangan Rapat 10 menit Undangan Rapal
Nl untuk rapal pembahasen rensta lima
tahunan - ==
§ |Melaksanakan  Repat  pembahasan Draft Renatra SKPD 2jam Dirafl Renatra BKPD
rencana strategi lima fahunan
B |Menghimpun format data dan informasi L - . 4 |Draft Renstra SKPD 2 jam Draft Renstra SKPD
renstra ima tahunan darl masing-masing
bidang den sekrstariat <
7 |Menganalisis data dan nformasi renstra Craft Renstra SKPD 1 hari Deaft Renstra SKPD
yang tetah terkumpul
1
8 |Membuat konsep rencanz stalegi lma Diraft Renstra SKPD 1 hari Drafi Renstra SKPD
tahunan
9 [Mengoreksi drafl Dokumen rencana| Diaft Renstra SKPD 1 jam Dokumean Renstra SKFD
strategi lima tahunan
s — ]
10|Menyampaikan Dokurnen rencana strateq Dokumen Ranstra SKPD 10 menit Dokumen Renstra SKPD
lima tahuren kepada Kadiz  untuk
memintakan pErsetujuan dan
penandatangan .
12|Pangifiman Dokumen RENSTRA ke Bag Dokurmen Renstra SKPD Dokumen Renstra SKPD |
Organisasi Sekratarizt Dasrah Kab. Tanah &
Laut S _ -~ \\....,J
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LAMPIRAN XV1 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor SOP

Hnﬂﬁﬁ Pembuatan

.._.ﬂumm!__ Revisi

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh . BUPATI TANAH LAUT

SUB BAGIAN PERENCANAAN SEKRETARIAT

Nama SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemmerintah |[LAKIP)

Dasar Hukum

Kuaifikasi Pelaksana

1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1
Tanah Laut, Daerah Tingkat 1l Tapin dan Daerah Tingkat [l Tabalong

Memiliki kewenangan dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.

3 Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunari, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 “Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah




Heterkaitan Peralatan [/ Helengkapan

SOP surat masuk dan SOP surat keluar 1 Renstra SKFD

Pencarian data dan informasi 2 Format penyusunan LAKIP
Penetapan kinerja 3 Dokumen Penetapan Kinerja
Pengarsipan 4 Format Pengukuran Kinerja

5 Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD
6 Laporan Realisasi Keuangan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

LAKIP sebagai dokumen pertanggunpgjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidak| 1. Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja
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SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS| PEMERINTAH (LAKIP) DISDUKPENCAPIL KABUPATEN TANAH LAUT

HO) PELAKBANA MUTU BAKU
KASUBBAG
TAN ERANG
REEATS SEKRETARIS| KEU & aip: | TEA KELENGKAPAN WAKTUY OUTPUT REE AN
DINAS
PERENC
1 IMemerntahkan penyusunan LAKIF Dinposisl Surat 5 mamt Cispaosist Sural
2 |Membuat format pengumpulan data dan ﬁ Farrmet _n_mz...___:mcﬂ.mz LAKIF |1 jam Formal penyusunan LAKIE
Infarmasi  kinera  dar  masing-masing
bidang dan sekrefarial
3 |Menyampaikan formal penguimputan data Formal peryusunan LAKIF |30 menit Fommal panyusunan LAKIF
dan informasi kinera dari maesing-masing
bidang dan sekrelariat L
4 |Menghimpun farmal pengumpulan data I.F Formal panyusunan LAKIF |1 jam Farmal peryusunan LAKIP
dan informast kinera darl masing-masing
nidang dan sekratanal *
% Mepganalisis dan mengevaluasi data dan Farmat peryusunan LAKIP |6 menit Drafl LAKIP
[nformast kinerja yang telah lerkumpul
& [Mambuat dokumen LAKIF kll Prafl LAKIF 1 hari Dwokuman LAKIP
7 [Mengareks dokuman LAKIF ”_. Dokumen LAKIP 2 jam Dakumen LAKIF
4 [Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Dorumen LAkKIP 3 jam Dokumen LAKIP
Wepala Dinas  untuk  memintakan T
persefljuan _
9 [Panandamanganan Doxumen LAKIP oleh Dokumen LAKIP & menit Disposisl  persetujuan  Dokumen
Kepala Dinas L LAKIP
70|Pembuaian surat pengantar _“_.m_..m_zim:ﬁ Kanzep sural panganiar 10 meankit Sural pengantar
sakaligis penomoran surat
11 |Penpgandaan Dokumen LAKIP D- Dukumen LAKIF A0 ment | |Dokumen LAKIP
12|Pengifman Dokumen LAKIP ke Bag, Dokumen LAKIP 10 memit [Dokumen LAKIP
Organisas) Sekretariat Dagrah Kabupalen
Tanah Laut dan pengarsipan ﬂ.//
- _Ff e L k...........
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LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI TANAM LAUT
NOMOR
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI TANAH LAUT

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nama S0P Pengajuan SPP GU

Dasar Hukum

Kuaifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II  |1. Bendahara Pengeluaran
Tanah Laut, Daerah Tingkat 1l Tapin dan Daerah Tingkat [l Tabalong dengan
mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- |2 Operator Komputer SIMDA
Undang Darurat Nomor 3 Tabkun 1952 tentang Permbentukan Daerah Tingkat 1T di
Kalimantan 3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4. Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2016 tentang 5. Pengguna Anggaran (PA}
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Keterkaitan Peralatan / Kelengkapan
1, BPFKAD 1, Komputer/Laptop dan Peralatan Pendukung lainnya
2. Bank Kalsel 2. Anggaran Kas
3. Komputer Aplikasi 3IMDA
4. DPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika Pengajuan SPP GU tidak dilaksanakan sesuai S0P, maka mengganggu
pelaksanaan kegialan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanah Laut.

1. Dokumen SPP dan SPM GU 2.Disimpan sebagai data elektronik dan
manual
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SOP PENGAJUAN SPP GU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

NOC = - PELAKSANA MUTU BAKLU
|
KEGIATAN BENDAHARA KASUBBAG |SEKRETARIS!| KEPALA KETERANGAN
PENGELUARAN | KEUKPERENC PPK DINAS HELENGHAPAN WAKTH QUTPLT
Menyiapkan draft SPP GU bardasarkan 5PJ Anggaran Kas 1 han Draft SPP GU
dokumen pendukung yang ada HJI
tidak
Mengevaluasi Draft SPP GU dengan pagu Oraft SPP GU 15 menit Draft 8PP GU
anggaran yang telah ditetapkan VO
3 [Membuat SPM GU berdasarkan SPP dan e ya Draft SPP GU 2 jam Diraft SPP dan SPM GU
diserahkan kepada Sekretaris Dinas . _Iullum.
Memeriksa kesesuaian berkas SPP dan Draft SPP dan SPMGU |10 menit  |Dralt SPP dan SPM GU yang telah =i
SPM GU dan memaraf diverifikasi
Manandatangani SPM  GU  kemudian Draft SPP dan SPM GU[10 menit SPP dan SPM GU yang telah
digjukan ke BPKAD untuk diproses lebih VAHU yang telah diverifikas digahkan
fanjut |

2




LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR
TANGGAL

TANMAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI TANAH LAUT

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nama SOP

Pengajuan SPP Tambahan Uang

Dasar Hukum

Kuaifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Bendahara Pengeluaran
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat 1l Tabalong dengan
mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Operator Komputer SIMDA =
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daera h Tingkat 11 di
Kalimantan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Sekretaris/ Pejabat Penatausahaan Keuangan (FT'K)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2016 tentang|5. Pengguna Anggaran (PA)
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Keterkaitan Peralatan / Kelengkapan
1. BPKAD 1. Komputer/ Laptop dan Peralatan Pendukung lainnya
2. Bank Kalsel 2. Pagu Kas
3. Komputer Aplikasi SIMDA
4. DPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika Pengajuan SPP TU tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka mengganggu
pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanah Laut.

I Dokumen SPP dan SPM TU 2 Disimpan sebagai data elektronik dan|
manual
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SOP PENGAJUAN SPP TU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

PELAKSANA MUTU BAKU ]
KEGIATAN BENDAHARA KASUBBAG |SEKRETARIS/IP| KEPALA q KETERANGAN
PENGELUARAN | KEUSPERENC PK DINAS KELENGKAPAN AT TEIvE:
kan drait SPP TU berdasarkan SPJ TU, Anggaran Kas 1 har Draft SPP TU |
n pandukuny yang ada n X|
tidak
aluasi Draft SPP TU dengan Draft SPP TU 15 menit Draft SPP TU
in yang diperlukan
al SPM TU berdasarkan SPP dan ya Draft SPP TU 2 jam Drah SPP dan SPM TU
<an kepada Sekratans Dinas
fifikasi kesesuaian berkas SPP dan Dralt SPP dan SPM TU 10 menit Draft SPP dan SPM TU yang lelah
J dan memaraf diverifikasl
fatangani SPM TU  kemudian Draft SPP dan SPM TuliOmenit |SPP dan SPM TU yang telah
n ke BPKAD untik diproses lebih _Vﬂu yang telah diverifikas) igahkan
- P
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LAMPIRAN XIX PERATURAN BUFATI TANAH LAUT
NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor BOP

Tanggal Pembuatan

4% Revisi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI TANAH LAUT

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nama SOP Pengajuan SPP Uang Persediaan

Dasar Hukum

Kuaifikasi Pelaksana

. Undang-Undang Nomaor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1

Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat I Tabalong dengan
mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan

Bendahara Pengeluaran

Operator Komputer SIMDA

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Sekrotaris/ Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPE)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah keut Noo 6 Tahun 2016 tentang Pengguna Anggaran (PA)
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Heterkaitan Peralatan [ Kelengkapan
1. BPRAD 1. Kompulter/Laptop dan Peralatan Pendukung lainmnya
2. Bank Kalsel 2. Rekening Koran
3. Komputer Aplikasi SIMDA
4. DPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan tidak dilaksanakan sesuai SOFP,
maka mengganggu pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tanah Laut.

. Dokumen Laporan Keuangan Triwnlan 2.Disimpan scbagai data

elektronik dan manual




g

SOP PENGAJUAN SPP UP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

NO PELAKSANA MUTL BAKLU
KEGIATAN BENDAHARA KASUBBAG |SEKRETARIS/IP| KEPALA KETERANGAN
PENGELUARAN | KEUZPERENC PK DINAS NELENSIARAN bl oue
1 |Menyiapkan draft SPP UP berdasarkan Fagu dan DPA Dinas 1 hari Draft SPP UP
dokumen pendukung yang ada n vA
tidak
2 [Mengevaluasi Draft SPP UP dengan pagu Draft SFP UP 15 menil Draft 5FP UP
anggaran yang telah ditetapkan
3 [Membuat SPM UP berdasarkan SPP dan ya Draft SPP UP Z jam Draft SPM UP
diserahkan kepada Sekretarls Dinas
4 |Memeriksa kesesusian berkas SPP dan Draft SFF dan SPM UP 10 menit Draft SPP dan SPM UP yang lelah
SPM UP dan memaraf diverifikasi
5 |Menandatangani  SPM  UP  kemudian Draft SPP dan SPM UP|10 memt SPP dan SPM UP yang ‘elah
diajukan ke BPKAD untuk diproses lebin () |vang telah diverifikas disahkan
lanjul
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LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR ;
TANGGAL t

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

INAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI TANAH LAUT

IAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nama SOP Pembuatan SPP Ganti Uang Nihil

Dasar Hukum

Kuaifiltasi Pelaksana

. UndangNomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Laut, Daerah Tingkat I Tapin dan Daerah Tingkat Il
Tabalon mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959
tentangmn Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentangukan Daerah Tingkat I1'di Kalimantan

. Bendahara Pengeluaran

. Operator Komputer SIMDA

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

. UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

. Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Peraturth Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2016 tentang
Pembenn Susunan Perangkat Daerah

5.

Pengguna Anggaran (PA)

- Keterkaitan Peralatan / Kelengkapan
. BPKAD |, Komputer/ Laptop dan Peralatan Pendukung lainnya
. Bank K 2. Anggaran Kas
3. Komputer Aplikasi SIMDA
4, DPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan B
Jika B SPP QU tidak dilaksanakan sesuai SOP, makal 1. Dokumen SPP dan SPM GU 2.Disimpan sebagai data elektronik

menggpelaksanaan  kegiatan Dinas Kependudukan dan

Pencat: Kabupaten Tanah Laut.

dan manual
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SOP PEMBUATAN SPP GANTI UANG NIHIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

dan SPM GU dan memaraf

telah diverifikasi

ie PELAKSANA MUTU BAKU
KASUBBAG HETERANGA
KEGIATAN BENDAHARA SEKRETARI| KEPALA
PENGELUARAN EM.EEMHN&..E s/PPK DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT N

1 |Menyiapkan draft SPP  GU SPJ Anggaran Kas 1 hari Draft SPF GU

berdasarkan dokumen pendukung nUAI

vang ada ticak:
2 |Mengevaluasi Draft SPP  GU Draft SPP GU 15 menit |Draft SPP GU

dengan pagu anggaran yang telah IVO

ditetapkan
3 |Membuat SPM GU berdasarkan é va Draft SPP GU 2 jam Draft SPP dan SPM GU

SPP  dan diserahkan kepada

Sekretaris Dinas .
4 |Memeriksa kesesuaian berkas SPP Draft SPP dan SPM GU |10 menit |Draft SPP dan SPM GU yang

wn

GU
BPKAD

Menandatangani 'SPM
kemudian diajukan ke

Draft SPP dan SPM GU

yang telah diverifikasi

10 menit

8PP dan SPM GU yang telah
dizsahkan

untuk diproses lebih lanjut

Jabatan

Sekratans n.w,w_.m.ﬂ

_.
Aslsten E::_,.y

Kepala SKPD

Kabag x:r:i




LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATT TANAH LAUT
HROMOR
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomeor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tanggal Efelktif

Dizsahkan Oleh BUPATI TANAH LAUT

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nama SOP

Pengajuan SPP LS Gaji

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11
Tanah Laut, Daerah Tingkat |l Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan

Bendahara Penpgeluaran

miengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 2: Qperator Komputer SIMDA
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daeran Tingkat 1 ¢i (3. Kasubbag Perencanaan dan Kelangan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4. Sekretaris/Pejabat Penatausghaan Keuangan (PPK)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2016 tentang|5. Pengguna Anggaran (PA)
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Keterkaitan Peralatan / Kelengkapan
1. BPKAD |. Komputer/Laptop dan Peralatan Pendukung lainnya
2, Bank Kalsel 2. Dafiar Gaji Pegawai
3. Komputer Aplikasi SIMDA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika Pengajuan SPP LS Gajl tidak dilaksanakan sesuai S0P, maka mengganggu
peleksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupsaten
Tanah Laut delam Penggajian Pegawad,

1. Dokumen Gaji Pegawai 2. Dokumen SPP dan SPM L& Gaji
Kepegawaian

3. Data

PAHAE | PARAF u
L ARERTE P | SARDTHAGAG SR |4




SOP PENGAJUAN SPP LS GAJI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

NOY PELAKSANA MUTU mb_.md . é
KETERANG
KEGIATAN PEMBUAT BENDAHARA | KASUBBAG |SEKRETARIS/P| KEPALA
DAFTAR GAJI | PENGELUARAN | PERENKEU PK pilias | WELENGRAPAN | WAKTU e L pz
1 |Mambuat penncian dan  menyiapkan Dala Kepegawaian |1 har Terhimpunnya  data
berkas data pendukung untuk  gaji nU pegawal urttuk
kemudian  diserahkan ke Bendahara pengsjuan gaji
Fengeluaran
2 [Membuat draft ‘SPP sesual dengan Daftar Gajl Pegawal|l jam Eraft SPP Gaji
datafberkas darl Pembust Daftar Gajl > &
kemudian menyerahkan ke Kasubbag :
Perenkeu m Tidak
3 (Mengevaluasi draft SPP  Gajl  dan _ Draft SPP LS Gaji |1 jamn Tersusunnya drafl
kelengkapan kemudian membuat SPM SPP LS dan SPM LS
VAV Gajl
4 |Mermverifikasi dan memparaf SPM Gaji Va Draft SPP LS dan{30menit |Draft SPP LS dan
SPM LS Gaji SPM LS Gaji yang
telah divanfikasi

Menandatangani dan mensahkan SPM
Gall dan  kelengkapannya kemudian
diserghkan ke BPKAD unituk diproses
lebih lanjut

>

Draft SPP dan SPM
LS Gaiji

10 menit

SPP dan SPM Gajl
yann lelah disahian

pd

Jabatan

A

Spkratarts Daera

Asisten VI

Kepala SKP i

Kabag :..._E%m oz

TA




LAMPIRAN ¥XI| PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR
TANGGAL

Nomor SOP

TAMAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL e vy BUPATI TANAH LAUT
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP Pengajuan SPP LS Tunjangan
Dasar Hukum Kuaifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat [1 . Bendahara Pengeluaran

Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan

mengubah Undang-undang Nemor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- .+ Operator Komputer SIMDA

Waliennednm

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara _ Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

1
2
Undang Darurat Nomer 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l di|3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4
4

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Keterkaitan Peralatan / Kelengkapan

. Pengguna Anggaran (PA)

1. BPFKAD 1. Komputer/ Laptop dan Peralatan Pendukung lainnva
2. Bank Kalsel 2. Daftar Gaji Pegawai
3. Komputer Aplikasi SIMDA

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika Pengajuan SPP LS Tunjangan tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka 1. Dokumen Tunjangan Pegawai 2. Dokumen SFPP dan SPM LS
mengganggu pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tunjangan 3. Data Kepegawaian 4. Absensi Pegawail
Kabupaten Tanah Laut dalam Pemberian Tunjangan Pegawai.

o
.
| ok
|
-
.




2

SOP PENGAJUAN SPP LS TUNJANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

Tunjangan dan lkelengkapannya
wemudian diserahkan ka BPEAD untuk
diproses lebih lanjut

yang  lelah

yang ‘elah disahkan

NO PELAKSANA - MUTU BAKU
PEMBUAT | PEMBUAT
KEGIATAN BENDAHARA HASUBBAG | SEKRETARIS/P KEPALA KETERANGAN
REKAP DAFTAR PENGELUARAN | PERENKEU PK DINAS KELENGKAPAN WAKTU oUTPUT
ABSEN GAJI {
1 [Mamousl dan mepcetak rekap kehadian Daftar Absen Pagawal 1 hari Terhimpunnya cala pegawal uniuk
pegawal  kemudian  diserahkan ke penga|uan lunjangan
Frmbuat Dattar Gaji
2 |Membual  peringlan dan  menyiapkan Dafar Absen dan Daftar|1 jam Craftar Tunjangan Pegawal
perkas dats pendukung unluk tunjangan Tunjangan Pegawat
kamudian diserahkan ke Bendahara v
Fangeluaran
3 |Membual draft SPP Tunjangan sasual Daftar Tunjangan Pegawai |1 [am Draft SPP LS Tunjangan
dengan data/berkas dari FPembuat Daftar
Gajl  kemudian meryerankan ke > A.
Kasubbag Perenkey fida®
4 [Mengevaluasi drall SPP Tunjangan dan Y& Draft SFP LS Tunjangan 1 jam Drafi SPP LS dan SPM LS
kelengkapan kemudian membual SFM VA Tunjangan
5 [Memverifikasi  dan  memparaf  SPM Dralt SPF LS dan SPM LS[10meni  [SPP LS dan SPM LS Tunjangan
Turjangan V_ _ Tunjangar yang telah diverifilkasi
§ [Menandatangan dan mensahkan SPM o SPP LS dan SPM LS|10ment (8PP LS dan SPM LS Tunjangan




LAMPIRAN XXIT PEHATURAN BUPATI TANAM LAUT
NOMOR
TANGOAL

TAMAHM LAUT

Nomoer SOP

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL s L e
Disahkan Oleh BUPATI TANAH LAUT
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP Pengajuan SPP LS Barang Jasa

Dasar Hukum

Kuaifikasi Pelaksana

1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tinglkat 11 1. Bendahara Pengeluaran
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong dengan
mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 2. Operator Komputer SIMDA
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat [l di |3, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Kalmantan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lentang Aparatur Sipil Negara 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan {FPTK]
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Mo, 6 Tahun 2016 tentang 5. Selretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PFE)
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
6. Pengguna Anggaran (PA]
Heterkaitan Peralatan / Kelengkapan
i. BPKAD 1, Komputer/Laptop dan Peralztan Pendukung lainmya
2. Bank Kalsel 2, Daftar Standar Harga
3, Komputer Aplikasi SIMDA
4. Format SPP LS Barang Jasé
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika Pengajuan 8PP LS Barang Jasa lidak dilaksanakan sesuai SOP, maka 1. Dokumen SPP L8 Barang Jasa 2 Disimpan sebagai data elektronil dan
menggangey pelaksanadn kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mariual
- Kabupaten Tanah Laut.

|
F
1
|
-




&

SOP PENGAJUAN SPP LS BARANG DAN JASA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

NO PELAKSANA _ MUTU BAKU
KEGIATAN KASUBBAG | SEKRETARIS!| KEPALA KETERANGAN
PPTK BENDAHARA KEU& PERC PPK DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

Mulai menyiapkan bukli  kelengkapan OPa, | Standar Harga 2 hari Draft SPP Barang dan Jasa
pengajuen SPP LS, kemudian diserahkan
ke bendahara pengeluaran  untuk
diclahksn SPP LS Banas tidak E| ===

2 IMambuat draft SPP LS Barang deh Jasa Drafl SPP Barang dan Jasa (15 menil Draft SPP Barang dan Jasa
gerta  kelengkapan dan kesesusiannya idak
kemudian  diserankan ke Kasubbag -
Keuangan ulk divarifikasi ya

3 |Kasubbag Keu dan Peranc memeriksa Draft SPP dan SPM Barang)2 jam Tersusunnya Draft SPP dan SFM
draft SPP LS Barang dan Jasa [alu dan Jasa LS Harang dan Jasa
membuat SPM LS Barang dan Jasa dan
diserahkan Sekrataris uniuk diparaf

va

4 |Sekretans memerikza kesesuaian berkas Diraft SPP dan SPM Barang|15 manit 5PP dan 5PM LS Barang dan Jasa
SPP, 5PM dan data pendukung kemudian dan Jasa yang telah divenfikasi
memaraliya

tliepata Dinas Memerksa Kesasuaian Draft PP dan SPM Barang SPP dan SPM LS Barang dan Jasa

berkas SPP dan melakukan pengesahan dan Jesa yang lalah disahkan
selaky  Pengouna  Anggaran  uniuk 10 menit
kemuadian digukan ke BPKAD  yang _vAU
akan menarbitkan SP20

o S 1 e




LAMPFIRAN XXV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR
TANGGAL
Nomor SOP
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Disahkan Oleh BUPATI TANAH LAUT

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan
Dasar Hukum Kuaifikasi Pelaksana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 1. Bendahara Pengeluaran

Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 11 2. Operator Komputer SIMDA

Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang |5 Kasubbag Perencanaan dan Keuangar
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4. Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pengguna Anggaran (PA)

Keterkaitan Peralatan / Kelengkapan
BFEAD 1. Komputer/Laptop dan Peralatan Pendukung lainnya
Rank Kalsel 2. Rekening Koran
3. Komputer Aplikasi SIMDA
4. DPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika Penyusunan Laporan Keuangan Semesterarn tidak dilaksanakan

1. Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 2 Disimpan sebapai data




&

SOF PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

[NO PELAKSANA ! ~ MUTUBAKU
KEGIATAN SEKRETARIS/ | KASUBBAG KEPALA KETERANGAN
. PPK PERENKEU BENDAHARA STAF DINAS | KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 |Memenntahkan  Kasubbag  Perenkeu Disposisi Surat & menit Disposisi surat
menyusun Laporan Keuargan UI
2 |Menugaskan Berdahars uniuk membuat Lisposisi Surat 5 mienit Dispasisi surat
Laporan Keuangan Triwulan
3 [Mengumpulkan data pandukung Laporan Disposisi Surat dan{Z jam Format  Penyusunan  Laperan
Keuangan Triwulan dan manugasksn staf kelengkapannya Triwulan, BKU, SP2D
4 |Membuat Laporan  Keuangan Triwualan Lﬁ Format Panyusunan|3 hari Draft Laparan Kavangan Triwulan
Dinas dan  menysrahkan kepada Laporan  Triwulan,  BKLU,
Bendahara untuk diperksa {5P20D, Rekening koran
5 |Memenksa kesesuaian Laperan Keuangan \Drafi Laporan Keuangan|2 jam Draft Laporan Kauangan Triwulan
Triwulan Triwulan
"6 [Mengevaluasi Laporan Keuangan Triwulan Draft Laporan  Kauangan| 15 menit Dvaft Laporan Keuangan Triwlan
Dings dan menyershkan ke Sehretarls Tidak Triwuian Dinas Dinas
untuk diverifikas: s <
Memvenfikasi dan memaraf Laporan |Draft  Laporan  Kedangan| 10 menit Draft Laporan Keuangan Trwutan
Keuangan Triwulan Dinas Triwutan Dinas Dinas yang talah diverifikasi
7 |Menandatangani  dan meEngesankan Drafl  Laporan  Keuangan|10 menit Dokumen  Laporan  Keuangan o
Laporan Keuangan Triwulan [inas Triwulan Dinas yang talsh Trivwulan Dings
| _ VD ‘diverifikasi = \




LAMBIRAN XXV PERATURAN BUFATI TANAH LAUT

NOMOR
TANGGAL
- Nomor SOP ==

e PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

ATA L
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENC TAN SIFI Disshkan Oleh BUPATI TANAH LAUT
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semestleran
Dasar Hukum Kuaifikasi Pelaksana
|. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 1. Bendahara Pengeluaran

Tingkat I Tanah Laut, Daerah Tingkat I Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan

2. Operator Komputer SIMDA

3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

2, z , 5 Sipil Negar .
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4. Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Ne. 6 Tahun 2016 tentang 5 Pengguns Ahggaran (PA)
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah j BB BS
Keterkaitan Peralatan / Kelengkapan
1. BPKAD 1. Komputer/Laptop dan Peralatan Pendukung lainnya
2. Bank Kalsel 2. Rekening Koran
3. Komputer Aplikasi SIMDA
4. DPA o
) Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran tidal dilaksanakan | 1. Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 2.Disimpan sebagai data

LI A ST

{
|
|

Fine & S

| T.n.....J_.. . i
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SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

MO ) PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN SEKRETARIS/ | KASUBBAG KEPALA KETERANGAN
s PERENKEL BENDAHARA STAF DINAS KELENGKAPAN WAKTU QUTPRUT

1 |Memerintahkan  Kasubbag  Pamenkeu Disposisi Surat 5 menit Dispoeish surat
menyusun Laporan Keuangan UI

2 |Menugaskan Bendahara unfuk mambuat Dispasisi Surat |5 menit Disposisi surat
Laporan Keuangan Semestaran

3 |Mengumpulkan data pendukung Laporan Disposisi Surat dantz2 jam Fomnat  Penyusunan  Lsporan
Keuangan Semesteran dan menugaskan kelengkapannya Semesteran, BKU, SP2D
staf

4 |Membuat Laporan Keuangan Semesteran Fomnat Panyusunan|3 hari Draft Laporan Kesuangan
Dinas  dan menyerahkan kapada Laporan Semesteran, BKL, Semasteran
Baridahara unluk diperiksa SPZD,Rekening karan

5 |Memeariksa kesesuaan Laporan Keugngan Draft Laporan Ksuangani2 jam Draft Laporan Keuangan
Semesteran _h Semesteran Semestaran

B [Mengevaluasi Laparan Keuangan - Draft  Laporan  Keuzngan|15 menit Drraft Laporan Keuangan
Semesteran Dinas dan menyarahkan ke | Tidak Semesteran Dinas Semesteran Dinas
Sekretaris untuk diverifikast Ya <
Memverifikasi  dan  memaraf  Laporan Draft Laporan Keuangani10 menit Draft Laporan Keuangan
Keuangan Semesteran Dinas Semesteran Dinas Semesteran  Dinas  yang telah

diverifikas

7 |Menandatanganl  dan  mangesankan Draft Lapocran  Keuangan|10 menit Dokurmen  Laporan  Keuangan

Laporan Keuangan Semestsran Dinas Semesieran  Dinag  ya Semesteran Dinas
telah diverifixasi \.\Hm s

| Kepala SKPD |

Katag Hulium

e A S g i

———




LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
MOMOR :
TANGGAL

Nomor SOP
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT .H.mﬂmmﬂ Pembuatan
,?Bmmﬁ Revisi

= Tanggal Efektif
S g DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .
— Disahkan Oleh BUPATI TANAH LAUT

TANMMLAM LAUT

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 1. Bendahara Pengeluaran
Tingkat 1l Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Il 2. Operator Komputer SIMDA

Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimanlan 3: Kasubhag Phreacanagncan Kevangan

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4. Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Ke gan (PPK)

a3

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2016 tentang|5 Pengguna Anggaran (PA)

Keterkaitan Peralatan / Kelengkapan
1. BPKAD 1. Komputer/Laptop dan Peralatan Pendukung lainnya
2. Bank Kalsel 2. Rekening Koran
3. Komputer Aplikasi SIMDA
4, DPA
g Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika Penyusunan Laporan Keuangan tidak dilaksanakan sesual S0P, maka| 1. Dokumen Laporan Keuangan 2,Disimpan sebagai data elektronik |

B i e~

B _.u..__. - & T & T e
o G R pr i rkin e e P PARAT
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SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

Seniplans O

L |

_
“ Lzlsign b
r

_ﬁu_:L, r“ xd_

ulul.-
_ T:..E_._m ru

B m——

acrah _

MO PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN KEPALA | SEKRETARI | KASUBBAG —rmmz_uh_._hﬁ KETERANGAN
DINAS SDINAS | KEU&PRENC A STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 [Memerintahkan Sekretaris untuk Disposisl Surat & menit Disposisi Sural
melaksanakan  penyusunan  Laporan
Keuangan Tahunan Dinas Ul

# |Mamarintahkan Kasubbag Keungan dan Disposisi Surat 5 menit Disposisl Sural
perencanaan uniuk membuat laporan
keuangan dings

3 [Mengumpulkan data pendukung dan * Disposis| Surat 3jam  |Dok SPP. SPM, 5P2D; Lap
mengevaluasi data tersebut  kemudian Pengesahan SPJ Lap Aset dan
menugaskan Bendshara untuk membuat Parsadiaan
Laporan Keuangan Tahunan Dinas

4 |Membuat draft laporan tahunan dinas v Disposisi Surat; Dok SPP 25 han Disposisi Surat Dok SPP, SPM,
kemudian menyerahkan ke Kasubbag SPI. spP2D; Lap 5P2D, Lap pengesahan SPJ, Lap
untuk dikoreksl pengesahan SPJ, Lap Asat Aset dan persediaan

dan persediaan

5 [Menysrahkan draft laporan tahupan ke . Msposisi Surat; Dok SPP,|10 menil Deail Leporan Kakangsn Berupa |

Sekrelaris uniuk dikoreks) dan diparaf _ SPM, 5P2D; Lap LRA, Meraca. LO, LPE, Calk
pengesahan SPJ, Lap Asat
dan persediaan -

6 [Menyerahkan draft laporan Keusngan Draff Laporan Keuangan|10meni Draft Laporan Keusngan Barupa !
Tahupan Dinas  untuk  diminiakan Berupa : LRA, Neraca, LO, LRA, Neraca, LO, LPE, Calk
perseiufuan dan panandatangan LPE, Calk

7 [Menandatangani laparan keuangan Laporan Keuangan berupa|1Dmenil Laporen Keuangan berupa LRA,

LRA, Neraca, LO, LPE, Calk Meraca . LO, LPE, Calk
& Menyerahkan laporan tahunan keuangan Laporan Keusngan berupal10 menit Laporan Keuangar berupa LRA,
Dinas ke BPKAD dan pengarsipan LRA, Meraca, LO, LPE, Calk Maraca LO. LPE, Calk siap dikirim
s S——— T T T s A e AN T .Ij
| Jabatan [ parat i
: ool SN SR it



LAMPIRAN XXVIL PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor SOP

&mﬂhﬁﬂﬂ Pembuatan

Tanggal Revisi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI TANAH LAUT

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nama SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara

Dasar Hukum

Kuaifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19635 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat 11
Tabaleng dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan

. Bendahara Pengeluaran

. Operator Komputer SIMDA

. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No, 6 Tahun 2016 tentang):

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

. Pengguna Anggaran (PA)

Keterkaitan Peralatan /| Kelengkapan
BPKAD [. Komputer/Laptop dan Peralatan Pendukung lainnya
Bank Kalse! 2. Rekening Koran
3. Komputer Aplikasi SIMDA
4. DPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika Penvusunan Laporan Keuangan Bendahara tidak dilaksanakan sesuai

(-

Dokumen Laporan Keuangan Bendahara 2 .Disimpan se bagai data




<

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

NO PELAKSANA | MUTU BAKU
KASUBBAG
KETERANGAMN
REGITAN SEKRETARIS/| KEU& | BENDAHARA | STAF WERALA KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT "
FPK DINAS
PERENC
1 [Memerntahkan  Kasubbag  Keuangan n.U DHsposisi sural 5 menil Disposisi sural
untuk  menyusun  Laporan  Buianan
Bendahara Pengeluaran
7 |Kasubbag Keu dan Prenc memerintahkan n Disposisi surat 5 manit Disposisi surat
Bendahara urtuk menyiapkan -
LaporanBulanan Bendahsra Pengeluran
3 |Bendzhara mengumplikan data L Farmat penyusunan, |30 manit Format  penyusunan,  Laporan
pendukung dan membual konsep laparan _ Laporan Kevangan Keuangan
Bulanan Bendahara Pangeluaran.
4 [Mengetikkan Laporan Keu Bendahara h W Format penyusunan, |3 hasi Formal  penyusunan,  Laporan
Pengsluaran Laporan Keuangan Keuangan
5 |Memeriksa laporan keuangan bendahara Draft Laporan Keuarngan|? jam Draft Laparan Keaangan
pangeluaran talu diserahkan ke Kasubbag - bendahara bzndahara
Keuangan
& (Memverifikasi Laporan Keuangan h i Draft Laporan  Keuangan|30 mend Draft Leporan Keuangan
Bendshara pangeluaran Dinas = bendahara bendanara
7 |Mengoreksi  dan  memaraf  Laporan tidak | Draft Laporan  Keuangan|15 menit Craft Laporan Feuangan
Keguangan Bulanan Bendahara bendabara bandabara yang lelah diparaf
8 |Menandatanganl  dan  mengesahkan Ya Draft Laporan Keuangan|10 menit Dokumen laporan “keuangan
Laperan Keuvangan Bendahara bendahara bendahare pengeiuran
Fengeluaran Dinas »
|l. —— — P

T —,

_ Jabiztan 1

|
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| Aststen Vil 1
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LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR !
TANGGAL

TAMAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor SOP

Hmﬂmmﬁ._ Pembuatan

Ta umm Revisi

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Hﬂumlﬁrnh Efeletil

Disahkan Oleh BUPATI TANAH LAUT

SUB BAGIAN PERENCANAAN SEKRETARIAT

Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA dan RKA

Perubahan)

Dasar Hukum

Kuaifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Fembentukan Daerah Tingkat 11
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tinglkat Il Tabalong

Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Rencana Kerja Anggaran
dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Pembangunan Nasional

tentang Sistem Perencanaan

Memiliki kemampuan dalam menyusun dan merencanakan program, kegiatan
dan anggaran SKPD untuk periode 1 tahun anggaran.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangurian

Peraturan Daerah Kabupatenn Tanah Laut Nomer 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah




Heterkaitan

Peralatan / Helenghapan

S0P surat masuk dan surat keluar
Pencarian data dan informasi
Pengacdaan barang dan jasa
Polaksanaan ript

Pengarsipan

1. Dokumen Renstra SKPD
7. Dolcumen RENJA SKPD

3, Perbup Pedoman Penyusunan RKA
4, Komputer/Lap Top dan Peralatan Pendukung lainnya

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

RKA dan RKA Perubahan SKPD akan dijadikan sebagai dokumen

| Rumusan Rencana Program dan Kegiatan , Indikator kinerja, target,

corame
1]
)

E—
'
i

i



SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN [REA DAN REA PERUBAHAN) DISDUKPENCAPIL KABUPATEN TANAH LAUT

NO __ PELAKSANA MUTU BAKU
HABUBBAG
S SEKRETARIS KEU HKAEBID FONDALA. | -MHBATS STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DINAS DINAB
| &PERENC o
| |Memerintahkan penyusUnan Dispostsi sural 130 menit | Disposisi
Rencana Kerja Angegaran [REA) “
2 |Membuat format pengumpulan data Format  penvusunan|30 menit |Format  penyusunan  REA
dan informasi REA darl masing- REA BKPA SKPA
masing bidang dan sekretarial
3 Menvampaikan format pengumpulan Format  penvusunan|lSmenit |Draft  usulan REA dard
data dan informasi rencana kerjs | 3 1 REA SKPA masing-masing bidang dan
anggaran  kepada masing-masing | |_ sekretariat
bidang dan sekretariat
4 |Mengundang Kepala Dinas dan W | Undangan Rapat 30 menit |Undangan Rapat
Pejabat Esselon 111 SKPD untuk rapat |
pembahasan RKA
5 |Melaksanakan rapat pembahasan Draft usulan REA 2 jam Craft usulan RKA
REA
6 |Menghimpun  format data dan Draft usulan RKA dari|] jam Draft wusulan RKA  dari
informasi RKA dari masing-masing masing-masing bidang masing-masing bidang dan
L3i 55 i dan sekretariat sekretarint
7 IMembuat konsep EKA Dralt usulan RKA | jam Dralt usulan RKA
& |Mengoreksi Konsep Dokumen RKA Dokumen RKA | jam "~ |Dokumen RKA
9 |Menyvampaikan Dokumen REA Dokumen RKA 10 menit | Dokumen RKA
kepada  Kepala  Dinas untuk
| memintakan persetujuan
10| Penandatanganan  dokumen  REA _ Dokumen RIKA Smenit  |[Dokumen BREA
oleh Kepala Dinas _
11| Pembuatan surat pengantar o Konsep surat[10 menit |Surat ﬁnjmm.h.:.m_. =
pengiriman  sekaligus  penomoran A pengantar
sural -
I — - -




12 {Penpgandaan dokumen REA } Dolkumen REA 3 menit |Dokumen RKA

13 |Pengiriman dokumen REA ke BPEAD Dokumen Laporan| [0 menit [Dokumen RKA
dan BAFPEDA dan penparsipan V.nU Tahunan

pR——

L.,....L..:m..__._ _ Paraf 1

SEYTAtaNS Daerah

Aststen Hi111 _

Kepals SKPD |
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LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR "
TANGGAL
Nomor SOP
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Tanggal Pombustan
Tanggal Revisi
T 1 Efektif
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH i
Disahkan Oleh BUPATI TANAH LAUT
Penyusunan Laporan Penvelenggaraan Pemerintah
SUB BAGIAN PERENCANAAN SEHRETARIAT Nama SOP Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD,

Dasar Hukum

Huaifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerab Tinglar I
Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 1l Tabalong

Memilikl kewenangan dalam penyusunan Penyusunan Laporan Penyelenggaradn
Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

k3

Peraturan Pemerintah MNomaor 2 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah  [LPPD)  kepada pemerintah, Laporan Keterangan
pertanggungjawaban (LKRJ) Kepala Daerah kepada DPRD dan infirmasi laporan
penvelenggarann pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarilat.

Memilild kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi
batian Laporan,

3 Peraturan Pemerinlah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman  evaluasi
penvelengparaan pemerintah daerah

4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang tata card pelaksanasn
evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

& Peraturan Pemerintah MNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Peryusunan, Pengendslian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Dacrah

5 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

7 Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksansan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacars
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksansan Rencana Pembangunan
Baerah

% Peraturan Daerah Kabupaten Tansh Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang —]

Pembentuxan dan Susunan Peranglkal Daerah




Keterkaitan

Peralatan / Kelenghkapan

BOP surat masuk dan SOP surat keluar
Pencdiran data administrasi dan infarmas
Penetapan kinerja

Pengarsiparn

Renstra SKPD

Format penyusunan LKPJ dan LPPD
Dokumen Penetapan Kineria

Format Pengukuran Kinerja

Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD
Laporan Realisasi Keuangan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

LPPD dan LKP.J sebagai dokumen pertanpgungiawaban

atas penyelenggaraan

|, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase




&4

SOP PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD| dan LKPJ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

LKIL

m_..r..T._

[

TANAH LAUT
[wol PELAKSANA MUTU BAKU
| KASUBBAG
KEPALA KETERANGAN
THIGIATAN SEKRETARIS | KEULFEREN STAF DINAS HELENGHKAPAN WAKTU OUTFUT
C
1 |Memearintalikan penyusunan Disposist surat 5 menit  |Dizposist Surat
Laporan FPenyelenggaraan ﬂUl “
Pemerintah  Daerabh  [LPPD) dan
Laparan Kelerangan
Pertangpunmawaban (LEPJ)
2 |Membuat  format  pengumpulan Format  penyusunan|30 menit |[Format penyusunan  LPFD
data dan informasi LPPD dan LKRJ LPFFD dan LKFJ dan LEPJ
dart masing-masing bidang dan DUKCAPIL
sekretariat
3 |Menyampatléan format Y Format  penyusunan|l5 menit |Format penvusunan  LPPD
pengumpulan data dan informasi LPPD dan LKPJ dan LKPJ
LFPD dan LEPJ. kepada masing- DUKCAFLL
nﬂmm#ﬁ hidang dan sekretariat
{ |
4 |Menghimpun  format  data  dan Format  penyusunan|30 menit [Format penyusunan LPFTD i B
informasi LPPD dan LKPJ dari LPPD  dan  LKPJ dan LKPJ i =
masing masing bidang dan - DUKCAPIL _,w b -
sekretarial Wn.. =
5 |Menganalisis dan mengevaluasi Faormat penyusunan]l har Format penyusunan LFPD m =
data dan informasi LFPD dan LKPJ v_ LFPFD dan LKRJ dan LKRJ 1z
: telah terkumpul DUKCAPIL b=
vang it | x 3
B Membuat konsep LPPD dan LKPJ — Draft LPPD dan LEPJ|1 hari Draft LFPDY dan LEP. “.pr_..L =
DUKCAPIL =
r.m.lfn:ﬁmﬂm—nmh Dokumen LPPD dan ticlak _ Dolkumen LPPD dan|l jam Dokumen LEPD dan LKRJ = =
LEFJ LEP] DUKCAPIL
¥a
8 [Menvampaikan Dokumen Lapotan -|J Dokumen  LPPD dan| 10 menit |Dokumen LPPD dan LEPJ
Tahunan kepada Kepala [Dinas LKPJ
| untuk memintakan persetijuan
9 Penandatanganan Dokumen LFPD Dokumen LPPD danjSmenit  |[Dokumen LPPD dan LKPJS
dan LKPJ oleh Kepala Dinas 1 LK
|
L Pembualan gl pengantar _ Ronsep surat| 10 menit |Surat pengantar
pengiriman  selkalipns penomoran PENEanTae
SUIRL
{11 Penpgandaan dokumen LPPD dan A i Dokumen  LP'PD dan|30 menit (Dokumen LPPD dan LERJ




Pengiriman dokumen LIPFD  dan Dokumen  LPPTY  dan| 1O menit Dokumen LPPD dan LKP.J
LKPJ ke Bagan Pemerintahan MEER
Serda Kab, Tanah Laut  dan
PENEATSIPATL
s ._u__
L5 P slodngruagiion
P S .
[ Jovemn | Pagley /Ad &

Sokpgiarts Dases
R s 1 TA
Asisten 1L Y

j —— i

— = ) |
Kepata SKPL
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_...WEEEZxkx.m.ﬁm}ﬂtm}zmcw}j;.}.ZE_LHECH
NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

“TucMoR soP

LAUT

TANAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF .

DISAEKAN OLEH | BUPATI TANAH LAUT

NAMA SOP Penerbitan Biodata WNI

| [KUALIFIKASI PELAKSANA

L.

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013}

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018},

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan,

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

_ Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil i
Kabupaten Tanah Laut;

10, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah

a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Kependudukan

bjRamah, Sopan, Jujur dan Telili

¢) Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

e} Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

._ gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengah

baik
hjMampu mengopérasikan Komputer dan Aplikasi
| SIAK




11. Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
81, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan |
_
 KET 1 | | PERALATAN
1. artu Keluarga a. ATK
2 ngan Datang WNA b. Almari/Rak Arsip
c. Komputer
d. Printer
e. Aplikasi SIAK
f. Handphone
) o | g. Aplikasi Helpme
PER 'PENCATATAN & PENDATAAN
1.1 tidak sesuail standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, ' 1.Buku Agenda
du disediakan sarana penyimpanan sesuai standar; ' 2.Form Verifikasi
2. kapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat 3.Form Permoheonan
. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal 4.Data Base Pemohon
ugas dan senantiasa menggunakan form kendali; | 5.Berkas Permohonan
3. &s pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d | 6.Dokumen Digital
jeluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
| _

4. BOP dipersepsikan per item kegiatan;
| 5. wmohonan yvang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung _
| baktu dalam SOP. [

e —
B e T e e e i
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SOP PENERBITAN BIODATA WNI

kelengkapan persyaratan

=8

ljazah atau Surat Tanda
Tamat Belajar

KK

KETF

Kutipan Akta
Perkawinan/Kutipan Akta
Nikah

Kutipan Akta Perceraian.
Surat Keterangan Kepala
Suku/Adat setempat,
khusus bagi kemunitas
terpenctl /suku terasing

Pencatatan Penduduk
Orang Asing yvang
Memiliki Ijin Tinggal
Terbatas

Paspor

Kartu [zin Tinggal Terbatas
Buku Pengawasan Orang
Asing.

PARAF
FERALA SKEDG 1A

Folonrkl

Pelaksana Mutu Balu Ketae
i Ciaian Fromecur Pemochon M%MM COperator RM_MMM mmumwﬂw_mm T.nﬂm%mam”mhm Kelengkapan Waktu Output angan
1. |Mulai i Pencatatan Biodata WNI 5 Berkas
Mengajuan berkas Surat Pengantar dari RT Menit Permohonan
Online /manual dengan )" dan RW Form
Kutipan Akta Kelahiran Permohonan




Pelaksana Mutu Balku
Keter

Uraian Prosedur . Front Kabid / | Kepala ; _
Pemohon Office | Operator Kasic Dinas Persyaratan /Kelengkapan Waktu Output angan

g Kl

Pencatatan Penduduk
Orang Asing yang
Memiliki Ijin Tinggal
Tertap
a. Paspor
b. Kartu Izin Tinggal Tetap
¢. Buku Pengawasan Orang
Asmg,

FARAZ T w H-iﬂ W EE“ _ PARAF
— ..__ PRELHEE A PRI h__:_ Al ..n_,m__r._w_.__m__.mm_am_._

(AESRNEIY,




Dokumen Menggunakan
Aplikasi Helpme

Aplikasi Helpme

B Pelaksana : Mutu Baku B
No. Uraian Prosedur Front x Kabid / | Kepala ,
Pemaohon Office Operator Kasie Dinas Persyaratan/Kelengkapan Waldtu Output wd an
2. | Menerima dan Meneliti TIORK o Form Permohonan dan Data 5 Berkas
kelengkapan berkas s Dukung pemohon Menit | Permohonan
3. |Memverifikasi berkas Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi,
pemohon Menit | Berkas
Y Permohonan
4. |Mengentry/Proses data v Aplikasi SIAK, Komputer, 10 Database
pemohon dengan —Ilr Berkas permohonan Biodata Menit | pemohon
menggunakan Aplikasi WNI dan ATK,
|siak
5. | Pengajuan untuk Aplikasi SIAK, Komputer, 1 Database
Penerbitan menggunakan |D Database Permohon Menit | pemohon
Aplikasi SIAK
6. | Berlifikasi elekronik Aplikasi SIAK, Handphone, 1 Database
menggunakan Aplikasi > Database Permohon Menit | pemohon
SIAK
| 7. |Cetak Biodata WNI _ Aplikasi SIAK, Printer, 2 Biodata WNI
| menggunakan Aplikasi » Komputer Menit
SIAK
8. | Mengarsipkan Berkas Handphone, Scanner dan Arsip| 5 Dokumen Digital
Pemohon /Scanning Pemohon, Almari/Rak Arsip, Menit

a0




Pelaksana Mutu Baku H.ﬁﬁﬁq_
No.raian Prosedur Fronl Kabid Kepala
Pemohon Office Operator .ﬁmmmn..__ D %ML_W Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output angan
9. rahkan Biodata Biodata WNI, ATK, Buku o Menit | Biodata WNI
epada Pemohon j # Agenda
10.i Menerima Biodata WNI 1 Menit | Biodata WNI ]
1en Biodata WNI UI|
“ Jabatan ﬂmﬂqu
Sakroturts Dasiah [ i ]
|.|I||Il|||l|.||.ll.l|_
Asisten /il _ “_

e

Hepais m“mﬁn.t‘

e S B




LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR
TANGGAL
- PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | NOMOR SGF |
TANGGAL PEMBUATAN | =
TANGGAL RE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN o trveris
PENCATATAN SIPIL DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT
NAMA SOP Penerbitan Kartu Identitas Anak
o (KIA) .3
DASRR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Kependudukan
2011); b)Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti
2, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- c| Memiliki Kesabaran
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran d)Memiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013); | e¢) Berkomitmen dan bertanggung jawab
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian | fl Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pekerjaannya
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998); ¢) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang baik
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil . h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018); SIAK
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;,
0. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;
10, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang 7
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah | . -
[ PARAE i —semn
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‘ambahan Lembaran Daerah Kabu paten Tanah Laut Nomor 25);
liran Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
ian Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan

tatan Sipil. -
KEITAN - PERALATAN -
IPenerbitan Kartu Keluarga a. ATK
2Surat Keterangan Pindah WNI b. Almari/Rak Arsip
3Penerbitan Akta Kelahiran ¢. Komputer
d. Printer
e. Aplikasi SIAK
f. Handphone
_ ] g. Aplikasi Helpme

PE'AN

PENCATATAN & PENDATAAN

lipanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
wrena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2.ekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat

selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal

ajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
itan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
nal 3 hari;

4.aian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

5.1 berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
arkan total waktu dalam SOP.

1.Buku Agenda
2.Form Verifikasi
3.Form Permohonan
4.Data Base Pemohon
5.Berkas Permohonan
6.Dokumen Digital




SOP PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

t]

. Pelaksana Mutu Baku Ketera
Ho Vaizn Erasedur Pemohon MmMMM Operator HMMM_“ HWH .MM Weqmwmnmﬂﬁn /Kelengkapan | Waktu Output ngan
1. |Mulai a) Mengisi formulir pengajuan | 5 - Berkas
Mengajuan berkas KIA Menit Permohonan
Online /manual dengan nll___u.. b) Melampirkan Akta - Form
kelengkapan persyaratan Kelahiran Permohonan
¢) Melampirkan FC Kartu
Keluarga
d) Melampirkan FC KTP
Eleklonik orang tua
¢) Pas Fato 2 lembar
y
T BT v e e e
i ! _ HAL B _ AR s gaom Bt asieas sem |
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Pelaksana - Mutu Baku Katics
No. Uraiedur Front Kabid / | Kepala e |
Pemohon Office Operator Kasie Dinas | Persyaratan /Kelengkapan ﬁm&_ﬁ:.. . Cutput ngar |
2. |Menerimasneliti it — Form Permohonan dan 5 Berkas
kelengkapas , LIAK Data Dukung pemohon Menit | Permohonan
3. |Memverifikumen V. Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi,
YA _
dengan bemohon Menit | Berkas
s . Permnhonan
4. |Mengentnerubah Aplikasi SIAK, Komputer, 5 Database
Data pemengan . Berkas permohenan Kartu | Menit | pemohon
Aplikasi S _ * Identitas Anak dan ATK, -
5. |Memasuko ke Aplikasi SIAK, Komputer, 5 Database
Aplikasi 5 Database Permohon Menit | pemohon
6. |Cetak Kartitas 3 Aplikasi SIAK, Printer, 2 Kartu ldentitas
Anak menan ﬁ Komputer Menit [Anak
Aplikasi 8
7. imhmmﬂmmﬂwmm Handphone, Scanner dan |5 Menit | Dokumen Digital
Pemohon ng nH Arsip Pemohon, Almari /Ralk
Dokumeninakan Arsip, Aplikasi Helpme
Aplikasi |
8. |Menyerah-tu Kartu Tdentitas Anak, ATK, [5 Menit | Kartu Identitas
Identitas rpada T —— _ Buku Agenda Anak
Pemohon . ] )
9, | Selesai Me Kartu ldentitas Anak 1 Menit | Kartu Identitas
Dokumen dentitas HU..I|. Anak
| Anak -
T ?P_A .
L ~ BUPR! AT,
| Sekreturis Gaorah
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KeEpale SEFD
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NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR SOP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAEN

TANGGAL REVISI

| TANGGAL EFEKTIF

b

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 20 13);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998),
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018},

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional:

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;

__10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor & Tahun 2016 tentang

DISAHKAN OLEH | BUPATI TANAE LAUT
NAMA S0P | Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
DASAR HUKUM KUALIFIKAST PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan a]Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi

Kependudukan

b)Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti

¢) Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

€] Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik

h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
SIAK




Pembentlan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah

Laut Tan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomeor 25);
11.Peraturaati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunanisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan

Pencatatl. -

KETERKAITI  PERALATAN )

1. SOP Pemn KTP Elektronik a, ATK

2, S0P Pen KTP Elektronik b. Almari/Rak Arsip

3. SOP Suerangan Pindah WNI c. Komputer

4. SOP Pen Akta Kelahiran d. Printer

5. SOP Pen Akta Kematian e. Aplikasi SIAK

6. SOP Pen Akta Perkawinan f. Handphone

7. SOP Pen Akta Perceraian g. Aplikasi Helpme
| PERINGATAL | PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,

oleh kareperlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar,

2. Pengecelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses snya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yang wajpetugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka wroses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksima;

4. Pencapaitu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

5. Jumlah lpermohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
berdasaral waktu dalam SOP.

1.Buku Agenda
2. Form Verifikasi
3. Form Fermochonan
4 .Data Base Pemohon
5.Berkas Permohonan
6. Dokumen Digital
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SOP PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) ) _—
o

. B _ﬁﬁ_m..mmmhm. Mutu Baku Keter
oo visiem Fronsagy Pemohon Mmr.“m,.w Operator WMMMMW\‘ Mﬂﬂ M_mm Persyaratan /Kelengkapan Waktu Output angan
1. [Mulai . KK barn WNI : 5 - Berkas -
Mengajuan berkas a) Surat Pengantar dari RT dan Menit Permohonan
Online /manual herkas nll_-n RW _ - Form
dengan kelengkapan b) Foto copy Buku E_wmﬁab_ﬁ:ﬁ Permohonan
Perkawinan (bagi pemohon KK

persyaratan yang sudah menikah dan

dilegalisir pejabat berwenang;
¢} Surat Keterangan Pindah dan
atau Surat Keteranpgan Pindah
Datang dan telah tinggal atay
berdomisili 1 (satu) tabun
kecuali atas ijin Walikota
melalui Kepala Dinas bagi yang
kurang dari 1 {satu) tahun;

d) Surat Pernyataan domisili
bermaterai cukup vang
ditandatangani tetangea
terdekat di tempat tujuan
dengan melampirkan fotocopy
KTP yang masih berlaku

€] Surat Keterangan dari Luar
Negeri yang diterbitkan oleh
Dinas bagi penduduk yang
datang dari luar negeri karena
pindah

,I.I_-i..m...__...ovl Sy stk ! o S o s A e
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Pelaksana Mutu Baku
Kabid / | Kepala
__ Kasie Dinas

Keter
Persyaratan /Kelengkapan Waktu Output angan

Uraian Prosedur Front
Pemohon Office Operator |

U | U

A

f| Surat Pernyataan domisili
bermaterai cukup yang
ditandatangani telangga
terdekat di tempat tujuan
dengan melampirkan foto
copy KTP yang masih
berlaku

g| Surat pernyataan dari
Kepala Keluarga yang
ditumpang bermaterai
cukup

h) Surat Keterangan datang
dari luar negeri bagi
penduduk daerah yang
datang dari luar negeri
karena pindah

Perubahan KK Penambahan
Anggota Keluarga Bagi Orang
Asing Yang Memiliki Izin
Tinggal Tetap Untuk
Menumpang Ke Dalam KK
WNI atan WNA

il
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Pelaksana . Mutu Baku

Prosedur Front Kabid / | Kepala
Pemohon Office Operator Kasie Piiaas

0| U

4

Keter
Persyaratan /Kelengkapan Waktu Output angan

a) Pengantar dari
desa/kelurahan

b) Foto copy Kartu Identitas
Tinggal Tetap yang
dilegalisir

c) Surat Keterangan Catatan
Kepolisian

d) KK lama atau KK yang
ditumpangi

e) Paspor

Perubahan KK Pengurangan

Angpgota Keluarga Baik

Meninggal atau Pindah

a) Pengantar dari
Desa/kelurahan

b) KK lama

c) Foto copy Surat Keterangan
Kematian yang dilegalisir
dan atau

d) Surat Keterangan Pindah




Pelaksana | Mutu Baku

Uraian Prosedur Front Kabid / | Kepala

FPemohon Office Operator Kasie Pinas

— Keter
Persyaratan/Kelengkapan Wakiu Output angan

U U

&

Penebitan KK Hilang atau

Rusak

a} Surat Keterangan hilang
dari Kepolisian

b) KK yang rusalk

¢) Foto copy dokumen
kependudukan dari salah
satu anggota keluarga yang
dilegalisir; atau

d) Dokumen keimigrasian bagi
orang asing

Pembetulan Data KK

a) KK lama

b) Foto copy bukti pendukung
yvang dilegalisir sesuai
dengan permohonan
pembetulan data dalam KK

ST ——
1

T
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Pelaksana Mutu Baku Keter
No. 1 Prosedur Front Kabid / | Kepala .
. Pemohon Office Operator Kasie Dinas Persyaratan /Kelengkapan Waktu Output angan
2. |Menlan Meneliti 114K e Form Permohonan dan Data 5 Berkas
kelen berkas Pl Dukung pemohon Menit | Permohonan
3. |Memsi KK dengan Berkas pemohon, ATK 10 Form ﬂm_._p.mrummr
berkohon Menit | Berkas
YA Permohonan
' 4. |Mendan merubah Aplikasi SIAK, Komputer, 10 | Database
KK in dengan Berkas permohonan Kartu Menit | pemohon
merran Aplikasi Keluarga dan ATK,
SIAF i
5. |Penuntuk Aplikasi SIAK, Komputer, 1 Database
Pentmenggunakan Database Permohon Menit | pemohon
ApliAK
6. Penuntuk Tanda Aplikasi .mbﬂm_ Komputer, 1 Database
Tanddtronik ol | Database Permohon Menit | pemohon
mertan Aplikasi —
| |siar .
7. | Sertlekronik Aplikasi SIAK, Handphone, ] Database
mercan Aphkasi _ _ Database Permohon Menit | pemohon
SIAF
8. |Ceta Keluarga Aplikasi SIAK, Printer, 2 Kartu Keluarga
meran Aplikasi _ ) — Komputer Menit
SIAF




Pelaksana

Mutu Baku

. m P Keter
No. Uraian Prosedur y Front . Kabid / | Kepala o . 3 [
Pemaohon | Office Operator Kasie Diika Persyaratan/Kelengkapan - Walktu Output angan
9. |Mengarsipkan Berkas Handphone, Scanner dan Arsip|5 Menit | Dokumen
Pemohon /Scanning Pemohon, Almari/Rak Arsip, Digital

Dolumen Menggunakan
Aplikasi Helpme

Aplikasi Helpme

10. | Menyerahkan Kartu Kartu Keluarga, ATK, Buku F Y ey —
Keluarga Kepada Agenda
Pemohon _ le
i iy K Keluarga 1 Menit | Kartu Keluarga
Dolkumen Kartu Keluarga D artu
! ﬂ | |
A
Jabatan | Paraf BU N T,
Sekreiarts Dagrah @.\ o -
-.E,._m.ﬁz LARAEL | J
e e -
| Kepaia SKPD Y ) 7&& KAMTA
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LAMPIRAN XXXIII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN | [ANGGAL REVISI

| TANGGAL EFEKTLF

PENCATATAN SIPIL DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT I
| NAMA SOP | Penerbitan KTP Elektronik
DASAR HUKUM | | KUALIFIKAST PELAKSANA
l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraluran @) Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Kependudukan
2011); bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- ¢) Memiliki Kesabaran
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran d}Memiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013); e) Berkomitmen dan bertanggung jawab
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian ) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pekerjaannya
Kepala Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998j; g Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang baik
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil h]Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018); _ SIAK
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional:
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

9. Peraturan Daecrah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil i
Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang | _




Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

KETERKAITAN  PERALATAN |
1. SOP Perekaman KTP Elektronik a. ATK
2, SOP Penerbitan Kartu Keluarga b. Almari/Rak Arsip
3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan ¢. Komputer
4. SOP Penerbitan Akta Perceraian d, Printer
e. Aplikasi SIAK
f, Handphone
g, Aplikasi Beard
h. Aplikasi Helpme B

PERINGATAN

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yvang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

. Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 [satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

o B

1.Buku Agenda

2. Form Verifikasi
3.Form Permohonan
4. Data Base Pemnohon
5.Berkas Permohonan
6.Dokumen Digital




SOP PENERBITAN KTP ELEKTRONIK

Pelaltsana - - E_.H.H.HH Baku mﬂnﬂmh.
" Uirasai Evossius Pemohon MMMM Operator NMMMM H.mm_.ﬂ MHM Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output angan
1. Mulai . Permohonan KTP-El Baru: 5 - Berkas
Mengajuan berkas a) Foto copy KK . Menit Permohonan
Online /manual dengan _ IL._LJ. b} Datang langsung untuk di foto, . KTP
j diambil sidik jari dan iris mata FLEKTRONI

kelengkapan persyaratan
K

KTP Pengganti hilang atau rusak :

a) Foto copy KK

Iy Bagi pemohon yang kehilangan
KTP, menyerahkan Surat
Kehilangan KTP dari Kepolisian

¢) Bagi pemohon KTP yang rusak,
menyerahkan bukt KTP lama
yang rusak

SKDWNI:
a) Surat SKDWNI
b} KTP Elektronik Ash

Penerbitan KTP-El Bagi Orang

Asing Tinggal Tetap :

a) Telah berusia 17 tahun atau
sudah kawin atau pernah
lkkawin

b) Fato copy KK

o] Foto copy paspor

d) Foto copy izin tinggal tetap

¢] SKCK




| Pelaksana . Mutu Baku i -
| Mo. Uraian Prosedur . Front . Kabid / | Kepala i
B Pemohon Office Operator Kasie Ditsas Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output angan
1{ Menerima dan Meneliti . R Form Permohonan dan Data 5 Berkas =
kelengkapan berkas TIORN LIRS Dulkung pemohon Menit | Permohonan
. > _
2] Memverifikasi berkas ﬂ Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi,
pemohon Menit | Berkas
™~ - | Permohonan
3| Mengentry/ merubah data . Aplikasi SIAK, Komputer, 10 | Database
Pendudulk dengan rA Berkas permohonan KTP Menit | pemohon
menggunakan Aplikasi Elektronik dan ATK,
SIAK
4| Cetak KTP Elektronik Aplikasi Beard, Printer, 2 KTP Elektronik
menggunakan Aplikasi Komputer Menit
Beard H
5. Mengarsipkan Berkas - Handphone, Scanner dan Arsip| 5 | Dokumen
Pemohon /Scanning ﬂ Pemohon, Almari/Rak Arsip Menit | Digital
Dokumen Menggunakan Aplikasi Helpme
Aplikasi Helpme B D | e
6. Menyerahkan KTP ¥ KTP Elektronik, ATK, Buku 3 KTP Elektromik
FElektronik Kepada _ Agenda Menit
| Pemohon gy: Il )
| 7.Selesai Menerima ’ KTP Elektronik 1 Menit | KTP Elektronik
_ Dokumen KTP Elektronik D&l||
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NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

| NOMOR s0P

TANAH LAUT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

PENCATATAN SIPIL DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT _
NAMA SOP Legalisir Dokumen
= . L Kependudukan

DASAR HUKUM

KUALIFIKAST PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nemor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;

a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Kependudulkan

b)Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti

c) Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

¢} Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
bailk

h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
SIAK
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10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nemor 25);

11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomer 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

KETERKAITAN

FPERALATAN

- a. ATK

b. Almari/Rak Arsip
c¢. Komputer

d. Printer

¢. Handphone

f. Aplikasi Helpme

PERINGATAN

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
vang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

| 3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

4. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

5. Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

1.Buku Agenda

2. Form Verifikasi
3.Form Permohonan
4.Data Base Pemohon
5.Berkas Permohonan
6.Dokumen Digital
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1. [ML Melampirkan Dekumen Asli | 5
Mea berkas Berdasarkan FotoCopy yang | Menit
Oninual dengan nll;: ingin di legalisir:
lkelan persyaratan p— _— a. Kartu Keluarga
=ET b. Akta Kelahiran
c. Akta Kematian
d. Akta Perkawinan
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2. |Medan Meneliti f bRk Fotocopy dan Dokumen 5 Berkas
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Meatempel Legalisir
3. |Mdkasi Dokumen o P Berkas pemohon, ATK 5 | Foto Copy dan
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NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR SOP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL FEMBUATAN
| TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIE

| DISAHKAN OLEH
NAMA SOP

BUPATI TANAH LAUT

Penerbitan Dokumen
Kependudukan Penduduk Non
Permanen

DASAR HUKUM

_ KUALIFIEKASI PELAKSANA

1;

2.

wn

8.

g

Penyelenggaraan Administrasi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 82 Tahun
2011);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomaor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nemor 5 Tahun 2011 tentang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

_ a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Kependudukan
| bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti
c) Memiliki Kesabaran
d)Memiliki Integritas
¢) Berkomitmen dan bertanggung jawab
f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya
g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik
| h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
mrﬂﬁ




Kabupaten Tanah Laut;

| 10,Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

_ Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

_ 11, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

KETERKAITAN magugwgniiifninl - PERALATAN
1. SOP Penerbitan KTP-EL a. ATK -
2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga b. Almari/Rak Arsip

c. Komputer

d. Printer

e. Aplikasi SIAK

f. Handphone

g. Aplikasi Helpme

PERINGATAN PENCATATAN & FPENDATAAN
1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, 1.Buku Agenda

cleh karena itu perhu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
vang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal | hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

4. Pencapaian wakitu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

5. Jumlah berkas permohonan yvang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

2.Farm Verifikasi
3.Form Permohonan
4 Data Base Pemohon
5.Berkas Permohonan
6.Dokumen Digital




SOP PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PENDUDUK NON PERMANEN

L - Pelaksana Mutu Baku ﬂnﬁaﬂw
No. Uraian Prosedur Front Kabid / | Kepala ) i |
- Pemohon Office Operator Kasie | Dinas ﬁmﬂmwmhmﬁmwp..ﬁ#m_ﬂﬁmn “Emwﬁﬁ Qutput angan
1| Mulai Pengantar RT, KTP daerah asal | 5 Berkas
Mengajuan berkas UAI masih berlaku, pernyataan & Menit [Permohonan
Online /manual dengan TIDAK KK penampung, formulir
Fn_.mnmwm?m: persyaratan permohonarn.
1., Menerima dan Meneliti TTDRK Form Permohonan dan Data 5 Berkas
kelengkapan berkas w/ o Dukung pemohon Menit | Permohonan
YA
2| Memverifikasi dan - .\\ Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi,
memvalidasi Dokumen v Menit | Berkas
Permohonan -J Permohonan
3 Melakukan Hnﬁﬂlp Data YA Aplikasi SIAK, Komputer, 10 Database
untuk Penduduk Berkas permohonan dan ATK, | Menit | pemohon
reritan /mencari data H
dalam SIAK
4, Penerbitan Biodata Non ] Aplikasi SIAK, Printer, 2 Biodata Non
Permanen _ Komputer Menit | Permanen
5./ Mengarsipkan Berkas v Handphone, Scanner dan Arsip| 5 Dokumen
Pemohon/ Scanning _ “ Pemohon, Almari/Rak Arsip Menit | Digital
Dokumen Aplikasi Helpme
6. Menanda Tangani Biodata ATK, Biodata Non Permanen 5 Biodata Nen
Non Permanen = Menit | Permanen
7| Membubuhkan Cap Dinas - Dokumen Biodata Non o 5 Biodata Non
dan Memberikan kepada Permanen, ATK, Buku Agenda | Menit Permanen
Penduduk
8. Selesai Menerima Biodata Non Permanen 1 Menit | Biodata Non
Dokumen Kependudukan UA. Permanen
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LAMPIRAN XXXVI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR SOP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVIST

TANGGAL EFERTIF

DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT

MAME SOP Perekaman KTP Elektronik

DASAR HUKUM
I

[

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informas
Administrasi Kependudukan,

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penvelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;

10, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Kependudukan

bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti

c) Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

e] Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

_ g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan

baik
hjMampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
SIAK

=
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Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

PERINGATAN

KETERKAITAN B PERALATAN
1. SOP Penerbitan KTP Elektronik a. ATK
2. S0P Penerbitan Kartu Keluarga b. Almari/Rak Arsip
c. Komputer
d. Aplikasi SIAK
e. Aplikasi Benrolle

| PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penvimpanan sesuai standar:

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yvang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali:

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s Jd
penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

4. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

5. Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP,

1.Buku Agenda
2.Form Verifikasi
3.Form Permohonan
4. Data Base Permohon
5.Berkas Permohonan
6.Dokumen Digital




SOP PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK

Pelaksana Mutu Baku Ket
No. Uraian Prosedur Front Kabid / | Kepala e
x Pemohon DH%_Mn Operator memnh___ wa.mm Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output angan
l. |Mulai Permohonan KTP-El Baru: S Berkas
Mengajuan berkas a] Foto copy KK Menit | Permohonan
Online/manual dengan O . b} FC Akta Kelahiran
kelengkapan persyaratan i 1k ¢} FC ljasah
1 Menenma dan Meneliti Form Permohonan dan Data S Berkas
kelengkapan berkas il Dukung pemohon Menit | Permohonan
2 Melakukan Perekaman Berkas pemohon, ATK, 10 Database |
Biometrik > _ Aplikasi Benroller Menit | Perekaman
3. Menunggu di Proses Formulir Pengambilan 1 Formulr
Dokumen Kendudukan ﬂU,._ Menit | Pengambilan
m,l Jibstan | Paraf ZE A UT,
e ety 9 >
| enirEane Daerh
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_r i EJ_ ¢ r.m. AT ....v.,u_




LAMPIRAN XXXVII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

PENCATATAN SIPIL

NOMOR :
TANGGAL
| - PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT " | NOMOR SOF - ]
| TANGGAL PEMBUATAN
| TANGGAL REVISI |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN QLEH

BUPATI TANAH LAUT

NAMA S0P

Penerbitan Deokumen
| Kependudukan Penduduk
Rentan

'DASAR HUKUM

i

3.

6.

9,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013}

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 3ipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nemer 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

KUALIFIKASI FPELAKSANA

a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Kependudukan

b)Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti

¢} Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

e) Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

g)Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik

h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi |
SIAK _




Kabupaten Tanah Laut;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudulan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

KETERKAITAN = PERALATAN
1, SOP Penerbitan KTP-EL a. ATK
2. SOP Penerbitan KK b. Almari/Rak Arsip
3 ¢. Komputer
d. Printer
e. Aplikasi SIAK

f. Handphone
g. Aplikasi Helpme

PERINGATAN

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan yang tidak sesual standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal | hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

4. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

| 5. dJdumlah berkas permohonan yang diproses dalam | (satu) hari tidak dihitung

berdasarkan total waktu dalam SOP,

1.Buku Agenda

2. Form Verifikasi
3.Form Permohonan
4.Data Base Pemohon
5.Berkas Permohonan
6.Dokumen Digital




SOP PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PENDUDUK RENTAN

| - Pelaksana . Mutu Baku o
No. Uraian Prosedur 4 Front Kabid / | Kepala )
Pemohon Office Operalor Caisia Dinas Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output .qwhmﬂz
I | Mulai Fengantar RT, KTP daerah asal| 5 Berkas
Mengajuan berkas n” _.La..r. masih berlaku, pernyataan & Menit [Permohonan
Online /manual dengan T1DAK KK penampung, formulir
lkelengkapan persyaratan permohonan. L =
| | Menerima dan Meneliti N TIDAR Form Permochonan dan Data 5 Berkas
kelengkapan berkas v//y Dukung pemohon Menit | Permohonan
YA
2| Memverifikasi dan Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikast, it
memvalidasi Dokumen Menit | Berkas
Permohonan Permohonan
3 Melakukan Input Data Aplikasi SIAK, Komputer, 10 Database

untuk Penduduk Berkas permohonan dan ATK, | Menit | pemohon

rentan /mencari data
dalam SIAK/Perekaman

4 | Penerbitan Dokumen . ﬂ _ Printer, Komputer 2 Dokumen

Menit | Kependudukan
Handphone, Scanner dan Arsip| 5 Dokumeri
Pemohon, Almari/Rak Arsip Menit | Digital

5. Emﬁmmamﬁwmz Berkas
Pemohon /Scanning

Dokumen Aplikasi Helpme
6| Menanda Tangani ATK, Dolkumen Kependudukan| 5 Dokumen
Dokumen . ol Menit | Kependudukan
7| Membubuhkan Cap Dhnas Dokumen Kependudukan 5 Dokumen
dan Memberikan kepada _ | Penduduk, ATK, Buku Agenda | Menit __Anﬁmﬂaz&:ﬁmz
Penduduk _ B
8. Selesai Menerima 7 Dokumen Kependudukan 1 Menit | Dokumen
Dokumen Kependudukan AUA||I| Penduduk Rentan Kependudukan

AUT,

b




r____:éEm}zxrxxﬂ_:wmxmﬂcmgzm:ﬁb.zﬁrzngc&
NOMOR :
TANGGAL :

i | PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT [ NOMOR SCE
| TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN |TANGGAL Erexilr

DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT
PENCATATAN SIPIL  NAMA SOP Penerbitan Surat Keterangan
: Penduduk Datang Dari Luar
Negeri (SKDLN) 3
DASAR HUKUM . | [KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Kependudukan
2011); bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- c) Memiliki Kesabaran
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran d)Memiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013); ¢) Berkomitmen dan bertanggung jawab
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pekerjaannya )
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998); g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang bailk
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil hiMampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018}, SIAK
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012):

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah: _

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan  Pencatatan Sipil di | |

-

£




Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

1, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

0] B =

2.

Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

- Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d

penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

- Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;
-Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung

berdasarkan total waktu dalam SOP.

[ 3.

4.
5.
6.

Form Permohonan
Data Base Pemohon
Berkas Permohonan
Dokumen Digital

KETERKAITAN  PERALATAN
1. SOP Penerhitan KTP-EL a, ATK
2. SOP Penerbitan KK b. Almari/Rak Arsip
c. Komputer
d. Printer
e. Aplikasi SIAK
f. Handphone
) g. Aplikasi Helpme
PERINGATAN ) PENCATATAN & PENDATAAN
1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusalan arsip, 1.Buku Agenda
oleh karena itu periu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar; 2.Form Verifikasi

P ...q.... __ PRAA “
I XN ) KARAS e ¢

e

. . e
TYYErT: I u-..r..u.. S

]

3 “ ¢
i
]
e =



SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN DATANG PENDU DUK DARI LUAR NEGERI (SKDLN)

W..Nwrmm _....,...__r.:mﬂ _

e UGS S

- : Pelaksana Mutu Baku Keter
No. Uraian Prosedur Front : Kabid / | Kepala L e :
Pemohon Office Oiperator Kasie Dinas Persyaratan / Kelengkapan Walktu Output wbmmh.
1.{Mulai Surat Pindah Dar Luar S Berkas
Mengajuan berkas D.T Negeri menit [Permohonan
Online f manual dengan
lkelengkapan persyaratan - .
2| Menerima dan Meneliti TIDAK Form Permohonan dan Data 5 Berkas
kelengkapan berkas _ Dukung pemohon Menit | Permohonan
3| Memverifikasi dan Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi,
memvalidasi Dokumen YA Menit | Berkas
Permohonan Permohonan
4 Melakukan Entry Data i Aplikasi SIAK, Komputer, 10 Database
SIAK _ i Berkas permohonan dan ATK, | Menit | pemohon
"~ 5|Penerbitan SKDLN . o Aplikasi SIAK, Printer, 2 SKDLN
_ — Komputer Menit
6. Mengarsipkan Berkas l Handphone, Scanner dan Arsip| 5 Dokumen
Pemochon /Scanning ﬂ Pemohon, Almari/Rak Arsip Menit | Digital
Dokumen Menggunakan “ Aplikasi Helpme
Aplikasi Helpme — _ .
7| Menanda Tangani SKDLN SKDLN, ATK 2 SKDLN
Menit
8] Menyerahkan SKDLN _ SKDLN, ATK, Buku Agenda 5  [SKDLN
Kepada Pemohon DA! Memit
9/ Selesai Menerima SKDLN 1 Menit | SKDLN
Dokumen Kependudukan
Tl.l_.lnﬂlﬁ_.dmul.ul| h Wm:.__.um el C..._._.___
ua.r...u SanE .._p...r.m...”.. _ ‘. A
Kepaia SHPD |




LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH BUFATI TANAH LAUT
PENCATATAN SIPIL NAMA SOP Penerbitan Surat Keterangan
Pindah Penduduk Luar Negeri
- | (SKPLN)

| DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-lUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor [nduk Kependudukan Secara Nasional:

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Kependudukan

bjRamal, Sopan, Jujur dan Telid

c) Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

e) Berkomitmen dan bertanggung jawab

fl Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik

hjMampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
SIAK




Kabupaten Tanah Laut;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomaor 25);
' 1l.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

KETERKAITAN
1. SOP Penerbitan KK

PERALATAN

a. ATK

b. Almari/Rak Arsip
c. Komputer

d. Printer

e. Aplikasi SIAK

{. Handphone

g. Aplikasi Helpme

Booori oot WS

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

4. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

5. Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 {satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

1.Buku Agenda
2_Form Verifikasi
3.Form Permohonan
4.Data Base Pemohon
5.Berkas Permohonan
6.Dokumen Digital




SOP Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk Luar Negeri (SKPLN)

Pelaksana o - Mutu Baku Keter
e Vrian Prosedur B Pemohon _ MH_..MMM Operator | RMMM_M Hmﬂﬂ %M Persyaratan / Kelengkapan Walktu _ Output angan
1. | Mulai a. Formulir Permohonan 5 Berkas
Mengajuan berkas Pindah ke Luar Negeri Menit Permohonan
Online/manual dengan D.| b. KTP elektronik Asli Mengisi
kelengkapan persyaratan ¢, Kartu Keluarga Ash Formulir

PARKF

KEPALA BKPD

l

CTRARF B

Eurzeiiiia i




Pelaksana Sm— _Mutu Baku §
No. Uraian Prosedur Front | Kabid / | Kepala
e Pemohon Office | Operator | Kesie | Dinas |ﬂuﬂmwm._.mﬁmhx Kelengkapan Waktu Chutput . angan
2. |Menerima dan Meneliti TIOAK | — Form Permohonan dan Data S Berkas
kelengkapan berkas FERAK Dukung pemohon Menit | Permohonan
3. |Memverifikasi dan o Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi,
memvalidasi Dokumen .AV | Menit | Berkas
Permohonan YA _ Permohonan
4. Melakukan Entry Data YA Aplikasi SIAK, Komputer, 10 Database
SIAK / Perekaman D Berkas permohonan dan ATK, | Menit | pemohon
5. |Penerbitan SKPLN Aplikasi SIAK, Printer, 2 SKPLN
_ _ Komputer Menit
6. |Mengarsipkan Berkas . Handphone, Scanner dan Arsip| 5 Dokumen
Pemohon /Scanning Pemohon, Almari/Rak Arsip Menit | Digital
Dokumen Menggunakan Aplikasi Helpme
Aplikasi Helpme
7. | Menanda Tangani SKPLN SKPLN, ATK 2 SKPLN
Menit
8. |Menyerahkan SKPLN a SKPLN, ATK, Buku Agenda 5 SKPLN
Kepada Pemohon | nd Menit
9. |Selesai Menerima SKPLN |SKPLN 1 Menit | SKPLN
Jabatan

Sexretaris Dasrah

Aslsten 11

q.muim SKPD
Kabag Hukum




LAMPIRAN XL PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR SOFP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

| TANGGAL PEMBUATAN |

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

BUPATI TANAH LAOT

NAMA SOP

Penerbitan Surat mmmﬁmnmnm.mh
Tinggal Terbatas {SKTT)

_uwmmw HUKUM

'KUALIFIKASI PELAKSANA

E7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 20 18);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional:

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 20 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudul dan Pencatatan sipil di Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil i
Kabupaten Tanah Laut;

Kependudulan

Pekerjaannya
baik

SIAK

a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi

bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti

c) Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

€} Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang

gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan

hjMampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi




10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

KETERKAITAN

PERALATAN

1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga

PERINGATAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon vang tidak teliti akan menghambat
proses sclanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
vang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

| 3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d

penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan,

. Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung

berdasarkan total waktu dalam SOP.

(TS

. ATK

. Almari/Rak Arsip
. Komputer

d: Printer

e. Aplikasi SIAK

[, Handphone

. g. Aplikasi Helpme

o w

PENCATATAN & PENDATAAN

' 1.Buku Agenda

2. Form Verifikasi

3. Form Permohonan
4 Data Base Pemohon
5. Berkas Permohonan
6. Dokumen Digital




SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN TINGGAL TERBATAS (SKTT)

Labag Hukura | Pl
S dine Rl & -

% AT L)

4 I _“..__.f. §
Ah o

zb:\_nhqm

| ~ Pelaksana Mutu Baku i 727
Na. Uraian Prosedur Front | Kabid / | Kepala e s _—
.. Pemohon Office Operator Kasie Dinas Wmnvwmhmﬁmn /Kelenghkapan - Walktu Output an mmﬂ.
1| Mulai Surat Pindah Dari Luar 5 Berkas
Mengajuan berkas UA|| Negeri, Paspor, Ijin Tinggal menit [Permohonan
Online/manual dengan Terbatas, Menunjukkan
kelengkapan persyaratan T DAK buku Pengawasan Orang
Asing, Surat Keterangan
i Catatan Kepolisian.
2 | Menerima dan Menehiti TIDAK Form Permohonan dan Data o Berkas
kelengkapan berkas N Dukung pemohon Menit | Permohonan
3| Memverifikasi dan Berkas pemohon, ATK 10 | Form Verifikasi,
memvalidasi Dokumen L o Menit | Berkas
Permohonan Permohonan
4 Melakukan Entry Data YA Aplikasi SIAK, Komputer, 10 Database
SIAK Berkas permohonan dan ATK, | Menil | pemohon
5) Penerbitan SKTT } bﬁEmﬂm.w SIAK, Printer, 2 SKTT
| Komputer ) Menit
6| Mengarsipkan Berkas I Handphone, Scanner dan Arsip] 5 Dokumen
Pemohon/Scanning nlﬂ.. Pemohon, Almari/Ralc Arsip Menit | Digital
Dokumen Menggunakan Aplikasi Helpme
Aplikasi Helpme - 4 B
71 Menanda Tangani SKTT SKTT, ATK 2 SKTT
Memnit
8] Menyerahkan SKTT % | [BKTT, ATK, Buku Agenda 5  |SKIT
Kepada Pemohon | R Menit
9| Selesai Menerima DA. __ - SKTT 1 Menit | SKTT
Dokumen Kependudukan .
L.n..um.uq._ —




LAMPIRAN XLI *umum}ﬂcgi BUPATI TANAH LAUT

NOMOR
TANGGAL
'PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | NOMOR S0P -
TANGGAL PEMBUATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN H.Mwmmﬂ m.m,am1
408
PENCATATAN SIPIL [ DISAHKAN OLEH BUFATI TANAH LAUT
- o NAMA S0P Penerbitan Surat Pindah WNI
| DASKUM - | KUALIFIKASI PELAKSANA
| Lig-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
lang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun | Kependudukan
bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti

2. g-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- ¢} Memiliki Kesabaran

(g Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran d)Memiliki Integritas

t Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013); ) Berkomitmen dan bertanggung jawab
3. ran Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang

n Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk FPekerjaannya

| Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998); gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. ran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang baik

ratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi

aran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018); SIAK

5. ran Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda

duk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

1san Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi

istrasi Kependudukan;

7. ran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
lik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

8, ran Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
enggaraan Pendafltaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

9. ran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
enggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
aten Tanah Laut;

_ 10ran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor & Tahun 2016 tentang ;

ntukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah _

'ﬂ‘.




_ Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

KETERKAITAN PERALATAN
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga a. ATK
b. Almari/Rak Arsip
c. Komputer
d. Printer

e. Aplikasi SIAK
f. Handphone
_g. Aplikasi Helpme

PERINGATAN

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar:

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
vang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. .Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 har kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

.Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

AR

1.Buku Agenda
2.Form Verifikasi
3.Form Permohonan
4.Data Base Pemohon
5.Berkas Permohonan
6. Dokumen Digital

—— TR 5 T T = —— L



SOP PENERBIAT PINDAH WNI

No. Uradur

Pemohon

1. |Mulai

Mengajus
Online { engan
kelengkeyaratan

G+

= Pelaksana ) Mutu Baku Kokt
Front Kabid / | Kepala . e
Office Operator Kasie Dinas Persyaratan / Kelengkapan Waltu Output argan
urat Pindah WNI Antar 5 Berkas
esa/Kelurahan/Kecamatan/Kab| Menit Permohonan
upaten/Provinsi ; Form
a) Mengisi Formulir Permohonan Permohonan
Mindah ﬂcm.__n.r\ﬂ
b} KTP Elektronik bagi yang wu_ NDAH

pindah
¢] Kartu Keluarga vang pindah
Pindah Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap
a) KK
b) KTP untuk orang asing
c) Fotokopi Paspor dengan
menunjukkan aslinya
d) Fotokopi Kartu Izin Tinggal
Tetap
e) Menunjukkan buku
Pengawasan Orang Asing
f} Surat Keterangan Catatan
Kepolisian.
ﬁﬂmnr Orang Asing yang
emiliki Izin Tinggal Tetap
al Surat Keterangan Tempat
Tinggal
b) Fotokopi Paspor
] Fotokopi Kartu lzin Tinggal
Terbatas
d) Surat Keterangan Catatan
Kepolisian.




Pelaksana |.WHEH_. Baku Reter
No. Uralan Prosedur % Front Kabid / | Kepala et B
. Pemohon Office | Operator Kasic Dinas Persyaratan [ Kelengkapan ﬁmﬁﬁ. Cutput ME|TE
1.|Menerima dan Meneliti o Trofk —— Form Permohonan dan Data 5 Berkas
kelengkapan berkas o G Dukung pemohon Menit | Permohonan
2| Memverifikasi Surat ‘Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi, ]
Pindah dengan berkas r\\ V Menit | Berkas
pemohon YA ..l/ Permohonan
3| Mengentry Surat Findah YA Aplikasi SIAK, Komputer, 10 Database
pemohon dengan —II..-. Berkas permohonan Surat Menit | pemohon
menggunakan Aplikasi : " Pindah dan ATK,
SIAK
4| Pengajuan untuk Aplikasi SIAK, Komputer, 1 Database
Penerbitan menggunakan j Database Permohon Menit | pemohon
Aplikasi SIAK
5. Sertifikasi elekronik _ Aplikasi SIAK, Handphone, 1 Database
menggunakan Aplikasi SN Database Permohon Menit | pemohon
SIAK
6. Cetak Surat Pindah N _ Aplikasi SIAK, Printer, 2  |Surat Pindah
menggunakan Aplikasi _ = Komputer Menit
SIAK
7| Mengarsipkan Berkas i B Handphone, Scanner dan Arsip | 5 Dokumen Dmm.:.&-
Pemohon / Scanning QH Pemohon, Almari/Rak Arsip, Menit
Dokumen Menggunakan Aplikasi Helpme
| Aplikasi Helpme _ Sl B
k.




Pelaksana

Mutu m.m._mt

Keaals SKED

Kabug Hukum

H,. ) CHmh wuwmaﬂn m.nhnswmﬂ MH%_MM _ Dﬁm.ﬂ,mlpwn WMMMH _.MMM ,.Mmm Persyaratan /Kelengkapan Walktu Output MMHMW
8, Emmwﬂﬂm%_ﬂmﬂ mwﬂmﬁ . i - .m_._ﬂmm Pindah, ATK, Buku 5 Menit | Surat Pindah
Pindah Kepada Pemohon _I_.h genda
9| Selesai Menerima Surat Pindah |1 Menit [Surat Pindah
Dokumen Surat Pindah D.Il




rbgﬂm}zNr:ﬂHE%CF&ZWEﬁPﬂ%&ZPEEC%
NOMOR :

TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR SOP

TANAH' LAUT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL

PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

BUPATI TANAH LAUT

NAMA SOP

PENERBITAN KUTIPAN AKTA
KELAHIRAN

DASAR HUKUM | | |KUALIFIKASI PELAKSANA
l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan | #)Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Kependudukan
2011); b)Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- c) Memiliki Kesabaran
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran d]Memiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 20 13); ¢) Berkomitmen dan bertanggung jawab
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian ) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala Pekerjaannya
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998); gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang baik
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil hjMampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018); SIAK
'5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 20 12}
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang _
|__Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  di ﬁ .
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P Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Lmbaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

11.P Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
qisi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
2

KET

PERALATAN

- 1LKK

a. ATK

b. Almari/Rak Arsip
c. Komputer

d. Printer

e, Aplikasi SIAK

f. Handphone

g. Aplikasi Helpme

PEF

PENCATATAN & PENDATAAN

1. ig tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
erlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. igkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
ya, Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
stugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3, ises pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal

.1 SOP dipersepsikan per item kegiatan;
_srmohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
waktu dalam SOP.

o1

1.Buku Agenda
2.Form Verifikasi
3.Form Permohonan

_ 4.Data Base Pemohon
| 5.Berkas Permohonan
6.Dokumen Digital




SOP PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

No,

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Balku

Pemohon

FO

Operator
Capil

Kabd /
Kasie

Kepala
Dinas

Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu

Output

Keteranga
i

Mulai pengajuan online

atau manual
Mengajuan berkas

dengan kelengkapan

persyaratan

-l

Kelahiran F2-01
b) Surat Keterngan

Lahir dari

Penolong

Pernyataan
Kelahiran
¢) Kutipan Akta

Mikah orang
tua/Surat
Pernyataan Bagi

Sah

d) KTP-el dan KK
orang tua
saksi

yang memiliki)

a) Surat Keterangan

kelahiran/ Surat

Perkawinan/Surat

yvang Tidak Kawin

€] KTP 2 (dua) erang

f) Copy ijazah (bagi

5 menit

g} Berkas
Permohonan
h) Form
Permohonan

Menerima dan Meneliti
kelengkapan berkas

TIDAK

TICRK

I

@) Form Kendali

¢} ATK
d) Computer
€] printer

b) Berkas Pemohon

5 menit

a) Check list
b) Berkas
pemohonan

Memverifikasi berkas

pemohonan

a) Berkas
Permohonan
b) ATK

5 menit

a) Berkas
Permohonan

b) Check list

c)

KEPALA SKPD

FARAF FAHAF

KARAG HUKUM

PARAF
FASUBRAG PPRD

KASID T HASAT SHT

VASAF
n._.,m"__?p.mm_m._._n. SR

PalaF

l

1

\,\

D

+

|




Pelaksana - Mutu Baku ___iRetetangs
No. Uraian Prosedur Operator | Kabid / | Kepala Persyaratan
WWHE?UH g Capil Kasie | U%_m.m ﬁn_mmmww_umh Wakta Pt - =
+. Mengentry dan merubah . a) Resi bukti 1 menit @a) Resi
data pemohon dengan il pengarnbilan pengambilan
menggunakan Aplikasi
SIAK
5. Pengajuan untuk : a) Computer 10 menit [a) Registrasi dan
Penerbitan b) Printer akta
menggunakan Aplikasi c] ATK
 |s1ak d) Blanko akta -
6. Pengajuan untuk Tanda 1 menit la) Draft akta
Tangan Elektronik e a) Computer
menggunakan Aplikasi
SIAK
T Sertifikasi elekronik _ al komputer 1 menit |b) Draft akta
menggunakan Aplikasi _
SIAK
8. Cetak Kutipan Akta &) Computer 2 menit  |a) Register dan
Kelahiran menggunakan 3 b) Printer Kutipan Akta
 Aplikasi SIAK * c] ATK
_} - . B d} Blanko akta |
| 9. Mengarsipkan Berkas a) Komputer atau |5 menit |a) File
Pemohon /Scanning ponsel b) Hardcopy
Dokumen Menggunakan Q
| Aplikasi Helpme N g
10, | Menyerahkan Akta al ATK 2 menit |a) Register dan
Kelahiran Kepada b} Kutipan Akta akta kelahiran
Pemohon c) Blanko Akta
r - Kelahiran o
10 Selesai Menerima _ a) Bukti 3 menit p. Akta Kelahiran |
Dokumen Akta Kelahiran U.... pengambilan | _
e _apatan | farafccss ]
Sekretaris Daerah U uT,
Asisten V1VIN <
Kepala SKPD ! R
Kabag Hukum 'H. SUKAMTA



LAMPIRAN XLIII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR )
TANGGAL

~ PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR SOF
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN ayicr torirrs —

PENCATATAN SIPIL DISAHKAN 'OLEH BUPATI TANARH LAUT
NAEMA S0P PENERBITAN KUTIFAN AKTA
KEMATIAN
DASAR HUKUM e KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan a) Memiliki Pengetahuan di mimhm Administrasi
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Kependudukan _
2011); b|Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti [
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- ¢) Memiliki Kesabaran
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran djMemiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013); e) Berkomitmen dan bertanggung jawab
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
| Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala Pekerjaannya
. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998); gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang baik
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018); SIAK

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012).

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipl di
Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

...-__._..._.w
L __.1..3_...._I i

NN



tkan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
bahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11, Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
n Sipil.Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nemor

KN

PERALATAN

rekaman KTP Elektronik
merbitan Kartu Keluarga

. ATK

. Almari/Rak Arsip

. Komputer

. Printer

. Aplikasi SIAK
Handphone

m e oo op

. Aplikasi Helpme

PR

| PENCATATAN & PENDATAAN

lanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
na itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2:an kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
elanjutnya., Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
ib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

dvaktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
i Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
d 3 hari;

4 an waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

Saerkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
kan total waktu dalam SOP.

. 1.Buku Agenda

| 2. Form Verifikasi

' 3. Form Permohonan
4 Data Base Pemohon
5. Berkas Permohonan
6. Dokumen Digital




SOP PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN

No.

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Balcu

Pemohon FO

Operator
Capil

Kabid /
Kasie

Kepala
Dinas

Persyaratan/
Kelengkapan

Walctu

Output

Keteranga
n

Mulai pengajuan online atau
manual

Pemohon menyerahkan
berkas persyaratan kepada

petugas

O

Menerima dan Meneliti
kelengkapan berkas

T'ICAK

&

Memverifikasi berkas
pemohonan

|
Q

a) Surat Keterangan

Kematian F-2.29

Surat Kematian

dari dokter atau

kepala

desa/lurah

c) Surat keterangan
kepolisian bagi
kematian
seseorang yang
tidak jelas
identitasnya

d) KTP-el dan KK Si
Meninggal

€] KTP-el Pemohon

f) Copy KTP-el 2
orang saksi

5 menit

a) Berkas
Permohonan

b) Form

| Permohonan

TIDAK

a) Form Kendali

b) Berkas
Pemohon

c) ATK

d) Computer

e] printer

5 menit

ia) Check list

b) Berkas
pemohonan

a) Berkas
Permohonan
b) ATK

5 menit

a) Berkas
Permohonan
bj Check list

A

a-\H—

Yh

PARNF
KEPLLA SKPD

PARAF
KABAG KUKUM

PARAF
SASUEEAG PPHD

PRRAF | 1
BRI | EALASHP) | MASE L L) Sl

T

__ %

]

[

7
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B | Pelaksana Mutu Baku Keteranga
No. Uraian Prosedur Periiohn FO D..M.mﬁmma_. Hm,n_i / mﬂuEn_ Jnﬂmu.mhﬁﬁm.: / Waktu Cutput .
- apil Kasie Dinas Kelengkapan
C €) d)
4, Mengentry dan merubah _|_._1||_ e) Resi bukti 1 menit |f) Resi
data pemohon dengan pengambilan pengambilan
menggunakan Aplikasi SIAK e
S Pengajuan untuk Penerbitan + g) Computer 10 menit k) Registrasi dan
menggunakan Aplikasi SIAK h) Printer akta
i) ATK
jl Blanko akta
6. Pengajuan untuk Tanda 1 menit |m) Draft akta
Tangan Elektronik » 1) Computer
menggunakan Aplikasi SIAK F
7. Sertifikasi elekronik ﬂllsu komputer 1 menit |o) Draft akta
menggunakan Aplikasi SIAK i
8. Cetak Kutipan Akta p) Computer 2 menit - Register dan
Kematian menggunakan H _ q) Printer Kutipan Akta
Aplikasi SIAK e r) ATK Kematian
I s) Blanko akta
9. Mengarsipkan Berkas k t) Komputer atau |5 menit | u) File
Pemohon /Scanning ponsel v) Hardcopy
Dokumen Menggunakan ﬁlﬁ
Aplikasi Helpme
10. |Menyerahkan Kutipan Akta w) ATK 2 menit |z) Register dan
Kematian Kepada Pemohon _ x) Blanko Kutipan Kutipan akta
— _ « — Alta kematian
y) Blanko Akta
. _ . Kematian
11. |Selesai Menerima Dokumen aa) Bukt 3 menit  |[bbjKutipan Akta
_ D + ﬁrﬂmm::u__mh Kematian

o AL LATH

Sekretars Em.m: ,_, __ \‘




ﬁ}EEm}ZNrﬁﬁﬁmm}émwﬁmcﬂﬂj%m?ﬁzF}C,ﬁ
NOMOR -
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | NCMOR SOP

_ TANGGAL PEMBUATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN | TANGGAL REVISI

| TANGGAL EFEKTIF

PENCATATAN SIPIL DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT
I NAMA SOP SOP AKTA PERKAWINAN
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA .
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Kependudukan
2011y, b)Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti
2, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- c) Memiliki Kesabaran
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran d)Memiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013); e) Berkomitmen dan bertanggung jawab
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaltaran Penduduk Kepala Pekerjaannya
| Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998); g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang baik
| Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil hjMampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018); SIAK

5, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional,

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformas: Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

G, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);




11.Peratupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susuganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencaipil. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor

25);

KETERK

PERALATAN

1. SOaman KTP Elektronik
2. S0Obitan KK

a. ATK
b. Almari/Rak Arsip
c. Komputer
d. Printer
e. Aplikasi SIAK

PERING

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyn yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh itu perlu disediakan sarana penyimpanarn sesuai standar;

2. Peng kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
prosnjutnya. Memaham persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yanpagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangtu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
pendartu Keluarga maksimal | hari kerja, diluar kondisi normal
mak hari;

4. Pery waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

5. Jurrkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
bera total waktu dalam SOP.

1.Buku Agenda
2, Form Verifikasi
3.Form Permohonan

| 4.Data Base Pemohon

5.Berkas Permohonan
6.Dokumen Digital

L - -




_='
4 = |
| SE

3
Menerima dan Meneliti TIDAK . a) Check list 5 - Check list
kelengkapan berkas TIDRK 1) Berkas Pemohon menit
c] ATK
d) Computer

| e] printer

Memverifikasi data dini a) Berkas Permohonan 10 - Berkas

berkas pemohon -Av b) ATK menit | pemohonan

YA
Mengentry permohonan YA a) Computer 10 - Berkas
dengan menggunakan _l—;l b) Printer Menit Permohonan
Aplikasi SIAK c] ATK {
g | mu_ Blanko akta _

Pengajuan untuk _ e} Computer 1 menit | - Draft Akta |
Penerbitan menggunakan I._ . [
Aplikasi SIAK _.
| Pengajuan untuk Tanda a) Computer 1 - Draft Akta |
Tangan Elektronik > _ menit H
menggunakan Aplikasi __
SIAK

Sertifikasi elekronik a) Computer 1 menit| - Draft Akta |
menggunakan Aplikasi Perkawinan
SIAK ._
| Cetak Kutipan Akta mn“; Mn__,:ﬁﬁn_. 2 menit | - Register dan H
| Perkawaninan _ rinter Akta n
menggunakan Aplikasi c) ATK Perkawinan |
SIAK . d] Blanko akta _If




SOP PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

Uraian Prosedur

_

Pelaksana

Pemohon

Front
Office

Operator

| Kabid /

Kasie

Kepala
Dinas

Persyaratan /Kelengkapan

|
Waktu

Output

En.a_.mL
gan

Mulai pengajuan online
atau manual

Mengajuan berkas dengan
kelengkapan persyaratan

=

a

2)

h)

Surat Pemberkatan

Nikah /keterangan telah
terjadinya perkawinan dari
pemuka agama/surat
perkawinan Penghayat
Kepercayaan yang .
ditandatangani oleh Pemuka
Penghayat Kepercayaan;
KTP-el dan KK suami dan
istri

KTP 2 (dua) orang saksi;

Pas photo suami dan istri
berdampingan ukuran 4 x 6
cm sebanyak 5 (lima)
lembar;

Kutipan Akta Kelahiran
suami dan istri;

Surat Ketrangan dari Lurah
atau Surat Pernyataan Diri
mengenai status
perkawinan,

Surat persetujuan
mempelai;

Persetujuan Orang tua bagi
yang belum berusia 19
tahun

Surat ljin/dispensasi nikah
dari pengadilan negeri, bagl
pria dan wanita yang belum
berumur 19 (sembilan belas)

5
menit

- Berkas

Permohonan

- Form

Permohonan

FARAF PaiEA

———— = e

¥ e |




i)
k)

Il

Pl

m) Surat rekomendasi nikah

tahun _
Akta perceraian atau akta
kematian, bagi jada/duda;
Akta/surat kematian
apabila orang tuanya sudah
meninggal dunia;

Surat Pengantar untuk
nikah dari Lurah diketahui
camat

dari Instansi Pelaksana
tempat domisili;

Surat Keterangan Imunisasi
Tetanus Toksoit (TT);

Bagi suami dan/atau istri
Orang Asing, melampirkan
ijin dari perwakilan Negara
yang bersangkutan, Surat
Tanda Melapor Diri dari
POLRI. Dokumen Imigrasi
seperti: Visa [ Paspor /
KITAS / KITAF;

Bagi suami dan/atau istri
anggota TNI/POLRI,
melampirkan ijin Kawin dari
Komandan;

Akta Kelahiran anak yang
disahkan, apabila ada
pengesahan anak;

Akta perjanjian kawin,
apabila ada pengesahan
perjanjian kawin.

Surat Kuasa (jika dikuasakan

S (LT

J A

|

e AT —

ERNAl

¢




n-a

10. | Mengarsipkan Berkas a) Computer 5 menit | - File
Pemohon /Scanning b) Printer
Dokumen Menggunakan |c) ATK
Aplikasi Helpme )
11. | Menyerahkan Kutipan - Kutipan Akta Perkawinan |5 - Kutipan
Akta Perkawinan Kepada menit | Akta
Pemohon | Perkawinan
12. | Selesai Menerima - Kutipan Akta Perkawinan 1 - Kutipan
Dokumen Menit Akta
| Perkawinan

e am s e

epain SKPD

e

Kabag Hukum




LAMPIRAN XLV TFm}%CWPE BUPATI TANAH LAUT
NOMOR
TANGGAL

MENHZE KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR S0P

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAN

{ TANGGAL

REVIST

| TANGGAL mm_mmlum
DISAHKAN D_H_mm.

| BUPATI TANAH LAUT

NAME SOF PENERBITAN KUTIPAN AKTA

PERCERATAN

 DASAR HUKUM

ﬂdgH FIKASI PELAKSANA

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013};

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012},

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah

a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Kependudukan

bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti

c) Memilila Kesabaran

d)Memiliki Integritas

e} Berkomitmen dan berlanggung jawab

f] Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik

hjMampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
SIAK




Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
25);

 KETERKAITAN PERALATAN
1. SOP Penerbitan KTP-EL a. ATK
2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga b. Almari/Rak Arsip
c. Komputer
d. Printer

e. Aplikasi SIAK

| PERINGATAN

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan penerbitan surat keterangan
pindah (SKP] WNI merupakan hal yang wajib bagi petugas dan senantiasa
menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas
s/d penerbitan SKP maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal maksimal 3
har;

. Penicapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

S =

" 1.Buku Agenda

2.Form Verifikasi
3.Form Permohonan
4. Data Base Pemohon
5.Berkas Permohonan
6. Dokumen Digital




SOP PENERBITAN AKTA PERCERAIAN

Pelaksana . Mutu Baku Keteran
No. Uraian Prosedur Pemohon TH%_.”M Operator KMWMNM _W%Hmm_mm Persyaratan/Kelengkapan | Waktu Output gad
1. |Mulai pengajuan online &) Salinan putusan pengadilan| 5 - Berkas
atau manual ﬂv yvang telah mempunyai menit | Permohonan
Mengajuan berkas dengan kekuatan hokum tetap; - Form
kelengkapan persyaratan b) Kutipan Akta Perkawinan; Permohonan
c) KTP el dan KK
d) Fhotocopy KTP dua orang
TIDHK T DAK saksi |
2. |Menerima dan Meneliti “ a) Check list 5 | - Check list
kelengkapan berkas \'Q b) Berkas Pemohon menit |
¢} ATK _
4 d) Computer
= e] printer :
3. |Memverifikasi data diri _ a) Berkas Permchonan 10 - Berkas
berkas pemohon Av b} ATK mernit pemohonan
YA YA
4., |Mengentry permohonan a) Computer 10 - Berkas
dengan menggunakan e b} Printer Menit Permohonan
Aplikasi SIAK c) ATK
_ B - d) Blanko akta
5. | Pengajuan untuk i e) Computer 1 menit| - Draft Akta
Penerbitan menggunakan
Aplikasi SIAK
6. |Pengajuan untuk Tanda a) Computer 1 - Draft Akta
Tangan Elektronik . menit
menggunakan Aplikasi
SIAK | o
v B
T.,. WA S r B e Ty
| i i b TOARGE _ A2
i S SR § MRS
a1 \)\



11 menit

7 Sertifikasi elekronik a)] Computer - Draft Akta
menggunakan Aplikasi b) Perceraian
SIAK

8. |Cetak Kutipan Akta a) Computer 2 menit | - Register dan
Peceraian menggunakan — _... b} Printer Akta
Aplikasi SIAK ¢) ATK Perceraian

d) Blanko akta

9. |Mengarsipkan Berkas e Computer 5 menit | - File
Pemohon /Scanning fy Printer
Dokumen Menggunakan g) ATK
Aplikasi Helpme o

10. |Menyerahkan Kutipan i a) Kutipan Akta Perceraian 5 - Kutipan Akta
Akta Perceraian Kepada _ _n_ menit | Perceraian
Pemohon o

11, | Selesai Menerima a) Kutipan Akta Perceraian 1 - Kutipan Akta
Dokumen Menit Perceraian




EPEEEZxr_c___um“mm.ﬂcm.}zmcﬂ}._qﬁﬁz}:r}c&
NOMOR :
TANGGAL

e , [ PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN [1anccan erFexriF -

WHZO#.H.W.HE SIPIL DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT
NAMA S0P PENERBITAN AKTA PENGAKUAN
ANAK
DASAR HUKUM [KUALIFIKASI PELAKSANA . —
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teniang Pembentukan Peraturan a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Ad mirnistrasi
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Kependudukan
2011); bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- c) Memiliki Kesabaran
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran d)Memiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013); ¢) Berkomitmen dan bertanggung jawab
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian {) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala Pekerjaannya
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998); g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang baik
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018); SIAK

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan S0P (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012},

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di - ) - _

—
£
<



Kabupaten Tanah Laut;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang | |

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 20 16 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
25}, .
KETERKAITAN MMEHHH
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga | |a. ATK
b. Almari/Rak Arsip
c¢. Komputer
d. Printer
e, Aplikasi SIAK
f. Handphone
. g. Aplikasi Helpme 4
PERINGATAN N | | PENCATATAN & PENDATAAN
1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, 1.Buku Agenda
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar; 2.Form Verifikasi
2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat 3, Form Permochonan
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal 4.Data Base Pemohon
yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali; 5.Berkas Permohonan
3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d 6.Dokumen Digital

penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

4, Pencapaian walktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

5. Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

-
)

Lifal




SOP PENERBITAN AKTA PENGAKUAN ANAK

No,

Uraian Prosedur

_u_ﬂm._r sana

Pemohon ._

FO

Operator
_ Capil

EE:M@%

“Kabid /
Kasie

Kepala
Dinas

Persyaratan/
Kelengkapan

Walctu

Output

Ketera
ngan

Mulai pengajuan online atau
manual

Pemohon menyerahkan
berkas persyaratan kepada
petugas

o—

TIPAK

TTOAK

a) Formulir
Pelaporan

b) Surat
Pernyataan
tentang
Pengakuan anak

¢) Surat bukti telah
melakukan
perkawinan sah
menurut agama

d) Kutipan Akta
Kelahiran Anak

e) Surat Pengantar
dari Kelurahan

f) KK dan KTP-el
pemohon

g) KTP-el 2 (dua)
orang saksi

Pengakuan Anak

5 menit |a) Berkas

Permohonan
b) Form
Permohonan

Menerima dan Meneliti
kelengkapan berkas

&

a) Form Kendali

b) Berkas Pemohon
c) ATK

d) Computer

e} printer

5 menit

a) Check list

' b) Berkas

pemohonan

Memverifikasi berkas
pemohonan

YA

a) Berkas
Permohonan
b) ATK

5 menit

a) Berkas
Permohonan
b) Check list

PARAF PARAF
KABAG HUKUM | RASUBEAG PRHD

PARAF

=3

s
TARAE

RABIDY KAMRS 5P § nammasozzpn s,

1

f




Pelaksana

Mutu Baku

]

. - . - Ketera
No. Uraian Prosedur Operator | Kabid / | Kepala Persyaratan/ -
Pemohon FO Capil Kasie Dinas Kelengkapar Waktu Output ngan

4, Mengentry dan merubah i a) Resi bukti 1 menit |a) Resi
data pemohon dengan ) e pengambilan pengambilan
menggunakan Aplikasi SIAK L S

B. Pengajuan untuk Penerbitan v a) Compuler 10 menit |a) Registrasi dan
menggunakan Aplikasi SIAK b} Printer akta

c) ATK
I ; d) Blanko akta .

6. Pengajuan untuk Tanda 1 menit [a) Draft akta
Tangan Elektronik a) Computer
menggunakan Aplikasi SIAK | F

e Sertifikasi elekronik _ “ﬂ komputer 1 menit [a) Draft akia
Emummﬂumwg Aplikasi S1AK —

8. Cetak Kutipan Akta a) Computer 2 menit - Register dan
Perkawaninan menggunalkan b} Printer Akta
Aplikasi SIAK ﬁ 4= c) ATK Perkawinan

_ d) Blanko akta

9, Mengarsipkan Berkas h a) Komputer atau |5 menit |a) Draft akta
Pemohon /Scanming ponsel pengakuan
Dokumen Menggunakan Q anak
Aplikasi Helpme __

10. |Menyerahkan Kutipan Akta a) ATK 2 menit |a) Register dan
Pengakuan Anak Kepada 1 b) Blanko Kutipan Kutipan akta
Pemohon _ _ . Akta pengakuan

¢} Blanko Akta Anak
pengakuan anak

11. Selesai Menerima Dokumen ) a) Bukti 3 menit [a) Kutipan Akta

D E pengambilan pengakuan
. < S [ w,w .ﬁ P& o anak _ |
- at | el
L b 74 L BURATNT LAUT,
g pkretans Daerah |
seasiai ity -
psisten VLTI )
A
Kepala SKPD . H/SUKAMTA
b ol S
_ﬁhuum Hukum Zrgw




LAMPIRAN XLVII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :
TANGGAL
'PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR SOF
. TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVIST

DINAS KEPENDUDUKAN DAN TANGGAL EFEKTIF =
PENCATATAN SIPIL DISAHKAN OLEH BUPATI TANAHM LAUT ]

NAMA S0P SOF PENEREITAN AKTA
PENGESAHAN ANAK

| DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Kependudukan
2011); bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- c)Memiliki Kesabaran
'\ Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran d)Memiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013}, e) Berkomitmen dan bertanggung jawab
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian f] Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala Pekerjaannya
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998, g)Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan _
A. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang baik
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018); _ SIAK

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional,

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penvelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

G, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil i
Kabupaten Tanah Laut;

10, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

| Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah |

e
S
I



Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25),

11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
25);

KETERKAITAN

PERALATAN

1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga

PERINGATAN

e e OO oD

ATK

. Almari/Rak Arsip
Komputer

. Printer

. Aplikasi SIAK
Handphone

. Aplikasi Helpme

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesugdi standar,;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal | hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

4. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

5. Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 {satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

1.Buku Agenda
2.Form Verifikasi
3.Form Permohonan
4. Data Base Pemohon
5.Berkas Permohonan
6.Dokumen Digital




SOP mmﬁmmmﬁbz AKTA PENGESAHAN ANAK

Pelaksana

Mutu Baloa

-

A

-~

.u..: £ i ” ERL umm.ﬁ. :,_..J”H “_

F — - Ketera |
No. Uraian Prosedur Operator | Kabid / | Kepala Persyaratan/
Pemohon FO Capil Kakie _ Dinas |  Kelen dlcspian Waktu Cutpuat nm_mn_|
1. Mulia pengajuan online ) Formulir 5 menit la) Berkas
atau manual ﬁUa Pelaporan Permohonan
Pemohon menyerahkan Pengesahan Anak b) Form
berkas persyaratan kepada b) Surat bukti telah Permohonan
petugas melakukan
perkawinan sah
menurut agama
c| Akta
Perkawinan /Akta
Nikah Orangtua
d} Kutipan Akta
Kelahiran Anak
e] Surat Pengantar
dari Kelurahan
f) KK dan KTP-el
pemohon
b g} KTP 2 orang saksi
2. Menerima dan mengoreksi a) Form Kendali 5 menit ja) Check list
kelengkapan persyaratan, b) Berkas Pemohon b) Berkas
jika tidak lengkap di c} ATK pemohonan
kembalikan ke pemohon, TIDAK TIDAK d) Computer
jika persyaratan lengkap di e} printer
teruskan kepada pejabat llvoﬁ.
3. Mengoreksi , Memverifikasi la) Berkas 5 menit |a) Berkas
dan memberikan paraf Permohonan Permohonan
berkas, jika data tidak b) ATK b) Check list
sesuai dikembalikan to
kepada FO dan jika sesum _
- di teruskan ke operator YA o
| o R
ST T T PARAL pasiat | A |
T I P e P



Sekretaris Daerah

Asisten LI

Kepala SKPD

Kabag Hukum

i ~ Pelaksana B ) Mutu Baku | ntara
e, Usgtian Prosedur Pemohon FO D_M.M.Mmﬁ_nﬂ NMMMM__ HM”M MHM Nﬁﬂﬂﬂhﬂh Waktu Output ngar
ES Menyerahkan tanda bukti a) Resi bukti 1 menit [a) Resi
pendaftaran pada pemohon pengambilan pengambilan
3 Mengentry data dan a) Computer 10 menit ) Registrasi
mencetak draft kutipan ¥ b} Printer dan akta
akta c} ATK
d) Blanko akta i .
6. Pengajuan sertifikasi 1 menit |a) Draft akta
elektronik Akta Pengesahan a) Computer
Anak -
7. Sertifikasi elekronik v |a) komputer 1 menit @) Draft akta
menggunakan Aplikasi J
STIAK
8. Verifikasi sertifikasi a) komputer 1 menit |a) Draft akta
kelahiran 5
9. Mengarsipkan Berkas _ a) Komputer atau 5 menit [a] Dralt akta
Pemohon /Scanning ponsel
Dokumen Menggunakan
Aplikasi Helpme [
10. Meregistrasi dan mencetak a) ATK 2 menit |a) Register dan
Kutipan Akta Pengesahan . . 7 b) Blanko Kutipan Kutipan akta
Anak — Akta pengesahan
_. \\.._ ¢] Blanko Akta anak
Pengesahan anak . N
11. Pemohon menerima D a) Bukti 3 menit [a] Kutipan Akta
Kutipan Akta Pengesahan “ pengambilan (resi) Pengesahan
Anak dengan menunjukkan Anak
‘bukti pengambilan, _  lishatan



LAMPIRAN XLVIII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR
TANGGAL
_ PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT NCMCR SOF
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN [iavcca, Grerc s
mw“m..zg.H..W_H.E SIPIL DISAHEAN OLEH BUPATI TANAH LAUT
NAMA EO0P _ SOP PEMBATALAN AKTA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Kependudukan
| 2011) b)Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- c) Memiliki Kesabaran
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran d)Memiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013}; e) Berkomitmen dan bertanggung jawab
3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala Pekerjaannya
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998); g} Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang baik
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);
5, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Pendudulk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan, _
7 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
0. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil i
Kabupaten Tanah Laut;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah - B o -




Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
25);

KETERKAITAN

1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga
2. SOP Penerbitan KTP-el
3. SOP Penerbitan Akta Kelahiran

PERALATAN

a. ATK
b. Almari/Rak Arsip
c. Komputer

d. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,

. oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 harn,

4. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

5. Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

1.Buku Agenda
2.Data Base Pemohon
3.Berkas Permohonan




SOP PEMBATALAN AKTA

Pelaks ana

Mu EHME_E

. ; — = Keter
No. Uraian Prosedur Front Kabid / | Kepala
i Pemohon Office Ope ﬂw AT | prasis Dinas Persyaratan /Kelengk apan Waktu Output angan
1./ Mulai pengajuan online h) Permohonan perbaikan akta 5 Berkas
atau manual _ kelahiran menit [Permohonan
Mengajuan berkas dengan H_i Surat pernyataan kebenaran data
kelengkapan persyaratan U j] Salinan penetapan pengadilan
negeri
k) Kutipan Akta Kelahiran
TIDRK 1} KTP-el dan KK
m) Copy KTP-el 2{dua) crang
saksi ) o
2| Menerima dan Meneliti > ” TIDAK Form Permohonan dan Data 5 Berkas
kelengkapan berkas . g Dukung pemohon Menit | Permohonan
3. Memverifikasi dan i Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi,
memvalidasi Dokumen . -AV Menit | Berkas
Permohonan Permohonan
4 Melakukan Entry Data e L Aplikasi SIAK, Komputer, Berkas | 10 Database
SIAK permohonan dan ATK, Menit | pemohon
5. Penerbitan PPA [ Aplikasi SIAK, Printer, Komputer | 2 PPA
— 1 Menit
6| Mengarsipkan Berkas - Handphone, Scanner dan Arsip 5 Doku lmen Digital
Permnohon/ Scanning _ _ Pemohon, Almari/Rak Arsip Menit
Dokumen Menggunakan Aplikasi Helpme
Aplikasi Helpme N o
7 |Menanda Tangani PPA PPA, ATK 2 PFPA
Menit
" 8 Menyerahkan PPA Kepada PPA, ATK, Buku Agenda 5 PPA
Pemohon _ Lu.._u. Menit
9/ Selesai Menerima _ . 1 Menit | Register Akta dan
 Dokumen Kependudukan | C_J*" Jebaian v A Kutipan Akta
sekretants Daerah 4
Asisten L1111 AH'LAUT,
Hepala SKPD Fied
Kabag Hukum | R A TA
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NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

' NOMOR SOF

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL, PEMBUATAN

| TANGGAL EFEKTIF

TANGGAL REVIST

DISAHXAN OLEH BUBATI TANAH LAUT
NAMA S0P SOP PEMBETULAN AKTA

DASAR HUKUM

[KUALIFIKASI PELAKSANA

4%

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 t{entang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomeor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pe ndaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi  Kependudiikan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Kependudukan

bjRamah, Sopan, Jujur dan Telifi

¢) Memiliki Kesabaran

- d)Memiliki Integritas

e) Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

g)Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik
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Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

| 1.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
25);

 KETERKAITAN

PERALATAN

1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga
7. SOP Penerbitan KTP-el
3. S0P Penerbitan Akta Kelahiran

a. ATK

b. Almari/Rak Arsip
¢. Komputer

d. Printer

MHI.HEBPHE

oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

4. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

5. Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbullan kerusakan arsip,

PENCATATAN & PENDATAAN

1.Buku Agenda
2.Data Base Pemohon
3.Berkas Permohonan

S—
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SOP PEMBETULAN AKTA

ﬁ..u.mmmebm . Mutu Baku Keter
N Vraian Progedur Pemohon MMMMM Operator Hmw%nm mwwmm.wm Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output angan
1/ Mulal pengajuan online . h) Permohonan perbaikan akta | 5 Berkas
atau manual kelahiran menit [Permohonan
Mengajuan berkas dengan _ i) Surat pernyataan kebenaran data
kelengkapan persyaratan o j] Salinan penetapan pengadilan
Papan poowy . D... negeri
k) Kutipan Akta Kelahiran
PLIDAK 1) KTP-el dan KK
1m) Copy KTP-el 2{dua) orang
salsi
2| Menerima dan Meneliti . TIDAK Form Permohonan dan Data 5 Berkas
kelengkapan berkas Dukung pemohon Menit | Permohonan
 3|Memverifikasi dan 5 Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi,
memvalidasi Dokumen . Menit | Berkas
Permohonan Permohonan
4 Melakukan Entry Data o T e Aplikasi SIAK, Komputer, Berkas | 10 | Database
SIAK permohonan dan ATK, Menit | pemohon
5. Penerbitan PPA , N Aplikasi SIAK, Printer, Komputer | 2 PPA
| M . Menit
6. Mengarsipkan Berkas l Handphone, Scanner dan Arsip | 5 Doku lmen
Pemohon /Scanning A w Pemohon, Almari/Rak Arsip Menit | Digital
Dokumen Menggunakan Aplikasi Helpme
| Aplikasi Helpme - ol
7| Menanda Tangani PPA PPA, ATK 2 PPA
P ) . : Menit
8. Menyerahkan PPA Kepada PPA, ATK, Buku Agenda 5 PPA
Pemohon _ _ _.... Menit
9| Selesai Menerima | 5 B PPA / Kutipan Akta 1 Menit | Kutipan Akta
Dokumen Kependudukan | ﬂ|J..5|_I||H o o = N
- i3 ek
sokretarts Daerah | m BUP4HY g uT,
Asisten 11U111 im_ » .. h.? :
| epala SKPD f’ % HSUKAMTA
e N Y
_ Kabag Hukum __ e
B &7
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NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

| NOMOR S0P -
_1pwmmﬁh PEMBUATAN |
ANGGAL REVISI

M?GQPH_ EERNELCE

DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT
NAME S0P SURAT KETERANGAN LAHIR
MATI

| KUALIFIKASI PELAKSANA

1. _Cmmmbm-dmnmbm Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 45 Tahun 1998);

4, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penvelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

Q. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang |

a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Kependudukan

bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti

¢} Memiliki Kesabaran

diMemiliki Integritas

ﬁ,_ Berkomitmen dan bertanggung jawab

a Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik
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Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Tanah Laut Nomor

| 25); .
KETEREAITAN [m.ﬂE.HMH
- a. ATK
b. Almari/Rak Arsip
c. Komputer
d. Printer
 PERINGATAN -

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon vang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per itern kegiatan,

_Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu] hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

o s

1.Buku Agenda
2. Data Base Pemohon
3.Berkas Permohonan
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SOP KETERANGAN LAHIR MATI

Pelaksana - Mutu Baku ket
i | Je E R Pemohon MMMM Operator Wm_muwﬁwmm mw.upwmmhmm Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output mbmmhm
1. Mulai Surat _ﬁnﬁwmnmmb lahir mati;| 5 Berkas
Mengajuan berkas dengan ﬂ atau menit Permohonan
kelengkapan persyaratan Pernyataan dari orang tua
b T DAK kandung atau wali bagi yang|
tidak memiliki surat
) keterangan lahir mati
2| Menerima dan Meneliti 171 DAK Form Permohonan dan Data 5 Berkas
kelengkapan berkas o ] Dukung pemohon Menit | Permohonan
3. Memverifikasi dan Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi,
memvalidasi Dokumen T Menit | Berkas
Permohonan Permohonan
4 Melakukan Entry Data YA Aplikasi SIAK, Komputer, 10 Database
SIAK Berkas permohonan dan ATK, | Menit pemohon
5. Penerbitan Surat } Aplikasi SIAK, Printer, 2 Surat Keterangan
Keterangan Lahir Mati Komputer Menit | Lahir Mati
6. Mengarsipkan Berkas Handphone, Scanner dan Arsip| 5 Dokumen Digital
Pemohon /Scanning ﬂ | Pemohon, Almari/Rak Arsip Menit
Dokumen Menggunakan Aplikasi Helpme
Aplikasi Helpme
7| Menanda Tangani Surat SKTT, ATK 2 Surat Keterangan
Keterangan Lahir Mat Menit |[Lahir Mati
8. Menyerahkan Surat SKTT, ATK, Buku Agenda 5 Surat Keterangan
Keterangan Mati Kepada —.Il_n _ Menit [Lahir Mati
Pemohon et -
9 | Selesai Menerima ﬁUA|| SKTT 1 Menit | Surat Keterangan
| Dokumen Kependudukan | — Lahir Mati
N — T —
Jabatan

sexretaris Daerah _’\ >y
Asisten LALATL _lﬂ-

Kepala SKPD ﬂ_r“(

Kabag Hukum _
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NOMOR :

TANGGAL

_ PEMERINTAH Hm@mmramﬁ TANAH LAUT

NOMOR SOF

TANAH' LauT
=

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

TANGGAL PEMBUATAN |

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

PENCATATAN SIPIL DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT K
= NAMA SOF SOP PENCATATAN PEMBATALAN
_ PERKAWINAN N

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);

4, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendafltaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 20 18};

8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
- Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional:

b. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Tnformasi
Administrasi Kependudukan;

o Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012):

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
9, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
Tanah Laut;
.10.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrast
Kependudukan

bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti

¢) Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

| &) Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik




Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25f;

11.  Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan

 Pencatatan Sipil.
KETERKAITAN

PERALATAN

a. ATK

b. Almari/Rak Arsip
‘e, Komputer

d. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak telii akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

4, Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

5. Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam S0P,

1.Buku Agenda
| 2.Data Base Pemohon
3.Berkas Permohonan




SOP PENERBITAN PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Pelaksana Mum Baku : = = - _ﬁﬁ,ﬁﬂl_
No. Uraian Prosedur Front | Kabid / | Kepala . _
Pemohon Office Operator Kasie Dinas Persyaratan /Kelengkapan Waktu Cutput angan
1| Mulai pengajuan online ﬁUn' h) Salinan putusan pengadilan yang | 5 Berkas
atau manual telah mempunyai kekuatan menit [Permohonan
Mengajuan berkas dengan . ~ hokum tetap
Hﬂﬂwﬂﬂmwﬁﬂwmb ﬂﬁﬁm_u.th.m.ﬂmuu IDAK H"_ #ﬁ_._.w:um.ﬂ akta Pencatatan m—ﬂhm
yvang dibatalkan
. B il KTP-el dan KK
2| Menerima dan Meneliti TIDAX Form Permohonan dan Data 5 Berkas
kelengkapan berkas Dukung pemohon Menit | Permohonan
3 Memverifikasi dan i Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi,
memvalidasi Dokumen v Menit | Berkas
Permohonan Permohonan
4 Melakukan Entry Data h Aplikasi SIAK, Komputer, Berkas | 10 Database
SIAK permohonan dan ATK, Menit | pemohon
5, Penerbitan SKPP Aplikasi SIAK, Printer, Komputer | 2 SKPP N N
Menit
6. Mengarsipkan Berkas Handphone, Scanner dan Arsip | 5 Dokumen Digital
Pemohon /Scanning A “ Pemohon, Almari/Rak Arsip Menit
Dokumen Menggunakan Aplikasi Helpme
| Aplikasi Helpme =
7 | Menanda Tangani SKPP SKPP, ATK 2 SKPP
Menit .
8| Menyerahkan SKPP ~ ISKPP, ATK, Buku Agenda 5 | SKPP
Kepada Pemohon _ J« _ Menit
"~ g|Sclesai Menerima D+||I+ SKPP 1 Menit | Surat Keterangan _
Dokumen Kependudukan Pemabatalan
L _ - Perkawinan i
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NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

| NOMOR SOP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAN

| TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT
NAMA SOP SOP PENCATATAN PEMBATALAN
MHNDM%PHPE

DASAR HUKUM

| KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012}

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
4, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 201] tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
Tanah Laut;

a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Kependudukan

bjRamah, Sapan, Jujur dan Teliti

¢} Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

e) Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik

.10,  Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor & Tahun 2016 tentang |

I : ——




Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25};

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudulkan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
KETERKAITAN

| PERALATAN

a, ATK

b. Almari/Rak Arsip
c. Komputer

d. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesual standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

4. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

5. Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

1.Buku Agenda
2. Data Base Pemohon
3.Berkas Permohonan




SOP PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN

Pelaksana Mutu Baku Keter
No. Uraian Prosedur Front Kabid / | Kepala -
Pemohon | e o .Dﬁﬁ.mﬁcw Cikls Dinas Persyaratan /[ Kelengkapan Waktu Output angan
1. Mulai pengajuan online AUA a) Salinan putusan pengadilan yang | 5 Berkas
atau manual telah mempunyai kekuatan menit Permohonan
Mengajuan berkas dengan = hukum tetap; o
kelengkapan persyaratan EAVER M_ wmﬂwﬂhmb%wwmmwﬂwmﬁumh.
2| Menerima dan Meneliti PN — | ripax Form Permohonan dan Data 5 Berkas
kelengkapan berkas NS - Dukung pemohon Menit | Permohonan
3. Memverifikasi dan Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi,
memvalidasi Dokumen i Menit | Berkas
Permohonan Permohonan
4 Melakukan Entry Data | YA Aplikasi SIAK, Komputer, Berkas | 10 Database
SIAK permohonan dan ATK, Menit | pemohon
5/ Penerbitan PPP } Aplikasi SIAK, Printer, Komputer | 2 PPP
. Menit
6| Mengarsipkan Berkas Handphone, Scanner dan Arsip S Doku 1men Digital
Pemohon /Scanning A wrﬂw Pemohon, Almari/Rak Arsip Menit
Dokumen Menggunakan Aplikasi Helpme
Aplikasi Helpme B N i
7| Menanda Tangani PPP PPP, ATK 2 PPP
Menit
8 | Menyerahkan PPP Kepada o PPP, ATK, Buku Agenda | 5 PFP
Pemohon _ ..I.-_n L_ Menit
| 9/Selesai Menerima HU._ |.|_. Surat Keterangan Perceraian 1 Menit | Surat Keterangan
Dokumen Kependudukan | L o Perceraian

Jabatan

Sakretars Daerah /

I
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NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR SOF

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAN

"TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH BUOPATI TANAH LAUT

NAMA SOF SOP SURAT KETERANGAN

PENGANGKATAN ANAK

'DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

b

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional,

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan dan Pencatatan Sipil  di
Kabupaten Tanah Laut,

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Kependudukan

bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti

¢} Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

e} Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

g|Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik




Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor

25); ] | :
KETERKAITAN PERALATAN )
5 a. ATK
b. Almari/Rak Arsip
c. Komputer
d. Printer
PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan vang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemchon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

_Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

_Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 {satu) han tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

A4

1.Buku Agenda
2.Data Base Pemohon
3.Berkas Permohonan




SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGANGKATAN ANAK

- Pelaksana o _ Mutu Baku Keter
No. Uraian Prosedur Front | Kabid / | Kepala | _
i _w.mﬂc:on Office Operator Kasie | Dinas Persyaratan /Kelen mw.mﬁms Waktu Output angan
1| Mulai pengajuan online a) Salinan penetapan 5 Berkas
atau manual pengadilan menit [Permohonan
Mengajuan berkas dengan b) Kutipan akta kelahiran anak
lkelengkapan persyaratan A T ¢) KK Orang tua angkat
d) KTP el; atau
I I DAK e) Dokumen perjalanan orang
tua angkat bagi orang tua
orang asing
2.| Menerima dan Meneliti TIDAK Form Permohonan dan Data | 5 Berkas
kelengkapan berkas Dukung pemohon Menit | Permohonan
3. Memverilikasi dan ) Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi,
memyvalidasi Dokumen o -A Menit | Berkas
Permohonan Permohonan —
4 Melakukan Entry Data I TA Aplikasi SIAK, Komputer, 10 Database
ISIAK Berkas permohonan dan ATK, | Menit | pemohon
5/ Penerbitan SKPA m Aplikasi SIAK, Printer, 2 SKPA
Komputer Menit ]
6./ Mengarsipkan Berkas Handphone, Scanner dan Arsip; 5 Doku 1lmen
Pemohon /Scanning Pemohon, Almari/Rak Arsip Menit | Digital
Dokumen Menggunakan Aplikasi Helpme
Aplikasi Helpme
7 |Menanda Tangani SKPA SKPA, ATK 2 SKPA
Menit
8. Menyerahkan SKPA SKPA, ATK, Buku Agenda 5 SKPA
Kepada Pemohon _ T Menit
9! Selesai Menerima 1 SKPA . 1 Menit | Surat
| Dokumen Kependudukan ﬁUA| )
Jabatan Paral P_4 ?—\,
Senretans Dasrah m,_..ﬁa ' TANAH LAUT,
Asisten VLI @ﬁ 5
’ 1 i e
| kepata skeD | [fF \*\| £, “H. SUKAMTA
Kabag Hukum | | N\ S
Ay Wb
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NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMGR SOP _

TAMAH LAUT
._F-

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIE

DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT

SOP PENCATATAN
PERUBAHAN NAMA (PPN)

NAMA SOP

1.

8.

9,

DASAR HUKUM

| KUALIFIKASI PELAKSANA

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 82 Tahun
2011)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013},

_ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998),;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan [nformasi
Administrasi Kependudukan;

Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 549 Tahun 2012,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tenlang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 fentang
Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Kependudukan

b)Ramah, Sopan, Jujur dan Telit

¢} Memiliki Kesabaran

djMemiliki Integritas

) Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik




Kabupaten Tanah Laut;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25)

KETERKAITAN

1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga
7. SOP Penerbitan KTP-¢l
3. SOP Penerbitan Akta Kelahiran

PERALATAN

a, ATK

b. Almari/Rak Arsip
c. Komputer

d. Printer

| PERINGATAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya. Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

4, Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per itemn kegiatan;

5. Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

PENCATATAN & PENDATAAN

1.Buku Agenda
2.Data Base Pemohon
3. Berkas Permohonan

e
T ten
|
|
|




SOP PENCATATAN PERUBAHAN NAMA (PPN}

Pelaksana Mutu Baku -

Bt Ursian Ropmsioy Pemohon | Front Operator Kabid / | _ﬁnmﬂam Persyaratan/Kelengkapan ] Waktu | Output _MMM. HM.M
i s Office ﬁm| Kasie Dinas i P - P il
1| Mulai pengajuan online a) Permohonan perbaikan akta 5 Berkas

atau manual kelahiran menit [Permohonan
Mengajuan berkas dengan | b) Surat pernyataan kebenaran data
kelengkapan persyaratan DI' c) mmmnmn penetapan pengadilan
negeri
T IDRK d) Kutipan Akta Kelahiran
e] KTP-el dan KK
! ) Copy KTP-el dorang saksi
2| Menerima dan Meneliti TIDAK Form Permochonan dan Data 5 | Berkas
kelengkapan berkas Dukung pemohon Menit | Permohonan
3. Memverifikasi dan Berkas pemohon, ATK 10 | Form Verifikasi,
memyvalidasi Dokumen YA - Menit | Berkas
Permohonan Permohonan
4 Melakukan Entry Data | e Aplikasi SIAK, Komputer, Berkas | 10 Database
SIAK i . permohonan dan ATK, Menit | pemohon
5. Penerbitan PPN Aplikasi SIAK, Printer, Komputer | 2 " PPN -
| Menit
f.| Mengarsipkan Berkas Handphone, Scanner dan Arsip 5 Doku 1lmen
Pemohon /Scanning n{ Pemohon, Almari/Rak Arsip Menit | Digital
Dokumen Menggunakan Aplikasi Helpme
| Aplikasi Helpme —
7| Menanda Tangani PPN PPN, ATK 2 PPN
Menit
8| Menyerahkan PPN Kepada Bl i PPN, ATK, Buku Agenda 5 PPN
h _||— ’ _ nit
Pemohon L - Me . R |
9, Selesai Menerima ‘ PPN/ Kutipan Akta 1 Menit  Kutipan Akta
Dokumen Kependudukan D | | o
Jabatan

Sekratarts Daerzh

Aslsten KA

Kepala SKPD

Kabag Hukum
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NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

| NOMOR S0P

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAN |

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT

NAMA SOP

STATUS KEWARGANEGARAAN

SOP PENCATATAN PERUBAHAN

| DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

i1.

(9]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan;

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomeor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Administras:
Kabupaten Tanah Laut;

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Kependudukan

b)Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti

c) Memiliki Kesabaran

| d)Memiliki Integrilas

€) Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik




Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25};

11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
25);

KETERKAITAN

| PERALATAN

a. ATK
b. Almari/Rak Arsip
c. Komputer

‘d. Printer

| PERINGATAN

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya, Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 har;

4, Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

5. Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

1.Buku Agenda
2 .Data Base Pemohon
3.Berkas Permohonan




SOP PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

- . Pelaksana Mutu Baku — | Keter
R Sl Pemohon MM.MM_M Gﬁnwwwcn ?mww.wax HWMWMHM Persyaratan /Kelengkapan Waktu Output angan

1. Mulai pengajuan online a) Salinan penetapan pengadilan | 5 Berkas

atau manual negeri tentang peristiwa menit [Permohonan

Mengajuan berkas dengan penting lainnya .

kelengkapan persyaratan b) Kutipan akta Pencatatan Sipil

c] KTP-el dan KK

2| Menerima dan Meneliti ) Form Permohonan dan Data 5 Berkas

kelengkapan berkas TIDAK Dukung pemohon Menit | Permohonan
3! Memverifikasi dan o Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi,

memvalidasi Dokumen o .\ v Menit | Berkas

Permohonan TN Permohonan
4 Melakukan Entry Data R Aplikasi SIAK, Komputer, Berkas | 10 | Database

STAK permohonan dan ATK, Menit | pemohon
5| Membuat catatan pinggir . w—\J Register Akta dan Kutipan Akta | 2 PPSK

- Menit

6.| Mengarsipkan Berkas Handphone, Scanner dan Arsip 5 Dokumen Digital

Pemchon /Scanning ¥ Pemohon, Almari/Rak Arsip Menit

Dokumen Menggunakan Aplikasi Helpme

Aplikasi Helpme _ .
7| Menyerahkan Kutipan Kutipan Akta yang telah diberikan| 5 Kutipan akta yang

| Akta Kepada Pemohon — _1.. catatan pinggir Menit telah diberikan

i . = ) __catatan pinggir

8| Selesai Menerima Kutipan akta yang telah | Menit | Kutipan akta

Dokumen Kependudukan CO+ diberikan catatan pinggir vang telah

diberikan catatan

Asisten ViV _H.‘

.-_.J.._.
.

Kepala SKPD /4_

S
E

pinggir
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NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

| NOMOR SOP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

| DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT

‘NAMA SOP SOP PENCATATAN PERISTIWA
PENTING LAINNYA

DASAR HUKUM

| KURLIFIKASI PELAKSANA

L. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

B. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

T Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras:
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
Tanah Laut;

,10.  Peraturan Daerah Kabupalen Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Kependudukan

b)Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti

c) Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

¢) Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik




Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

.11, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

KETERKAITAN

PERALATAN

a. ATK
b. Almari/Rak Arsip

‘c. Komputer
\d. Printer

PERINGATAN =

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar;

2, Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat
proses selanjutnya, Memahami persyaratan Kartu Keluarga merupakan hal
vang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;

3. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan Kartu Keluarga maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal
maksimal 3 hari;

4. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan,

5. Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 {satu) hari tidak dihitung
berdasarkan total waktu dalam SOP.

1.Buku Agenda
2. Data Base Pemohon
3.Berkas Permohonan

__ o c SARAF
AN 1“=_

Ty



SOP PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

—

gekretarts Daerah
Asisten V1T
r.,.lnmwm_m SKPD
:.N;ﬂ.m_m_m I-:_ﬂ._.__.__

Japatan

Pelaksana Mutu Baku Keter
e Utadien Sxducdur Pemohon M%H Operator _ﬁmwm_mx _Wﬂ Mmm Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output mhmﬂuw

1. Mulai ) h) Salinan penetapan pengadilan | 5 Berkas

Mengajuan berkas dengan negeri tentang peristiwa menit [Permohonan

kelengkapan persyaratan penting lainnya

[FEDRK i} Kutipan akta Pencatatan Sipil
. jl_KTP-el dan KK

2. Menerima dan Meneliti . . Form Permohonan dan Data 5 Berkas

kelengkapan berkas ¢ LIRAR Dukung pemohon Menit | Permohonan
3| Memuverifikasi dan B Berkas pemohon, ATK 10 Form Verifikasi,

memvalidasi Dokumen e .AV Menit | Berkas

Permohonan Permohonan
4 Melakukan Entry Data YA Aplikasi SIAK, Komputer, Berkas | 10 Database

SIAK _ __ permohonan dan ATK, Menit | pemohon
5| Membuat catatan pinggir rilt_\l_ Register Akta dan Kutipan Akta | 2 SKPP

- Menit

6.|Mengarsipkan Berkas Handphone, Scanner dan Arsip 5 Dokumen Digital

Pemohon /Scanning ﬂ:{ il Pemohon, Almari/Rak Arsip Menit

Dokumen Menggunalan Aplikasi Helpme

Aplikasi Helpme B -
7.|Menyerahkan Kutipan Kutipan Akta yang telah diberikan| 5 Kutipan Akta yang

Akta Kepada Pemohon Dﬁ‘ catatan pinggir Menit [telah diberikan

o ] — B L catatan pinggir

8/ Selesai Menerima Kutipan Akta yang telah 1 Menit | Kutipan Akta

Dokumen Kependudukan C )+ diberikan catatan pinggir yang telah

diberikan catatan
H i i | — = pinggir




LAMPIRAN LVII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

| NOMOR S0P

m

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

| DISAHKAN OLEH

BUPATI TANAH LAUT

NAMA SOP

Perneliharaan Komputer

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018};

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Pendudulk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Neomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor & Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten %mbm.r

*-'—-r:-an.

Informasi

Pekerjaannya

a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Teknologi

bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti

c) Memiliki Kesabaran

d) Memiliki [ntegritas

¢) Berkemitmen dan bertanggung jawab

) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang

g) Mampu berkemunikasi dan berkoordinasi dengan

baik
hjMampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
SIAK
|
PARAF FRRAE | PARAF PARAF
_‘;&}EEE_E MASUBBAS FPHO | RABD 21 ShF0 | RASHASUBBAGSHPY

_, EERAELE




in Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
71 Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
gas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan

11

KET

PERALATAN

e —

PER

a. ATK

b. Komputer
c. Printer

d. Tools

e. Aplikasi dan Sistem Operasi

PENCATATAN & PENDATAAN

L. Kita bisa menyebabkan hilangnya data pengguna
2. Fﬂ&E menggunakan aplikasi standard dan bukan
a

3. Ry /konstleting
4. m.unm.mnﬁm&nmu per item kegiatan;

e

1.Ceklist
2.Laporan

PHAAF |
KASAG HUKUM | KASUBEAR St

v A i

KEFALA SHPD

| {




SOP PEMELIHARAAN KOMPUTER

No Uraian Prosedur - ___ Pelaksana B Mutu Baku i Ketera
Pelaksana | Kasi SIAK Kabid PIAK | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu Cutput | ngan
- Prakom B e
1 Mulai ﬂv
2 | Membuat Jadwal Pemeliharaan _I_r - ATK ' 30 menit [Jadwal
Komputer < - Komputer pemelihara
ik, - Tools an
3 | Mengetahui dan Menyetujui J/ Jadwal pemeliharaan 15 menit [Jadwal
T pemelihara
- —) S an
4 | Disposisi Pelaksanaan Pemeliharaan - ATK 10 Menit
Komputer ﬂ L.un
5 | Menjalankan Antivirus / Update < - Komputer 120 i
- _Internet menit
6 | Melaksanakan Pembersihan Program - Komputer 120
llegal dan Pembersihan file vang - Tools menit
tidak terpakai dan Pembersihan IQ
Komputer
7 | Pengajuan Instal Sistem Operasi dan G 30 Menit
Standar Aplikasi
'8 | Instalasi Sistem Operasi dengan ’ Standar Aplikasi dan 180 4
standar aplikasi b Sistem Operasi menit
9 Pembuatan Laporan Pelaksanaan IH - ATK 30 menit
Pemeliharaan ] - S
9 | Mengetahui dan Menyetujui _ ) - ATK 10 Menit | Laporan
10 | Selesai m _
* — — [ h—

Jabatan |
Sekredanis Dasralh |

—




LAMPIRAN LVIII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 2
TANGGAL

[ PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR sSop

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

| TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT

NAMA SOP Pemeliharaan Jarkomdat Point
| to Point Ke Kecamatan
| DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA il
L. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan a}Memiliki Pengetahuan di Bidang Teknologi k|
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Informasi
2011); b)Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- c) Memiliki Kesabaran
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran djMemiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 20 13); €) Berkomitmen dan bertanggung jawab
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pekerjaannya
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998); gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang baik
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018); SIAK
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional:
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  di
Kabupaten Tanah Laut;
__10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang | N
U pARAF [ PARAF | SARSF | PARAF | BAamaF |
| KEMALA SKEG | KABAG HUKUM

Pan
P e |
HASUAEAS z&.L RABID: RA&iG 3970 | Seganat i€ aa g

+ ] [}

[




Laut Tambahan Lembaran Daerah
11.Peraturan Bupati Tanah Laut N
Susunan Organisasi, Tugas dan

Pencatatan Sipil.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah |

Kabupaten Tanah Laut Nomer 25);
omor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan

KETERKAITAN

— NI

PERALATAN

a. ATK

b. Komputer
¢. Printer
d. Tools

e. Radio

 PERINGCATAN

PENCATATAN & PENDATAAN

3. Wajib menggunakan APD Lengkap

1. Resiko bahaya kematian akibat arus pendek /konstleting
2. Resiko bahaya kematian akibat kecelakaan

4. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

1.Ceklist
2.Laporan




SOP PEMELIHARAAN JARKOMDAT POINT TO POINT KE KECAMATAN

- vz %

No Uraian Prosedur — Pelaksana . . Mutu Baku | Ketera
Pelaksana / Kasi SIAK Kabid PIAK | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu Output | ngan
) Prakom 1
1 Mulaj j
2 | Membuat Jadwal Pemeliharaan Y - ATK 30 menit | Jadwal
Jarkomdat Point to Point f— - Komputer pemelihar
_ - Tools aan
3 | Mengetahui dan Menyetujui vAV - Jadwal pemeliharaan 15 menit |[Jadwal
pemelihar
) . aan
4 | Disposisi Pelaksanaan Pemeliharaan - ATK 10 Menit
Jarkomdat m N.....
5 | Tes Koneksi dengan perintah PING < Komputer 15 menit
| e Internet -
6 | Menurunkan perangkat radio dari Komputer 120 menit
tower dan pengecekan perangkat A__ V - Tools
radio - Radio
E }..T_H..‘_
7 | Pengajuan Penggantian Alat Radio G - ATK 30 Menit
8 | Penggantian Perangkat Radio - Radio 60 menit
i Tools
- APD
9 | Pemasangan Perangkat Radio ] - ATK 180 menit
11 | Pembuatan Laporan Pelaksanaan L 30 Menit
Pemeliharaan g
12 | Mengetahui dan Menyetujui ) ATK 10 Menit | Laporan
13 | Selesai w | =
|
__ . Jabatan Parat = TAN uT,
| Sekretaris Dasrah ) Py
1
| Asisten L1/l -
! e s TA
| Kepala SKPD | = .
Kabag Hukum ﬂ > A
* —
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NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NCOMOR SOP B

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH | BUPATI TANAH LAUT

NAMA S0P wmuzﬂ:.umhmmﬁ m.md._,ma.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 20 13);

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional:

. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan:

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah

| KUALIFIKAST PELAKSANA .

a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Teknologi
Informasi

bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti

c) Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

¢) Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik

hjMampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
SIAK

3
-
—
<



Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. |
KETERKAITAN | PERALATAN
- a. ATK
b, Kemputer
c. Server
d. Printer
e. Tools
PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN
1. Resiko bahaya kematian akibat arus pendek /konstleting 1.Ceklist
2. Kesalahan pembersihan data bisa menyebabkan hilangnya data 2.Laporan
3. Instalasi aplikasi yang wajib menggunakan aplikasi standard dan bukan
aplikasi ilegal,
4. Penicapaian wakiu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

J 1 _._...._.TH.._.H. 1 = _uu_..._ ...._Lu T o
ik BEE | ARED sathning B vaeiioie Finmb | Phsds i
LRS00 | HARAS nyun AASUBBAC PRUD { XABSD) bakag sira | | .

i e

_;rﬁ_ ‘t% b




SOF PEMELIHARAAN SERVER

| No | Uraian Prosedur _ ] Pelaksana . . B Mutu Baku Ketera
Pelaksana / | Kasi SIAK | Kabid PIAK | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu ' Output |ngan
Prakom o -
1 | Mulai ﬂ
2 | Membuat Jadwal Pemeliharaan v - ATK 30 menit |Jadwal
Server . - Komputer pemelihar
P ; - Tools aan B
3 | Mengetahui dan Menyetujui - Jadwal pemeliharaan 15 menit |Jadwal
v/ pemelihar
aan N
4 | Disposisi Pelaksanaan Pemeliharaan - ATK 10 Menit
Server m m..
9 | Tes Koneksi Jarkomdat, Database, -  Komputer / Server 120 menit
Update Anti Virus, Update Sistem 2 - Internet
Operasi
6 Melaksanakan Pembersihan Program - Komputer / Server 120 menit
llegal dan Pembersihan file yang - Tools
tidak terpakai dan Pembersihan Radio
Server
7 | Pengajuan Penggantian Hardware G ATK 30 Menit
8 | Penggantian Hardware Komputer / Server 60 menit
_ o " - Tools
11 | Pembuatan Laporan Pelaksanaan - ATK 30 Menit
Pemeliharaan |
12| Mengetahui dan Menyetujui ) ATK 10 Menit | Laporan
13 | Selesai m _

Jabatan
Sakretarts Daerah

Asisten L1111

Kepata SKFD
Kabag Hukum




LAMPIRAN LX PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR £
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | NOMOR_SOF

TANGGAL PEMBUATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN |TANGGAL revis:

| TANGGAL EFEKTIF

PENCATATAN SIPIL DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT
NAMA S0P Backup Data Server
DASAR HUKUM . KUALIFIKASI PELAKSANA
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan - a]Memiliki Pengetahuan di Bidang Telkmnologi
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Informasi
2011); bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- ¢} Memiliki Kesabaran
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran d)Memiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013); e) Berkomitmen dan bertanggung jawab
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pekerjaannya
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998); g)Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang - baik
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018); SIAK

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

| 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 20 12);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

| 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

boap



Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah |
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, )
KETERKATITAN ) PERALATAN
= a. ATK
b. Komputer
c. Server
| d. Printer
e. Tools 5
| PERINGATAN . PENCATATAN & PENDATAAN
1. Resiko bahaya kematian akibat arus pendek /konstleting 1.Ceklist
2. Kesalahan backup data bisa menyebabkan hilangnya data | 2.Laporan
3. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan; _
_ _

( PRHAF | PARAT | PARAF __I-.i.z_m._.u,..n._r.M- TR
ﬁhm_._.g A YO0 | IGAELL G U § MABUHBAG PAND § KADIY ) Raghd w0 § s

o i, S - b et et ot i S e

NAENESNILE
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SOP BACKUP DATA SERVER

Uraian Prosedur i Pelaksana Mutu Baku Ketera
Pelaksana / Kasi SIAK Kabid PIAK | Persyaratan [ Kelengkapan | Waktu _ Cutput | ngan
" | Prakom
1 | Mulai ()
2 | Membuat Jadwal Backup Data v ATK 30 menit |Jadwal
Server B ; - Komputer backup
3 | Mengetahui dan Enuw.ml_E__E : |- Jadwal Backup 15 menit  |Jadwal
v._./ backup
4 | Disposisi Pelaksanaan Backup Data - - ATK 10 Menit o
Server ﬂ .
o Tes Koneksi meraﬂnﬂm. Database, | = = Komputer / Server 60 menit
dan non aktifkan service L - Internet
6 | Melaksanakan Backup Data Server . - Komputer / Server 480 menit
Pelayanan, KTPel, Perekaman, Arsip - External Disc
Digital dan Server online pelayanan
T mnum&m.mln Restore Database - Komputer / Server 30 Menit
8 | Restore dan Backup Ulang Data g Komputer / Server 480 menit
|| Server il - External Disk o
11 | Pembuatan Laporan Pelaksanaan ATK 30 Menit
Backup data Server . ] e
12 | Mengetahui dan Menyetujui ﬂ - ATK 10 Menit | Laporan
13 | Selesai ‘m
= ==
Jabatan LAUT,
Sekretans Daerah
Asisten I/11/111
AMTA
Kepala SKPD
Kabag Hukum
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NOMOR !
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | NGMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN |TANGGAL REVIST

TANGGAL EFEKTIF

PENCATATAN SIPIL | DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT B
- | NAMA S0P Pemeliharaan Aplikasi SIAK
DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Teknologi
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Informasi
2011); b)Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- c) Memiliki Kesabaran
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran d)Memiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013); ¢) Berkomitmen dan bertanggung jawab
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian f} Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk _ Pekerjaannya
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998); gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang baik
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018); SIAK
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut:

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Fﬁﬁhml._
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Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah | .
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
| 11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
___ Pencatatan Sipil. |
 KETERKAITAN ) | | PERALATAN
. a, ATK
b. Komputer
c. Server
d. Printer
PERINGATAN - PENCATATAN & PENDATAAN B
L. Resiko bahaya kematian akibat arus pendek / konstleting 1.Ceklist
2. Kesalahan pembersihan /update data bisa menyebabkan hilangnya data 2.Laporan
3. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kepiatan; _
Emvﬂﬁ%mu imnmﬂwé__u, THOAC o R BT
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SOP PEMELIHARAAN APLIKASI SIAK

No Uraian Prosedur w&mhwmwrm Mutu Baku . Ketera |
Pelaksana / Kasi SIAK Kabid PIAK | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu Output | ngan
Prakom
1 | Mulai ﬂ
2 | Membuat Jadwal Pemeliharaan v - ATK 30 menit |Jadwal
Aplikasi SIAK T’_ Komputer Pemelihar
. aan
3 | Mengetahui dan Menyetujui - Jadwal Backup 15 menit |Jadwal
Pemelihar
aan
4 | Disposisi Pelaksanaan Pemeliharaan - ATK 10 Menit
Aplikasi SIAK m u...
S | Tes Koneksi Jarkomdat, Database, B & Komputer / Server 60 menit B
dan non aktifkan service , - Internet
6 | Melaksanakan m.mn_ﬂ_.i Aplikasi, i - Komputer / Server 480 menit
Pembersihan Data dan File, Update f/ External Disc
Aplikasi SIAK, Ujicoba hasil
7 | Pengajuan Restore Data o @‘ N Komputer / Server 30 Menit
8 | Restore dan Update Eﬂmﬂm Aplikasi » WGEﬁﬂﬁnH [ Server 480 menit
il SIAK dan Ujicoba hasil - = - External Disk -
11 | Pembuatan Laporan Pelaksanaan ol ATK 30 Menit
Pemeliharaan Aplikasi SIAK ) -
12 | Mengetahui dan Menyetujui ) - ATK 10 Menit | Laporan
13 | Selesai - -
- Jabatan
Sekretarts Daarah
Asisten V1111
Kepala SKPD
Kabag Hukum



LAMPIRAN LXII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :
TANGGAL

[ - PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR S0P

TANGGAL PEMBUATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

| TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

= PENCATATAN SIPIL

DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT

NAMA SOP | Pemeliharaan Aplikasi SILAKAS |

' DASIM |
i .mmn_mhm Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan |
hg-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun

2. Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
‘epublik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

3. h Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sehagian
\Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
laerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);

4. h Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Fan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(n Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

9. h Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
F¢ Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

6. kn Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
#asi Kependudukan;

7. h Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
N Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Findonesia Nomor 649 Tahun 2012);

. 8. H Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Fgaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

9. H Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Fgaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kn Tanah Laut;

10.F Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

| KUALTFIKASI PELAKSANA

ajMemiliki Pengetahuan, Pengalaman Programming
di Bidang Teknologi Informasi

b]Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti

¢ Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

¢) Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

glMampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik

hjMampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
SIAK

| Pkan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanafi gk




Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); |_

11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

~

| KETERKAITAN

| PERALATAN

a. AT

b. Komputer
c. Server

d. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Resiko bahaya kematian akibat arus pendek /konstleting
2. Kesalahan pembersihan /update data hisa menyebabkan hilangnya data

3. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan:

1.Ceklist
2.Laporan




SOP PEMELIHARAAN APLIKASI SILAKAS

No Uraian Prosedur Pelaksana ) Mutu Balku o ) Ketera |
Pelaksana | Kasi SIAK Kabid PIAK | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu Output | ngan
= Prakom =
1 | Mulai U
2 | Membuat Jadwal Pemeliharaan v - ATK 30 menit |Jadwal ]
Aplikasi SILAKAS | .Tl|.|_ - Komputer Pemelihar
aan
3 | Mengetahui dan Menyetujui - Jadwal Backup 15 menit |Jadwal
> Pemelihar
aan |
4 | Disposisi Pelaksanaan Pemeliharaan - ATK 10 Menit
Aplikasi SILAKAS <
5 | Tes Koneksi Jarkomdat, Database, - Komputer / Server 60 menit
dan non aktifkan service - Internet
6 | Melaksanakan Backup Aplikasi, - Komputer / Server 480 menit
Pembersihan Data dan File, Update - External Disc
Aplikasi SILAKAS, Ujicoba hasil
7 | Pengajuan Restore Data = N Komputer / Server 30 Menit
'8 | Restore dan Update Ulang Aplikasi a - Komputer / Server 480 menit
SILAKAS dan Ujicoba hasil ﬂ... External Disk il
11 | Pembuatan Laporan Pelaksanaan N ATK 30 Menit
Pemeliharaan Aplikasi SILAKAS . N o
12 | Mengetahui dan Menyetujui i - ATK 10 Menit | Laporan
13 | Selesai . m -
— Jabatpn

—

Sexratans Dacrah
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Asisten ViL/HI
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NOMOR -
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT NCMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN |TANGGAL REVIST

TANGGAL EFEKTIF

TANAH Laur —

PENCATATAN SIPIL DISAHKAN OLER BUPATI TANAH LAUT W
NAMA SOP Pemeliharaan Aplikasi HELPME
DASAR HUKUM | : | KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan &) Memiliki Pengetahuan, Pengalaman Programming
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun di Bidang Teknologi Informasi
2011} bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- c) Memiliki Kesabaran
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran d)Memiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 201 3); ¢} Berkomitmen dan bertanggung jawab
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian f} Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pekerjaannya
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998); g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang baik
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil hjMampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 20 18); SIAK

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012):

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  di
Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
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Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

KETERKAITAN _

PERINGATAN

 PERALATAN

a. ATK
b. Komputer
c. Server
d. Printer

PENCATATAN & PENDATAAN

1. Resiko bahaya kematian akibat arus pendek /konstleting
2. Kesalahan pembersihan /update data bisa menyebabkan hilangnya data
3. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

L.Ceklist
2.Laporan

S




SOP PEMELIHARAAN APLIKASI HELPME

[ No Uraian Prosedur | Pelaksana Mutu Baku - ) Ketera
Pelaksana / | Kasi SIAK | Kabid PIAK | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu Output | ngan
o Prakom =
1 Mulai U
| 2 | Membuat Jadwal Pemeliharaan ¥ - ATK N 30 menit |Jadwal
Aplikasi HELPME ¢ 7 - Komputer Pemelihar
aan
'3 | Mengetahui dan Menyetujui \v - Jadwal Backup 15 menit  [Jadwal
> Pemelihar
- N aan ]
4 | Disposisi Pelaksanaan Pemeliharaan - ATK 10 Menit
Aplikasi HELPME m mn
9 | Tes Koneksi Jarkomdat, Database, - Komputer / Server 60 menit
dan non aktifkan service L - Internet
6 | Melaksanakan Backup Aplikasi, o - Komputer / Server 480 menit
Pembersihan Data dan File, Update f - External Disc
Aplikasi HELPME, Ujicoba hasil
7 | Pengajuan Restore Data G - Komputer / Server 30 Menit
8 | Restore dan Update Ulang Aplikasi - Komputer / Server 480 menit |
HELPME dan Ujicoba hasil e - _External Disk B
11 | Pembuatan Laporan Pelaksanaan y_lj - ATK 30 Menit
| Pemeliharaan Aplikasi HELPME - I
12 | Mengetahui dan Menyetujui 5 - ATK 10 Menit Laporan
13 | Selesai _ _ M| i N
3 o . i Jabatagd
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F}EEF&Zrﬁiﬁmﬂm}q.ﬂmmzmcv}ﬂﬁﬁzbvmr}ﬂ%
NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAE KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR SOP
TANGGAL BEMBUATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN |TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

PENCATATAN SIPIL DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT

NAMA S0P Penggunaan Aplikasi SILAKAS
DASAR HUKUM ; | | KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan . a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Teknaologi
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Informasi
2011); bJRamah, Sopan, Jujur dan Teliti
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- c) Memiliki Kesabaran
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran d)Memiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013); ¢) Berkomitmen dan bertanggung jawab
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Talun 1998 tentang Penyerahan Sebagian f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pekerjaannya
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998); - gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang baik
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018); SIAK

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional:

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudulkan:

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  di
Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah




Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomer 25);

[1.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

KETERKAITAN } - | PERALATAN
| - SOP Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ] a. ATK
b. Komputer
c, Printer
PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN
| 1. Kesalahan penggunaan aplikasi menyebabkan tidak validnya data keluaran 1.Ceklist
2. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan; | 2.Laporan

« {0



SOP PENGGUNAAN APLIKASI SILAKAS

No Uraian Prosedur Pelaksana Mu tu Baku | Ketera
Front Office Operator Kasi Persyaratan / Kelengkapan | Waktu Output | ngan
1 | Mulai U
2 | Login dengan memasukan user dan - Komputer 2 menit
password
3 | Memproses data pengajuan ¥ Komputer 10 menit
... - Printer
4 | Melakukan verifikasi ﬁmﬂmm.m.cmh data ) 4 - Komputer 30 Menit |Hasil
di menu aplikasi SILAKAS AV - Printer Verifikasi
5 Eauum_.nmn.m hasil verifikasi dan - Komputer 60 Menit |Dokumen
mengimplementasikannya ke _ul— < - Printer Kependud
penerbitan dokumen ukan
6 | Selesai




EET:N}ZE{Tmﬁ%cgzmﬂﬁbﬂﬂpzhpzHtmcw_.
NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR SCP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN CLEH BUPATI TANAH LAUT

2011);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998},

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Penvelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

Kabupaten Tanah Laut,

10, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah

o NAMA S0P Pembuatan User Aplikasi SIAK
DASAR HUKUM B K KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Teknologi
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Informasi

bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti

c) Memiliki Kesabaran

d) Memiliki Integritas

¢) Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik

h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
SIAK
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Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23);

11, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

KETERKAITAN ) PERALATAN
a. ATK
_ b. Komputer
| c. Printer
MME.HHG.FE ) PENCATATAN & PENDATARN
1. Kesalahan penggunaan aplikasi mengakibatkan tidak valid nya dokumen 1.Ceklist
kependudukan
2. Penyalahgunaan aplikasi dapat di tuntut sesuai dengan peraturan per Undang -
Undangan
3. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;




SOP PEMBUATAN USER APLIKASI SIAK

No Uraian Prosedur Pelaksana ) Mutu Baku Ketera
User Pelaksana / Kasi SIAK | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu Output | ngan
Prakom .
1 Mulai U
2 | Pengajuan Pembuatan User SIAK Komputer 10 menit
* ATK
3 | Verifikasi Komputer 10 menit
vAv Printer
4 | Memproses Pembuatan User sesuai Komputer 30 Menit
dengan hak akses penggunaannya _ Lr.... Printer
5 | Menyerahkan user dan memberikan + Komputer 180 Menit
pelatihan singkat penggunaan Printer
aplikasi SIAK
7 | Mempelajari dan menggunalkan Komputer 60 Menit
aplikasi SIAK “ Printer
8 | Selesai
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NOMOR :
TANGGAL

 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOER,_SOP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIE

DISAHXAN OLEH BUPATIT TANAH LAUT
NAMA SOP Pembuatan User Aplikasi
HELPME

1.

| KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 82 Tahun
2011);

Undang-Undang Nemor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Admimstrasi Kependudukan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013};

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laul Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

| a]Memiliki Pengetahuan di Bidang Teknologi
Informasi

bjRamal; Sopan, Jujur dan Teliti

¢) Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

e| Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik

hjMampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
SIAK

J.




Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan.
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah 4 -
Pencatatan Sipil. _

KETERKATITAN - PERALATAN
a. ATK
b. Kemputer
¢. Printer
PERINGATAN  PENCATATAN & PENDATAAN
1. Kesalahan penggunaan aplikasi mengakibatkan tidak valid nya dokumen 1.Ceklist
kependudukan
2. Penyalahgunaan aplikasi dapat di tuntut sesuai dengan peraturan per Undang -
Undangan
3. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

PhieAF _..l PATRE T
..IJIT HAL
.....llel mc.n._..u_.___bt%m__ HATEH A ) H* hm_:..._.

‘ Lo bug
i |
e i

q




SOP PEMBUATAN USER APLIKASI HELPME

No Uraian Prosedur B Pelaksana Mutu Balku | Ketera
User Pelaksana / Kasi SIAK | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu Output | ngan
Prakom .
1 Mulai a
|2 | Pengajuan Pembuatan User HELPME - Komputer 10 menit
ATK
3 | Verifikasi S Komputer 10 menit
u/V Printer
4 Memproses Pemnbuatan User sesuai 7 - Komputer 30 Menit
dengan hak akses penggunaannya ﬂ‘l - Printer
|5 | Menyerahkan user dan memberikan k - Komputer 180 Menit |
pelatihan singkal penggunaan - Printer
aplikasi HELPME ﬂ
7 | Mempelajari dan menggunakan Komputer 60 Menit
aplikast HELPME e - Printer
8 | Selesai
[ Jobatan | Parat | IR TANAH LAUT,
.,nr._..._w_.ur."_ ns L ... 1 k
M &.m__:_x.,,‘_. - __ N
Kenpala :\IP..W: 1
| abag Hukum Iz




~ PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

TANAH LAUT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN LXVII
NOMOR
_____ TANGGAL

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

.Zc. SOP

Tanggal Pembuatan

| Tanggal Pengesahan :

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh -

BUPATI TANAH LAUT

Nama 50P

Dasar Hukum

PERMINTAAN DATA

Kualifikasi Pelaksana

| 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82
Tahun 2011);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
1998);

4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan,

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian

Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan(Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611},

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut,

8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25),

9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

a)

e)

b) Ramah, sopan, jujur dan teliti;
c) Memiliki kesabaran;
d) Memiliki integritas;

Berkomitmendanbertanggungjawab;

Memiliki pengetahuan di bidang administrasi kependudukan;

Keterka itan

fi Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya,
g) Mampu berkomunikasi dan berkoardinasi dengan baik;
h) Mampu mengoperasikan kemputer dan aplikasi SIAK.
[
_
Peralatan/Perlengkapan =~

\.c_.




LAMPIRAN LXVII ﬁﬁm}.ﬂhﬁﬁz BUPATI TANAH LAUT

NOMOR
TANGGAL.

a. ATK

b. Almari/rak arsip
c, Komputer

d. Frinter

e. Aplikasi SIAK
f. AplikasiHelpme

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.

w

Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon vyang tidak teliti akan
menghambat proses selanjutnya. Memahami persyaratan berkas permohonan |
pemanfaatan data merupakan hal yang wajib bagi petugas;

"a. Buku Agenda
b. Berkas Permohonan
€. Dokumen digital

Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas |
permohonan s/d pemberian data maksimal 2 (satu) hari kerja, di luar kondisi

normal akan menyesuaikan dengan tingkat kerumitan data;
Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan,

ST —

e
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ﬂ
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S0P PERMINTAAN DATA

Na Uraian Prosedur Peluimnni St Taks Keterangan
! Pemohon Kasi Kabid | Sekretarint| Kadis Persyaratan / Kelengkapan Waktu | Cutput g4

| [Permohonan Data ﬂ Surat Permohonan

Tidak B [ . ’
2 |Disposisi Kepala Dinas “ ? }.mﬁﬁ_ .:.#: Agendi ganLembar 10 menit | Disposisi

Disposiai

3 |Disposisi Kabid \ e i ATE 10 menit |Disposisi
# |Penyusunan dan Pencetakan data Dnliu._ ATK dan Komputer | hari Dokumen Data terganmung jenis data
5 |Pembuatan Surat Pengantar Data . ATK dan Komputer 15 menit |Surat Pengantar
6 |Pembuatan Surat balasan (ditolak) _...II_ | ATK dan Komputer 15 menit |Surat Balasan
7 |Penandatangan Surat J.__;,.__r ___ ATK dan Komputer 3 menit MMMMﬂ Aan lampiran do o




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN LXVIII
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

TANAH LAUT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

‘No. SOP

| Tanggal Pem buatan
Tanggal Revisi_

| Tanggal Pengesahan :

h%mmrwmﬁ Oleh BUPATI TANAH LAUT

Nama SOP PEMANFAATAN DATA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
 Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2011);
. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |

232 Tahun 2013);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);

- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

tentang

Penyusunan SOP (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019

tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data

Kependudukan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1611);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut;

a] Memiliki pengetahuan di bidang administrasi kependudukan;
b} Ramah, sopan, jujur dan teliti;

¢) Memiliki kesabaran;

d] Memiliki integritas;

¢) Berkomitmen dan bertanggung jawab;

) Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya;

gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik;

h] Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi SIAK.




LAMPIRAN LXVIIl PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR
TANGGAL

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 | -
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Keterkaitan o Peralatan/Perlengkapan B
a. ATK
b. Almari/rak arsip
¢. Komputer
d. Printer
= B e. Aplikasi SIAK
Peringatan o Pencatatan dan Pendataan
l. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan | a. Buku Agenda
menghambat proses selanjutnya. Memahami persyaratan | b. Berkas Permohonan
berkas permohonan pemanfaatan data merupakan hal yang|c. Dokumen digital
wajib bagi petugas;
2. Jangka waktu proses pada kondisi normal sejak tanggal
diterimanya berkas permohonan s/d penandatanganan PKS
tergantung dari persetujuan/penolakan dari Direktur Jenderal
Administrasi Kependudukan;
3. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

//\




S0P PEMANFAATAN DATA

Pelaksana

Mutu Baku

e Ureian Frosedux Instansi | Sekretariat [ Kasi | Kabid | Kadis | Bag, Hukum | Ass, Bupahi | Sekda | Bupatl | Difjen Persyaratan | Kelengkapan Waktu | Output | Loreranga
L : )
Pimpinan Pengguna mengajukan
sural permohonan  peomanfastan D'
Dt sEpencuduin il Sural Permohonan Surat
tertulis kepada bupati/wall kota
melahyi Disdukcapil
Kabupaten/Kota
2 |Disposisi Kepala Dinas \ HP AT, Buku Agenda dan Lembar Disposisi |1 hari |Disposiat
3 |Disposisi Kabid ﬂ.ll_ ATK Disposisi
4 |Verifikasi Kasi DL ATK dan kemputer 1 hari |Surat
= |8urat permohonan pemanfastan - 4
5 dnte unituk instansd penggrne m ! Surat permohonan yang memuat ; Jhari Dok
[ditandatangani cleh bupati i =) ey 1. mama Pengguna;
kepada Direliur Jenderal 2. tujuan pemanfaatan Data
Kependudukan dan Pencatatan Kependudulean;
Sipil 4. elemen Data Kependudukan vang
akan diakses;
4. metode akses Data Kependudulkan;
5. data balikan yang akan diberikan:
dan
6. jangka waktu perfanjian kerja sama
Penandatanganan Surat X
£ iR .|_ Surat permohonan Jd hari |Surat
7 |Persetujuan/ Penolakan _ Av Surat persetujuan / penolakan 15 hari |Surat
8 [Surat Penolakan Ditjen Surat Penolakan Sural
9 |Surat Persetujuan Ditjen _ J Sural persetujusn Surat
10 | Draft Perjanjian Kerjasama _HU Draft PKS 3 harl |Drafi
11 [Verifikasi Bagian Hukum Setda * ", Hasil Verifikasi 3 hari |Drafi
12 | Berkas PKS setelah diperbaila [ FKS (untuk ditandatangani) 1 harl |Berkas
13 |Penandsatanganan PHS ﬂ;-._--- =S ottty [k il tﬂ 1 hari {PKS




rmEEﬁE,_E_:x.mmm}ecmmzmcﬁﬂﬁzw:Ec,ﬂ
NOMOR :
TANGGAL

i PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR SOP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

| TANGGAL EFEKTIF )
DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT

NAMA SOP Penyusunan Buku Umﬁm.w__,.mwmmmﬁ
Kependudukan Semesteran

DASAR HUKUM

| KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 82 Tahun
2011);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nemor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998):

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pererapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional:

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman

_ Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah:

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

o

=]

a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Teknologi
Informasi

b)Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti

c) Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

e) Berkomitmen dan bertanggung jawab

. f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik

Eﬁmﬂﬁz mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
SIA!

PARRF PARAF PARAF T |
KEPALA SKPD | KABAG HUKUM | KaSURaAG Foiin { kan

T e T TS e ..




Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah |

Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan

Pencatatan Sipil,

KETERKAITAN _PERALATAN
a. ATK
b. Komputer
c. Printer
PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

1. Kesalahan pembacaan data di database menyebabkan tidak validnya data
Laporan
2. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

1.Ceklist
2. Laporan




SOP PENYUSUNAN BUKU DATA AGRE

GAT KEPENDUDUKAN SEMESTERAN

Asisten N1/

Kepala SKPD

Kabag Hukum

' No Uraian Prosedur i Pelaksana o Mutu Baku | Ketera |
Pelaksana / Kasi | Kabid | Kepala | Persyaratan / | Waktu Output | ngan
Prakom Penyajian PIAK Dinas | Kelengkapan
Data dan
[ informasi o
I | Mulai ﬂ
2 | Membuat dan menyesuaikan format - Komputer 30
Buku data Agregat menit
3 | Menghitung dan memproses jumlah H Komputier 180
data biodata kependudukan dan - Printer menit
pencatatan sipil melalui pembacaan _ — ATK
data di database pelayanan,
perekaman dan penerbitan KTP el
4 | Mengajukan hasil pembuatan buku Tidak Komputer 10 Laporan
data agregat semesteran < - Printer Menit |yang sudah
- Printout Laporan diverifikasi
5 | Verifikasi dan Validasi hasil - Komputer 60 Laporan
> < Printer Menit |yvang sudah
Ya - ATK disetujui
- Laporan yang
- sudah diverifikasi
6 | Mengetahui dan Menyetujui P - Komputer 30 Laporan
|....4ll Printer Menit
7 | Menyetujui - ATK 30 Laporan
VAV - Laporan Menit
8 | Penerbitan Buku data Agregat i - ATK 2 Laporan
Semesteran — N
9 | Selesai } Jabatan
: = — 1 Sekreteris-Daerah- —




F%EEF&Zr&ﬁ@ﬁ%CEZECTﬁﬂ%ﬁZbEECH
NOMOR :
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMGR 50P I

| DINAS KEPENDUDUKAN DAN
N PENCATATAN SIPIL

TANGGAIL. PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH BUBPATI TANAH LAUT
NAMA 80P Penyusunan Laporan Bulanan
= Data Kependudukan

DASAR HUKUM

KUALIFIEASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional,

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

9, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Hn:mﬂmr

a)Memiliki Pengetahuan di Bidang Teknologi
Informasi

b)Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti

¢} Memiliki Kesabaran

d)Memiliki Integritas

¢) Berkomitmen dan bertanggung jawab

[} Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

g Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik

hiMampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
SIAK




Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Il.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

EETERKATTAN PERALATAN
a. ATK
b. Komputer
c. Printer
PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN
1. Kesalahan pembacaan data di database menyebabkan tidak validnya data 1.Ceklist
Laporan 2.Laporan

2. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

O B




SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN DATA KEPENDUDUKAN

Asisten VLTI

Kepala SKPD

#xﬂme Hukum

No Uraian Prosedur B Pelaksana N Mutu Baku Keter |
Pelaksana / Kasi Kabid Kepala | Persyaratan / | Waktu Output | anga
Prakom Penyajian PIAK Dinas Kelengkapan n
Data dan
| informasi N
1 | Mulai U
2 | Membuat dan menyesuaikan format L - Komputer 30
laporan menit
3 | Menghitung dan memproses jumlah Komputer 120
data biodata kependudukan dan _lr_ - Printer menit
pencatatan sipil melalui pembacaan - ATK
data di database pelayanan,
perekaman dan penerbitan KTP el — e
4 | Mengajukan hasil pembuatan Tidak Komputer 10 Laporan
laporan \u Printer Menit |yang sudah
Printout Laporan diverifikasi
5 | Verifikasi dan Validasi hasil - Komputer 60 Laporan
pembuatan laporan * “ - Prnter Menit |vang sudah
Ya - ATK disetujui
- Laporan yang
sudah diverilikasi N
6 | Mengetahui dan Menyetujui Vs Komputer 30 Laporan
-.‘..‘IIVAL Printer Menit
7 | Menyetujui dan menandatangani ATK 30 Laporan
Laporan Bulanan Laporan Menit
8 | Mengirimkan dan mengarsipkan Laporan
Laporan Bulanan — L ===
9 | Selesai Jabptan =
e — == | Soksetaris Daeral | .I.m\, ]




LAMPIRAN LXXI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR
TANGGAL

_ PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR SOP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

| TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

| TANGGAL EFEKTLE

DISAHKAN OLEH

BUPATI TANAH LAUT

NAMA SOP

Penyusunan Laporan Harian
Data Kependudukan

DASAR HUKUM

g

EJI

Gunmhmudnmmﬁm Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil i
Kabupaten Tanah Laut;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

KUALIFIKASI PELAKSANA

Informasi

Pekerjaannya
baik

SIAK

a] Memiliki Pengetahuan di Bidang Teknologi

b}Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti

¢} Memilika Kesabaran

d)Memiliki Integritas

] Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang

gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan

hjMampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
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Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

11, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

KETERKAITAN | PERALATAN
a. ATK
b. Komputer
c. Printer
PERINGATAN  PENCATATAN & PENDATAAN
l. Kesalahan pembacaan data di database menyebabkan tidak validnya data 1.Ceklist
Laporan 2.Laporan

2. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

%72

%,




SOP PENYUSUNAN LAPORAN HARIAN DATA KEPENDUDUKAN

Sekretaris fagrah |

Aslsten L1111

_ Kepals SKPD

_ xu._.ﬁ,u..mw_.:lr tm

——

No | Uraian Prosedur Pelaksana — _ Mutu Baku Keter
Pelaksana | Kasi Kabid Kepala | Persyaratan / Walktu Output | anga
Prakom Penyajian PIAK Dinas | Kelengkapan n
Data dan
informasi
1 | Mulai ﬂ
2 | Membuat dan menyesuaikan format i1 Komputer 30 menit
laporan
3 | Menghitung dan memproses jumlah Komputer 120
data biodata kependudukan dan 3 Printer menit
pencatatan sipil melalui pembacaan ATK
data di database pelayanan,
perekaman dan penerbitan KTP el e
4 | Mengajukan hasil pembuatan Tidak Komputer 10 Menit |Laporan
laporan - Printer yang sudah
\ - Print Out Laporan diverivikasi
9 | Verifikasi dan Validasi hasil Komputer 60 Menit |Laporan
pembuatan laporan —> - Printer yvang sudah
Ya - ATK disetujui
- Laporan yang
- _b sudah diverifikasi
6 | Mengetahui dan Menyetujui \I/L Komputer 30 Menit |Laporan
#/J\a Printer
7 | Menyetujui dan menandatangani ﬁ ATK 30 Menit |Laporan
Laporan Harian Laporan
8 | Mengirimkan dan mengarsipkan [ Laporan
Laporan Harian -
9 | Selesai vanhn




LAMPIRAN LXXII
NOMOR

TANGGAL

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

| NOMOR SOP _

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

| TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

 TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

BUPATI TANAH LAUT

NAMA S0P

Penyusunan Buku Profile
Kependudukan

| DASAR HUKUM

' KUALIFIKASI PELAKSANA

po

1.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96

n

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudulk
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);
Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018y

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional:

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 201 2);

Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudulk dan Pencatatan sipil di Daerah:

Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;

a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Teknologi
Informasi

b)Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti

c) Memiliki Kesabaran

d]Memiliki Integritas

e) Berkomitmen dan bertanggung jawab

f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Pekerjaannya

g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik

h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
SIAK
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10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23);

11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

KETERKAITAN | PERALATAN a
g ATK
b: Komputer
c. Printer

PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

1. Kesalahan pembacaan data di database menyebabkan tidak validnya data
Laporan
2. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;

1.Ceklist
2.Laporan




SOF PENYUSUNAN BUKU PROFILE KEPENDUDUKAN

—

| Asisten /111

| Kepaia SKPD

E Kabag Hukum

e ]

No Uraian Prosedur Pelaksana B Mutu Baku . Keter
Pelaksana / | Kasi  Kabid | Kepala | Persyaratan | Waktu Output | anga
Prakom Penyajian PIAK Dinas | Kelengkapan n
Data dan
. - | informasi i |
1 Mulai ﬂ
2 | Membuat dan menyesuaikan format } Komputer 30
Buku Profile Kependudukan menit
3 | Menghitung dan memproses jumlah - Komputer 180
data biodata kependudukan dan i - Printer menit
pencatatan sipil melalui pembacaan — _ - ATK
data di database pelayanan,
perekaman dan penerbitan KTP el = )
4 | Mengajukan hasil pembuatan buku Tidak - Komputer 10 Laporan
buku Profile Kependudukan Printer Menit |yang sudah
- . . - Printout Laporan diverivikasi
5 | Verifikasi dan Validasi hasil - Komputer 60 Laporan f
—| [ - Printer Menit |yang sudah
Ya - ATK disetujui
Laporan yang
B sudah diverifikasi
6 | Mengetahui dan Menyetujui \f Komputer 30 Laporan
v<n Printer Menit
7 | Menyetujui ATK 30 Laporan
— = V Laporan Menit
8 | Penerbitan Buku Profile Data " - ATK 2 Laporan
Kependudukan F
9 Selesai
- | Sekretalis Daarah




LAMPIRAN LXXVII
NOMOR

[ PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

n

N

¥

*

1
‘
e e el 1.5

TANGGAL
i PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR SOP _
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN [ faconr REVISL
Mngew.ﬂ_wz .m.__HwHH.  DISAHKAN OLEH BUPATI TANAH LAUT 0
NAMA SOP Penyusunan Laporan
_ | Semesteran Data Kependudukan
| DASAR HUKUM | |KUALIFIKASI PELAKSANA £
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan a) Memiliki Pengetahuan di Bidang Teknologi
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun Informasi
2011); bjRamah, Sopan, Jujur dan Teliti
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- c) Memiliki Kesabaran
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudulkan (Lembaran d)Memiliki Integritas
Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013); e) Berkomitmen dan bertanggung jawab
| 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1098 tentang Penyerahan Sebagian f) Mampu menjaga kerahasiaan di Bidang
Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pekerjaannya
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998); gl Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang baik
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil h)Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2018); SIAK
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional:
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 20 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Tanah Laut;
. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 fentang N T Y W7 T Y s e o
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Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah

Laut Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.
KETERKAITAN PERALATAN
a. ATK
b, Komputer
c. Printer
PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN
1. Kesalahan pembacaan data di database menyebabkan tidak validnya data 1.Ceklist
Laporan 2. Laporan

2. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;




SOP PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTERAN DATA KEPENDUDUKAN

No Uraian Prosedur Pelaksana - Mutu Baku | Ketera
Pelaksana / | Kasi Kabid Kepala | Persyaratan / | Waktu Qutput | ngan
Prakom Penyajian PIAK Dinas | Kelengkapan
Data dan
informasi ) -
I | Mulai ﬂ
2 | Membuat dan menyesuaikan format } 9 - Komputer 30 a
laporan menit
g | Menghitung dan memproses jumlah Komputer 120
data biodata kependudukan dan 4 - Printer menit
pencatatan sipil melalui pembacaan - ATK
data di database pelayanan,
| perekaman dan penerbitan KTP el N ) )
4 | Mengajukan hasil pembuatan Tidak Komputer 10 Laporan
laporan - Printer Menit |yang sudah |
_l - Printout Laporan ___|diverifikasi
S | Verifikasi dan Validasi hasil - Komputer 60 Laporan
pembuatan laporan » - Printer Menit |yang sudah
Ya - ATK disetujui
- Laporan yang
o sudah diverifikasi o
& | Mengetahui dan Menyetujui - Komputer 30 Laporan
.|||_ Printer Menit
7 .En:ﬂﬂ&ﬁ dan menandatangani o ATK 30 |Laporan
Laporan Semesteran Laporan Menit
8 | Mengirimkan dan mengarsipkan | B Laporan
_ Laporan Semesteran -
9 | Selesai & _ Jabathn
= Sekretanis Dagral |
Asisten 1/IN
Kepzala SKPD
Kabag Hukum




LAMPIRAN LXXIV
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

 No. SOP

TANAH

LAUT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

| Tanggal Revisi

Tanggal wnﬂum_ﬂmﬁm:

Tanggal Pengesahan :
Disahkan Oleh

BUPATI TANAH LAUT

Nama SOP PENGAJUAN INOVASI
Dasar Hukum . B il Kualifikasi Pelaksana N N
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan | a) Memiliki pengetahuan di bidang administrasi kependudukan;

. Peraturan

Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia Nomor 82 Tahun 2011);

(Lembaran Negara Republik

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
232 Tahun 2013);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998);

- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan:

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
649 Tahun 2012);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Administrasi
Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut;

Kependudukan dan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 |

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Ramah, sopan, jujur dan teliti:

¢) Memiliki kesabaran;

Memiliki integritas;

€) Berkomitmendanbertanggungjawab:;

f) Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya;
g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik;
Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi SIAK.
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| Keterkaitan B Peralatan/Perlengkapan
a. ATK
b. Almari/rak arsip
c. Komputer
d. Printer
e. Aplikasi SIAK
L ) f. AplikasiHelpme
 Peringatan - Pencatatan dan Pendataan
1. Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan | a. Buku Agenda
menghambat  proses selanjutnya. Memahami persyaratan | b, Berkas Permohonan
berkas permohonan pemanfaatan data merupakan hal yang !¢, Dokumen digital
wajib bagi petugas;
2. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan:

4 ™ /

\ e




S0P PENGAJUAN INOVASI

ﬂu Uraian Proseduo = it LT Muty Eglu Keterangan
y . Kasi Kabid Kadis Persyaratan / Kelengkapan | Wak Output il
1 {Pengumpulan Data _ |+ __ ATH 1 bulan [Dokumen
2 |Pembuaatan Draft Telaahan Stal (TS) ATK dan Kumpulan data 1 hari |Draft TS
3 |Koreksi Draft TS _._.m / ATK dan Draft TS 1 hari |Draft TS terkoreksi
4 |Perbaikan TS BL ATK dan komputer 1 hari |Draft TS hasil perbaikan
5 [Pengajuan TS _HW_ Tidak ATK 1 hari |TS
& |Persetujuan TS L u\/.\v ATK 1 hari |TS hasil persetujuan
7 |8K lnovasi Ya ATK Jhari |SK Kepala Dinas
Cap Dinas
Agenda SK

4



